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Penelitian dengan judul “Tata tertib sekolah yang responsive anti kekerasan/bullying sebagai
upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak sekolah di Kota Semarang” dilakukan
untuk mengetahui bentuk-bentuk bullying/kekerasan yang terjadi di sekolah dan sejauh mana
tata tertib sekolah yang ada mengaturnya, serta pembentukan tata tertib sebagai
perwujudannya. Penelitian ini dilakukan di sepuluh sekolah di Kota Semarang melalui
beberapa tahap pengumpulan data, yaitu : menyebarkan kuesioner dan melakukan fokus grup
diskusi (FGD) dan workshop untuk merumuskan tata tertib. Berdasarkan kuesioner yang
diedarkan diperoleh temuan bahwa Bullying terjadi di sekolah-sekolah yang diteliti dan
dialami oleh sebagian besar siswa yang diteliti. Bullying yang terjadi bermacam-macam,
meliputi bullying verbal, fisik, dan sosial/relasional. Berdasarkan pengalam siswa, mereka
pernah melihat bullying yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, akan tetapi sebagian besar
melihat bullying yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain. Tata tertib sekolah yang
diteliti menunjukkan bahwa tata tertib tersebut masih bersifat umum, belum ada ketentuan
yang mengatur dan menyebut secara khusus bullying. Baik siswa dan guru berpendapat
bahwa tata tertib yang secara khusus mengatur tentang bullying diperlukan. Para siswa dan
guru juga tidak berkeberatan untuk duduk bersama membahas tata tertib sekolah anti
bullying.Model tata tertib sekolah telah dibuat dengan memasukkan unsur-unsur seperti:
rumusan aturan yang melarang melakukan tindakan bullying, pengertian bullying, jenis-jenis
bullying dan penggolongan sanksi, jenis sanksi, alur pemulihan korban, dan alur penanganan
pelanggaran bullying.
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Di Kota Semarang, kekerasan atau bullying yang dilakukan oleh para guru terhadap
siswanya masih sering terjadi (Kedaulatan Rakyat, 20 Juni 2013). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa sering dipanggil atau diejek dengan nama julukan oleh gurunya.
Hal ini diakui oleh siswa sebagai perilaku yang menimbulkan rasa tidak nyaman (Rika
Saraswati, dkk, 2007). Kemudian kekerasan antara siswa juga terjadi, misalnya kekerasan
antara senior dengan yunior di SMA 3 baru-baru ini. Kekerasan ini menimbulkan reaksi dari
anggota Komisi D DPRD Kota Semarang untuk mengevaluasi seluruh kegiatan siswa baik
yang bersifat ekstrakurikuler yang diorganisasi sekolah maupun yang diorganisasi siswa
(Suara Merdeka, 13 September 2012). Keinginan untuk menciptakan sekolah ramah anak di
Kota Semarang pun muncul karena kekerasan atau bullying di Kota Semarang mulai marak
yang diibaratkan sebagai fenomena gunung es, karena yang terjadi belum menunjukkan
kenyataan dan jumlah yang sesungguhnya (Kedaulatan Rakyat, 20 Juni 2013).
Kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa atau antara sesama siswa diakui oleh
banyak pihak sering terjadi di dunia pendidikan Indonesia (Yayasan Sejiwa, 2008).
Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, dan sering kali
dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya (baik secara individu atau kelompok) lebih
berkuasa atas pihak yang dianggap lemah. Kekerasan demikian disebut bullying. Terdapat
tiga aspek bullying, yaitu verbal, indirect dan physical. Verbal artinya mengatakan sesuatu
yang bertujuan untuk menyakiti atau menertawakan seseorang, misalnya menjadikannya
bahan lelucon dengan menyebut/menyapa dengan nama yang menyakiti hati, atau
menceritakan kebohongan atau menyebarkan rumor yang keliru tentang seseorang. Indirect,
artinya sepenuhnya menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok pertemanan atau
meninggalkannya dari berbagai hal secara disengaja, dan mencoba membuat siswa yang lain
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tidak menyukainya. Physical, berupa tindakan fisik yang brtujuan menyakiti, seperti
memukul, menendang, mendorong, mempermainkan dan meneror (Solberg &Olweus, 2003).
Bullying/kekerasan adalah penghambat besar bagi seorang anak untuk
mengaktualisasikan diri. Bullying/kekerasan tidak memberi rasa aman  dan nyaman, membuat
para korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit
berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya,
enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir
jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban bullying juga
dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya
(Yayasan SEJIWA, 2008).
Salah satu faktor penyebab perilaku bullying adalah situasi sekolah yang diskriminatif
atau tidak harmonis.  Situasi sekolah ini juga dapat diartikan sebagai suatu suasana atau
kualitas dari sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa berharga secara
pribadi, bermartabat dan mempunyai peran penting untuk bersama-sama menciptakan
perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah (Freiberg, 2005).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif dapat meningkatkan kualitas
para siswa dan guru serta lingkungan sekolah. Iklim sekolah yang positif contohnya adalah
adanya kejelasan peraturan sekolah terhadap perilaku kekerasan yang diberlakukan secara
konsisten, hubungan guru dan siswa yang dapat mendukung siswa, dan keterlibatan siswa
dalam pembuatan keputusan dan rancangan untuk pencegahan kekerasan di sekolah. Iklim
sekolah yang positif berhubungan dengan rendahnya tingkat korban kekerasan di sekolah
(Kassabri MK, Benbenishty R, Astor RA, 2005).
Peraturan sekolah tentang perilaku kekerasan dan bullying yang jelas dan dipahami
oleh guru dan siswa adalah salah satu kunci utama untuk mencegah dan mengurangi angka
kekerasan. Kebanyakan peraturan yang dbuat oleh sekolah adalah tata tertib untuk guru dan
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siswa yang sangat bersifat umum. Bahkan hasil penelitian di beberapa sekolah dasar di kota
Semarang menunjukkan bahwa guru tidak pernah menerima pelatihan tentang peraturan tata
tertib guru; peraturan tata tertib guru ditempatkan hanya terbatas di tempel di ruang guru atau
kepala sekolah. Bahkan para guru ini juga tidak tahu kepada siapa mereka harus melapor
apabila terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh teman sejawat. Selain itu, para
guru ini juga tidak memiliki pengetahuan untuk menilai apakah peraturan yang ada tersebut
cukup adil bagi mereka sendiri maupun bagi siswa (Rika Saraswati & B. Resti Nurhayati,
2008). Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada pengetahuan dasar mengenai pentingnya
sebuah tata tertib sekolah yang jelas dan dipahami semua pihak (siswa, guru maupun
orangtua siswa) untuk mengatur perilaku kekerasan/bullying yang dilakukan oleh guru
terhadap siswa atau antara siswa sendiri.
Mengingat bahwa masalah kekerasan/bullying oleh guru terhadap siswa atau antara
siswa adalah masalah perlindungan hak-hak anak di bidang pendidikan, maka tata tertib
sekolah yang anti kekerasan atau bullying sangat mutlak diperlukan. Dalam proses
pembuatan tata tertib ini pun semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di
suatu sekolah harus terlibat, misalnya kepala sekolah, guru dan siswa. Selain itu, para pihak
ini juga harus memiliki pemahaman terhadap hak-hak anak, faktor penyebab dan bentuk-
bentuk bullying. Tanpa memiliki pemahaman atas hal-hal tersebut maka tata tertib sekolah
(untuk guru dan siswa) tidak akan pernah menyinggung masalah kekerasan/bullying dan
pemenuhan hak-hak anak.
Keterlibatan siswa dalam pembuatan tata tertib sekolah yang anti kekerasan/bullying
juga mutak diperlukan karena keterlibatan siswa merupakan bentuk perwujudan hak
berpendapat  anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Masih banyak pihak sekolah yang enggan melibatkan siswa dalam hal
pembuatan kebijakan atau keputusan yang terkait dengan tata tertib, termasuk mengenai
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perilaku kekerasan/bullying, karena hal itu dianggap sebagai wilayah kekuasaan pihak
sekolah yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan dilibatkannya siswa dalam setiap kebijakan
yang terkait dengan perilaku kekerasan/bullying maka anak/siswa akan mempunyai rasa
memiliki dan tanggungjawab untuk menjalankannya. Pihak penyelenggara sekolah pun wajib
menyebarluaskan tata tertib tersebut baik melalui program orientasi sekolah maupun
kampanye anti kekerasan dan bullying yang dilakukan secara berkelanjutan. Atas dasar
pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
mengenai tata tertib sekolah anti bullying/kekerasan untuk memenuhi hak-hak anak di
sekolah.
1.2. Perumusan masalah
Pada Tahun I adalah:
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk bullying/kekerasan yang terjadi di sekolah baik yang
dilakukan oleh guru terhadap siswa dan atau antara siswa?
2. Bagaimanakah tata tertib sekolah mengatur permasalahan yang berkaitan dengan
bullying/kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dan antara siswa tersebut?
3. Bagaimanakah forum group diskusi antara pihak sekolah (kepala sekolah, guru) dan
siswa membuat kesepakatan perbaikan tata tertib sekolah?
1.3. Tujuan Penelitian:
1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk bullying/kekerasan yang terjadi di sekolah baik
yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dan atau antara siswa;
2. Mendiskripsikan dan mengidentifikasi peraturan sekolah terhadap
bullying/kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dan antara siswa tersebut;
3. Memformulasi tata tertib sekolah dan sanksi yang responsive terhadap kekerasan
atau bullying yang dilakukan guru terhadap siswa dan antara siswa sehingga dapat
mencegah kekerasan di sekolah.
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4. Mengevaluasi tata tertib sekolah anti kekerasan yang dibuat oleh masing-masing
sekolah untuk mencegah atau mengurangi kekerasan yang terjadi disekolah.
1.4. Urgensi Penelitian
Urgensi penelitian ini adalah untuk menunjukkan pentingnya suatu tata tertib
sekolah yang anti kekerasan/bullying untuk merespon kekerasan /bullying yang sering
terjadi di sekolah-sekolah. Selain itu, untuk mendukung keterlibatan siswa di dalam
pembuatan tata tertib sekolah sebagai salah satu perwujudan hak anak untuk
berpendapat sehingga siswa dengan guru bersama-sama dapat merumuskan formula
tata tertib yang jelas, adil dan konsisten dilaksanakan untuk mencegah terjadinya
kekerasan/bullying di sekolah. Dengan demikian kontribusi ilmiah dari penelitian ini
adalah meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak hak di bidang
pendidikan dari perilaku kekerasan/bullying di sekolah melalui tata tertib sekolah
yang anti kekerasan/bullying.
1.5. Temuan yang ditargetkan
Secara deskriptif penelitian ini untuk menggambarkan kesadaran dan kemauan
pihak sekolah, guru dan siswa untuk membuat tata tertib sekolah yang mampu
merespon kekerasan/bullying yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru
terhadap siswa atau antara siswa. Setelah itu, gambaran deskriptif ini akan dievaluasi
untuk mengetahui pengaruh tata tertib sekolah yang anti kekerasan/bullying tersebut
untuk mencegah atau menekan terjadinya kekerasan/bullying di masing-masing
sekolah.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hak-Hak Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak
diberbagai bidang, seperti: pendidikan, agama, social.  Pada prinsipnya setiap anak
berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi (pasal 4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status
kewarganegaraan (pasal 5) dan Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi (Pasal
6).
Khusus di bidang pendidikan, anak-anak mempunyai hak memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak
dengan keunggulan (ps.9 ayat 1 dan 2).    Anak juga memiliki hak untuk menyatakan
dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi demi
pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.(Pasal 10). Selain itu,
anak juga mempunyai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul,
bermain, berekreasi (Pasal 11).
Untuk memaksimalkan hak-hak anak atas tumbuh kembangnya maka ada
kewajiban bagi setiap orang dewasa untuk memperlakukan anak-anak berdasarkan
harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap anak selama
pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi
(ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
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Selanjutnya dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU Perlindungan Anak juga
ditegaskan bahwa  Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan
pendidikan tersebut diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian
anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal.
Selain itu, pendidikan anak harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
UU Perlindungan Anak tidak memberikan definisi mengenai kekerasan
terhadap anak. Dalam pasal 1 butir 2, undang-undang ini hanya mendefinisikan
perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian segala pelanggaran atau tidak
terpenuhinya hak-hak anak yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut
merupakan bentuk kekerasan terhadap anak
Meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai kekerasan terhadap anak,
kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan atau bullying dengan segala macam
terhadap anak di sekolah  di Indonesia masih sering terjadi (Yayasan Sejiwa, 2008).
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian kekerasan/bullying terhadap anak
di sekolah, berikut pemaparan mengenai faktor penyebab kekerasan/bullying.
1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Bullying/Kekerasan terhadap Anak di Sekolah
Bullying diartikan oleh Olweus sebagai perilaku agresif yang dimaksudkan
untuk membuat orang lain merasa kesusahan, perilaku ini dilakukan berulang-ulang,
dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat
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keseimbangan kekuasaan atau kekuatan di dalamnya. Selanjutnya Olweus membagi
bullying ke dalam tiga aspek, yaitu: verbal, indirect dan physical. Terdapat tiga aspek
bullying, yaitu verbal, indirect dan physical. Verbal artinya mengatakan sesuatu yang
bertujuan untuk menyakiti atau menertawakan seseorang, misalnya menjadikannya
bahan lelucon dengan menyebut/menyapa dengan nama yang menyakiti hati, atau
menceritakan kebohongan atau menyebarkan rumor yang keliru tentang seseorang.
Indirect, artinya sepenuhnya menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok
pertemanan atau meninggalkannya dari berbagai hal secara disengaja, dan mencoba
membuat siswa yang lain tidak menyukainya. Physical, berupa tindakan fisik yang
brtujuan menyakiti, seperti memukul, menendang, mendorong, mempermainkan dan
meneror (Solberg &Olweus, 2003).
Bullying adalah penghambat besar bagi seorang anak untuk
mengaktualisasikan diri. Bullying tidak memberi rasa aman  dan nyaman, membuat
para korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga,
sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan
lingkungannya, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit
berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam
merosot. Para korban bullying juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat
lingkungan yang banyak menyakiti dirinya (Yayasan SEJIWA, 2008).
Menurut Astuti (2008), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
terjadinya bullying:
1. Perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender dan etnisitas
2. Tradisi senioritas
3. Senioritas
4. Keluraga yang tidak rukun
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5. Situasi sekolah yang tidak harmonis
6. Karakter individu
Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain karena kekerasan terhadap
anak telah diyakini oleh para peneliti sangat multifactor atau multilevel, yang
melibatkan pengalaman individu, keluarga, institusi social dan peran pemerintah
(Belsky, 2008).
Salah satu faktor yang berpengaruh sebagai pemicu terjadinya bullying adalah
situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif. Situasi sekolah ini juga dapat
diartikan sebagai suatu suasana atau kualitas dari sekolah untuk membantu individu
masing-masing merasa berharga secara pribadi, bermartabat dan mempunyai peran
penting untuk bersama-sama menciptakan perasaan memiliki terhadap segala sesuatu
di sekitar lingkungan sekolah (Freiberg, 2005).
Terdapat tiga unsur yang mendukung iklim sekolah yang positip:
1. Kebijakan Sekolah yang menentang segala bentuk kekerasan yang dibuat dengan
jelas, pasti dan adil untuk semua pihak;
2. Dukungan guru kepada siswa;
3. Partisipasi siswa dalam perencanaan dan pembuatan keputusan yang berkaitan
dengan pencegahan kekerasan di sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif dapat
meningkatkan kualitas para siswa dan guru serta lingkungan sekolah. Iklim sekolah
yang positif berhubungan dengan rendahnya tingkat korban kekerasan di sekolah
(Kassabri MK, Benbenishty R, Astor RA, 2005). Oleh karena itu keterlibatan tiga
unsur tersebut mutlak diperlukan untuk membuat tata tertib yang mampu merespon
dengan baik kekerasan/bullying terhadap siswa di sekolah sehingga hak-hak siswa
untuk terbebas dari kekerasan terpenuhi.
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BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Data dan Metode Pengumpulannya
Untuk menjawab permasalahan dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan/bullying di
sekolah, memformulasi tata tertib sekolah yang anti kekerasan/bullying dibutuhkan
sejumlah data yang berupa: data sekunder dan primer.
a. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka.
Jenis data kepustakan atau sekunder dicari dari referensi utama, yaitu:
1. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku teks atau literatur kontemporer atau
pengetahuan ilmiah yang baru berisi petunjuk tentang obyek penelitian
2. Bersifat khusus terutama dokumen atau naskah perundang-undangan.
b. Data primer
b.1. Obyek penelitian dalam hal ini meliputi:
1. Sekolah
Sekolah yang menjadi obyek penelitian adalah sekolah menengah atas di Kota
Semarang sebanyak 10 (sepuluh) sekolah, yang dipilih secara acak, yaitu:
1.1. SMA Negeri 3
1.2. SMA Negeri 9
1.3. SMA Sedes Sapaintiae
1.4. SMA Kristen YSKI
1.5. SMA Teuku Umar
1.6. SMA Sint Luis
1.7. SMA Pangudi Luhur Don Bosko
1.8. SMA Karang Turi
1.9. SMA Institut Indonesia
1.10.SMA Nasima
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2. Tata tertib sekolah di masing-masing sekolah yang akan diteliti;
3. Responden sejumlah 75 orang di tiap-tiap sekolah, yang terdiri dari: guru 5
orang dan siswa (sebanyak 70 orang) perwakilan kelas X dan XI dari masing-
masing sekolah yang menjadi obyek penelitian.
b.2. Data primer dikumpulkan dengan cara:
Pada tahun pertama, untuk mendapatkan deskripsi tentang kekerasan/bullying
dari guru dan murid, daftar pertanyaan semi tertutup telah diberikan kepada kepala
sekolah, guru dan murid kelas X dan XI. Daftar pertanyaan setelah diisi kemudian
dianalisis untuk mengetahui jenis kekerasan yang terjadi di sekolah dan pelaku
kekerasan di sekolah. Siswa di sepuluh sekolah telah mengembalikan kuesioner yang
diberikan, sedangkan kuesioner untuk guru hanya dikembalikan oleh sembilan
sekolah. Satu sekolah yang tidak mengisi adalah guru-guru sekolah SMA Negeri 9
Semarang.
Selanjutnya, workshop dan focus group discussion (FGD) telah dilakukan
untuk mendapatkan data tentang formulasi tata tertib sekolah dari masing-masing
sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini. Namun dalam pelaksanaannya
ketika sepuluh sekolah ini diundang untuk mengikuti workshop dan FGD, hanya
empat sekolah yang bersedia hadir dan terlibat dalam pembuatan dan perumusan tata
tertib sekolah yang responsive anti kekerasan/bullying. Keempat sekolah tersebut
adalah : SMA PL Don Bosko, SMA Sint Luis, SMA Kristen YSKI dan SMA Teuku
Umar.
Sebelum berlangsungnya acara workshop dan FGD, tim peneliti telah
menghubungi sekolah-sekolah yang diundang secara resmi melalui surat undangan
dan melakukan konfirmasi kehadirannya melalui telephone, dengan demikian dapat
diketahui alasan-alasan sekolah yang tidak hadir dalam kegiatan workshop dan FGD
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tersebut. Adapun alasan-alasa yang disampaikan kepada peneliti adalah sebagai
berikut : guru dan siswa tidak diijinkan untuk mengikuti kegiatan di luar jam sekolah
(SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 9); sekolah hanya bersedia terlibat dalam
penyebaran kuesioner selebihnya tidak bersedia ikut tanpa memberikan alasan yang
jelas (SMA Sedes Sapiantiae) ; guru bimbingan dan konseling (BK) sedang
menghadap ke Yayasan untuk membicarakan materi undangan dari Tim Peneliti,
tetapi setelah itu tidak ada konfirmasi lagi kepada Tim Peneliti (SMA Karang Turi) ;
belum bisa mengikuti workshop dan FGD tanpa memberikan alasan yang jelas (SMA
Nasima), dan Tim peneliti tidak mendapatkan penjelasan atau konfirmasi berkaitan
dengan kesediaan untuk hadir dari SMA Institut Indonesia meskipun satu hari
sebelumnya Tim Peneliti sudah berkunjung ke sekolah yang bersangkutan dan
bertemu dengan wakil kepala sekolah untuk mendapatkan konfirmasi kehadiran.
Pada acara workshop dan FGD telah diundang Dinas Pendidikan Kota
Semarang sebagai narasumber. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Dr.Soedjono, Msi,
sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang menyampaikan terimakasih atas
kepedulian Tim Peneliti terhadap permasalahan bullying dan usaha dalam
memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, beliau
juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap sekolah-sekolah yang tidak
hadir, karena dari sepuluh sekolah yang diundang hanya 4 sekolah yang bersedia hadir
dalam kegiatan yang sangat penting karena menyangkut kepentingan sekolah yang
bersangkutan dan pendidikan pada umumnya. Beliau menyarankan kepada Tim
Peneliti agar di lain kesempatan jika menyelenggarakan acara sejenis pihak Dinas
Pendidikan Kota Semarang diberi pemberitahuan atau tembusan agar bisa
merekomendasikan kepada sekolah-sekolah yang diundang supaya hadir.
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3.2. Metode Analisa data
Metode analisa kualitatif, yaitu analisa data non statistik yang disesuaikan
dengan data yang akan dikumpulkan, yaitu data yang diskriptif tentang
kekerasan/bullying dari guru dan murid yang diperoleh melalui daftar pertanyaan semi
tertutup telah diberikan kepada kepala sekolah, guru dan murid kelas X dan XI. Daftar
pertanyaan setelah diisi kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis kekerasan yang
terjadi di sekolah dan pelaku kekerasan di sekolah. Selanjutnya, workshop dan focus
group discussion (FGD) telah dilakukan untuk mendapatkan data tentang formulasi
tata tertib sekolah dari masing-masing sekolah yang menjadi responden dalam
penelitian ini. Data yang diperoleh dari empat sekolah yang hadir dalam workshop
dan FGD selanjutnya dirumuskan oleh tim perumus yang terdiri dari empat guru yang
berasal dari empat sekolah yang menghadiri acara workshop. Perumusan dilakukan
untuk menyempurnakan model tata tertib sekolah yang dapat diterapkan di sekolah-
sekolah.
3.3.Lokasi Penelitian







2. Model tata tertib sekolah anti kekerasan/bullying
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BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
bentuk-bentuk bullying/kekerasan yang terjadi di sekolah baik yang dilakukan oleh
guru terhadap siswa dan atau antara siswa, tata tertib sekolah mengatur permasalahan
yang berkaitan dengan bullying/kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dan
antara siswa tersebut dan pembuatan tata tertib sekolah melalui forum group diskusi
antara guru dan siswa.
4.1. Bentuk-bentuk bullying/kekerasan yang terjadi di sekolah
Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diisi oleh para responden ke sepuluh
sekolah diperoleh data sebagai berikut:
4.1.1. Pernah mendengar kata bullying
Sebagian besar murid yang menjadi responden dalam penelitian ini pernah
mendengar istillah bullying. Istilah ini didengar atau diketahui melalui media
elektronik seperti televise, media sosial, teman, guru dan media lain.
Tabel 1. Siswa Pernah mendengar kata bullying












































Teman, internet/media sosial, sekolah
Teman, sekolah, TV, internet, tempat les
TV/film, teman, internet, guru, sekolah, buku
Teman, TV, internet, sekolah, guru
Masyarakat dan sekolah, internet, TV, teman
Teman, TV, sekolah, internet
Teman, sekolah, TV, internet, guru, media
Sekolah,teman, internet, lingkungan, media
Sekolah, media, teman, lingkungan, rumah
Media sosia/internet, teman, TV, sekolah, peneliti
Sumber: Data terolah, 2015
Meskipun tidak semua murid pernah mendengar bullying, jumlahnya sangat
sedikit dibandingkan dengan mereka yang pernah mendengar. Tabel di atas
menunjukkan mayoritas sumber tempat siswa mendapatkan informasi tentang
bullying, yaitu dari teman, sekolah, media elektronik dan social. Selain sumber yang
disebut di dalam tabel, beberapa siswa mengenal istilah bullying dari permainan,
poster, film, lagu, iklan, gereja, seminar, radio dan sebagainya. Mendapatkan
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informasi tentang bullying dari berbagai sumber informasi yang beragam juga dialami
oleh pada guru.
Tabel 2. Guru Pernah mendengar kata bullying















































TV, media elektronik, berita, Fak Psikologi Unika
Media massa, anak-anak, internet, buku
Media elektronik, film, internet, literature, siswa
TV, internet, media, di kampus ketika kuliah
TV, internet, media
TV, berita, sekolah, seminar, buku, bangku kuliah
Koran, televisi
Sumber: Data terolah, 2015
4.1.2. Pengertian bullying
Ada beberapa macam pengertian bullying, seperti penggertak, pengganggu
yang lemah, pengucilan dan pengancaman. Pengertian pengganggu yang lemah dan
pengucilan lebih banyak dipilih oleh siswa, sedang pengertian bullying yang lain
(seperti penggertak dan pengancaman) kurang banyak dipilih. Hal ini menunjukkan
bahwa pengertian bulying lebih populer diartikan oleh sebagian besar siswa sebagai
pengganggu yang lemah dan pengucilan (lihat tabel berikut ini).
Tabel 3. Pemahaman siswa tentang Pengertian Bullying
































































Sumber: Data terolah, 2015
Jika dibandingkan dengan pendapat guru, maka terlihat bahwa guru
mengartikan bullying lebih beragam daripada siswa. Lihat tabel berikut ini.
16
Tabel 4. Pemahaman guru tentang Pengertian Bullying
































































Sumber: Data terolah, 2015
Siswa juga diberi pertanyaan tentang unsur-unsur bullying. Unsur-unsur
bullying terdiri dari empat hal, yaitu keinginan dari pelaku untuk menyakiti,
ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, pengulangan tindakan oleh
pelaku dan teror yang dilakukan oleh pelaku. Dari keempat unsur tersebut, siswa lebih
banyak memilih faktor keinginan dari pelaku untuk menyakiti dan ketidakseimbangan
kekuatan antara pelaku dan korban. Sementara itu pengulangan tindakan oleh pelaku
dan teror hanya sedikit dipilih oleh siswa.
4.1.3. Unsur-unsur bullying yang diketahui siswa dan guru
Tabel 5. Pemahaman siswa tentang unsur-unsur Bullying










































































Sumber: Data terolah, 2015
Hal yang sama juga terjadi pada responden guru. Sebagian besar guru lebih
banyak memilih keinginan dari pelaku untuk menyakiti dan ketidakseimbangan antara
pelaku dan korban sebagai jawabannya dibandingkan dengan dua unsur terakhir, yaitu
pengulangan tindakan dan teror.
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Tabel 6. Pemahaman guru tentang unsur-unsur Bullying
N
o










































































Sumber: Data terolah, 2015
Pemahaman demikian muncul karena selama ini media lebih banyak
memberitakan bullying yang bersifat fisik, misalnya yang terjadi di sekolah dasar di
Jakarta yang menyebabkan korbannya meninggal (Liputan 6 SCTV.com, 2014).
Kemudian siswa di Gorontalo yang dihukum guru olahraganya dengan cara
menghabiskan belasan batang rokok (Liputan 6 SCTV.com, 2014). Kasus-kasus
tersebut hanyalah beberapa contoh dari bullying fisik muncul dipermukaan.
Bullying fisik yang terjadi juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan
kekuatan antara pelaku dengn korban. Akan tetapi yang dimaksud dengan kekuatan
sebenarnya tidak semata-mata kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan yang lain,
seperti ekonomi, mental, sosial budaya dan lainnya yang berpengaruh terhadap
‘keberanian’ seseorang untuk membully orang lain.
Pemberitaan media selama ini hanya terfokus pada penyebab, kekerasan yang
dilakukan dan akibatnya terhadap korban. Media jarang memberikan pendidikan
kepada pembaca, penonton atau pendengar mengenai unsur-unsur bullying yang
sebenarnya juga meliputi tindakan pengulangan dan terror. Sebagai akibatnya, hanya
sedikit masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa tindakn pengulangan dan
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terror yang dilakukan pelaku terhadap korban adalah unsur-unsur yang terdapat di
dalam sebuah tindakan bullying.
4.1.4. Penyebab bullying
Untuk mengetahui pemahaman tentang penyebab bullying, siswa diberi
pertanyaan dengan pilihan yang bersifat ganda. Berdasarkan jawaban yang diberikan
siswa, maka dapat diketahui pemahaman mereka mengenai penyebab bullying seperti
yang tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 7. Pemahaman siswa tentang penyebab Bullying






















































































Sumber: Data terolah, 2015
Kebanyakan siswa menjawab bahwa penyebab bullying karena perbedaan
kelas, ekonomi, agama, jender dan suku. Faktor senioritas menjadi penyebab nomor
dua untuk terjadinya bullying. Faktor keluarga yang tidak rukun dijawab paling sedikit
karena faktor ini mungkin dianggap kurang popular, namun banyak penelitian yang
justru mengungkapkan bahwa keluarga yang tidak harmonis juga menjadi
penyumbang bagi kondisi mental yang tidak stabil terhadap seseorang yang pada
akhirnya bisa menjadi penyebab seseorang membully orang lain atau temannya.
Pendapat guru justru lebih banyak menunjuk pada perbedaan kelas, ekonomi,
agama, jender dan suku, dan senioritas sebagai penyebab utama bullying. Faktor-
faktor yang lain kurang dipandang penting sebagai penyebab bullying, termasuk
penyebab bullying karena keluarga yang tidak rukun. Tidak ada satu guru pun yang
memilih faktor ini.
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Hal ini cukup menarik untuk dianalisis karena faktor keluarga yang tidak
rukun memang tidak secara langsung bersinggungan dengan bullying, tetapi seperti
yang telah disampaikan sebelumnya bahwa keluarga yang tidak rukun, misalnya
terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, hubungan ayah dan ibunya yang tidak
harmonis sehingga anak menjadi terabaikan bisa menjadikan seseorang menjadi tidak
stabil kondisi kesehatan mentalnya, menjadi tidak diperhatikan sehingga ia mencari
pemenuhannya dengan cara membully orang lain, atau ia menyalurkan sakit hatinya
atas perlakuan yang dialami di rumah dengan melakukan kekerasan atau bullying di
sekolah. Guru atau teman-temannya mungkin tidak akan mengira bahwa perbuatannya
didorong oleh kondisi keluarganya yang tidak stabil atau rukum.
Tabel 8. Pemahaman Guru tentang Penyebab Bullying






















































































Sumber: Data terolah, 2015
4.1.5. Bentuk-bentuk bullying yang bersifat verbal
Untuk mengetahui pemahaman siswa tentang bullying yang bersifat verbal,
mereka diberi pertanyaan mengenai berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai
bullying verbal, misalnya mengatakan/menulis sesuatu yang kasar atau menyakiti hati,
menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan, komentar yang bersifat seksual
dan mengancam.
Kebanyakan siswa berpendapat bahwa bullying yang bersifat verbal hanya
mengenai mengatakan atau menulis sesuatu yang kasar atau menyakiti hati, menyebut
dengan nama panggilan yang merendahkan dan mengancam Padahal masih ada
bentuk bullying verbal lainnya yang sering terjadi, misalnya memberi komentar yang
bersifat seksual. Memberi komentar yang bersifat seksual tidak hanya berupa kata-
kata yang bersifat lisan, tetapi dapat juga ajakan-ajakan yang bersifat seksual atau
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berupa siulan-siulan terhadap lawan jenisnya (terutama yang dilakukan oleh laki-laki
terhadap seorang perempuan)
Tabel 9. Pemahaman siswa tentang Bullying Verbal








































































Sumber: Data terolah, 2015
Pemahaman guru terhadap bentuk-bentuk bullying verbal juga sama dengan
yang dimiliki para murid. Hanya sedikit jawaban untuk poin komentar yang bersifat
seksual sebagai salah satu bentuk bullying verbal.
Tabel 10. Pemahaman guru tentang Bullying Verbal








































































Sumber: Data terolah, 2015
4.1.6. Bentuk-bentuk bullying yang bersifat Sosial/Relational
Semua siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini mampu
mengidentifikasi dengan baik semua jenis bullying yang bersifat sosial atau relational,
yang meliputi pengucilan, penyebaran gossip, permalukan seseorang dan pembujukan
untuk tidak berteman dengan seseorang. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini
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bahwa hampir semua bentuk bullying sosial/relational dipilih oleh mereka, dan tidak
ada jawaban di bawah angka 15.
Tabel 11. Pemahaman Siswa tentang Bullying Sosial/Relational
No Nama Sekolah Pemahaman Siswa tentang Bullying Sosial/Relational
































































Sumber: Data terolah, 2015
Pemahaman guru tentang bullying yang bersifat sosial/relational juga cukup
baik karena hampir semua guru telah memilih semua bentuk bullying sosial/relational
seabagai jawaban mereka.
Tabel 12. Pemahaman Guru tentang Bullying Sosial/Relational
No Nama Sekolah Pemahaman Guru tentang Bullying Sosial/Relational
































































Sumber: Data terolah, 2015
Bentuk-bentuk bullying seperti mengucilkan, menyebar gossip,
mempermalukan dan membujuk untuk tidak berteman sebenarnya sangat sering
dilakukan oleh para siswa di sekolah-sekolah yang diteliti (lihat Tabel 15 tentang.
Pengalaman Siswa dan Guru Melihat Siswa/Siswi diBully dan Tabel 16 tentang
Pengalaman Siswa Melihat Bullying). Tindakan ini juga sering ditemui oleh siswa dan
guru sehingga mudah untuk dikenali oleh mereka. Akan tetapi, mereka mungkin tidak
menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut sebenarnya merupakan sebuah bentuk
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bullying yang dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai bullying yang bersifat
sosial/relational.
4.1.7. Bentuk-bentuk Bullying yang Bersifat Fisik
Tindakan-tindakan seperti memukul, menendang, menampar, mendorong,
menjegal, mengambil/merusak barang atau membuat gerakan/sikap yang kasar adalah
tindakan yang mudah dipahami sebagai bullying yang bersifat fisik. Mengingat
bullying ini sering terjadi dan sering diekspos di dalam surat kabar, media massa
elektronik lain maka bullying jenis ini yang mudah dikenali oleh masyarakat,
termasuk oleh siswa dan guru yang menjadi responden dalam penelitian ini (lihat tabel
13 dan 14 di bawah ini).
Tabel 13. Pemahaman Siswa tentang Bullying Fisik








































































Sumber: Data terolah, 2015
Tabel 14. Pemahaman Guru tentang Bullying Fisik








































































Sumber: Data terolah, 2015
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Selanjutnya, dalam penelitian ini juga digali pengalaman siswa dan guru
melihat siswa/siswi dibully. Berdasarkan pemahaman mereka tentang jenis-jenis
bullying, maka mereka dapat mengidentifikasi jenis bully yang dialami oleh
siswa/siswi yang mengalami bully berdasarkan apa yang telah mereka lihat,
4.1.8. Pengalaman Siswa dan Guru Melihat Siswa/siswi Dibully
Tabel berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa pernah melihat
siswa-siswi di sekolah mereka masing-masing telah dibully. Begitu juga guru yang
menjadi responden dalam penelitian ini pernah melihat siswa-siswi di sekolah mereka
telah dibully. Hasil ini membuktikan bahwa bullying terhadap anak-anak sekolah,
khususnya siswa-siswi sekolah menengah atas benar-benar terjadi
Tabel 15. Pengalaman Siswa dan Guru Melihat siswa/siswi Dibully
No Nama Sekolah Pengalaman Siswa dan Guru Melihat Siswa-siswi dibully
Siswa Guru





























































Sumber: Data terolah, 2015
Pengalaman siswa melihat siswa-siswi dibully akan dianalisis berdasarkan
pelaku, jenis kelamin pelaku, jenis bullying, tempat terjadinya dan waktu
berlangsungnya bullying. Pelaku bullying terhadap siswa-siswi terdiri dari guru,
teman satu kelas dan kakak kelas. Di semua sekolah yang diteliti, ternyata guru masih
melakukan bully terhadap siswanya. Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada guru
yang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Tindakan membully
dengan alasan apapun dan terlepas jenis bullynya tetaplah sebuah tindakan yang tidak
dapat dibenarkan karena betentangan dengan kode etik guru, dan merupakan bentuk
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pelanggaran hak-hak anak selama di sekolah. Begitu pula dengan bully yang
dilakukan oleh sesama siswa dalam satu kelas ataupun oleh kakak kelas juga tidak
dapat dibenarkan apapun alasan dilakukannya bully dan jenis bullynya.
Berdasarkan pengalaman siswa yang melihat bullying, pelaku bully
kebanyakan adalah laki-laki, perempuan dan juga laki-laki dan perempuan secara
bersama-sama. Jadi pendidikan anti kekerasan/bullying perlu disampaikan kepada
semua siswa dan siswi tanpa membedakan jenis kelaminnya, karena bullying yang
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kadan-kadang dipengaruhi oleh jenis
jendernya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jenis bullying dilakukan tanpa
mengindahlan jenis jendernya. Misalnya, ada pandangan bahwa bullying fisik hanya
dilakukan oleh siswa, namun dalam kenyataannya siswi juga dapat melakukan bully
yang bersifat fisik ini. Selanjutnya, bullying yang bersifat sosial/relasional sering
dianggap sebagai bully yang hanya dilakukan oleh perempuan, misalnya menggosip,
mengucilkan teman, mempermalukan di depan umum namun ternyata juga dilakukan
oleh banyak murid laki-laki.
4.1.9. Pengalaman Siswa Melihat Bullying
Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa semua bentuk bullying, baik
verbal, fisik ataupun sosial/relational telah dilakukan oleh pelaku bully terhadap
korbannya di semua sekolah yang diteliti. Selanjutnya, tempat yang sering digunakan
untuk membully korbannya adalah di kelas. Halaman, kantin, toilet dan tempat parker
adalah urutan berikutnya sebagai tempat-tempat yang sering digunakan untuk
membully korban. Mengingat bahwa semua tempat yang telah disebutkan tadi
memiliki potensi menjadi ajang pembullyan maka pihak sekolah sebaiknya
mengawasi tempat-tempat tersebut sebelum, selama dan sesudah kegiatan sekolah
berlangsung. Pengawasan pada waktu-waktu tersebut diperlukan karena siswa
kadang-kadang menggunakan kesempatan saat guru atau penjaga sekolah lengah, atau
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saat sekolah masih sepi (di pagi hari) atau sudah sepi (di siang hari setelah pulang
sekolah).
Tabel 16. Pengalaman Siswa Melihat Bullying
N
o















































































































































































































Sumber: Data terolah, 2015
Keterangan: G-Guru, S-siswa satu kelas, Kk-kakak kelas,
L-Laki-laki, P-Perempuan, L/P-Laki-laki dan Perempuan,
V-Verbal, F-Fisik, S/R-Sosial/Relasional, Kl-Kelas,
H-Halaman sekolah, Kn-Kantin, T-Toilet, Pr-Parkir
Tabel di atas menunjukkan bahwa bullying di semua di sekolah yang diteliti
telah terjadi dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penelitian ini dilakukan
(Bulan Maret 2015). Bahkan banyak bullying yang terjadi dalam waktu satu tahun dan
dua tahun sebelumnya. Banyaknya bullying yang terjadi dalam kurun waktu enam
bulan terakhir patut diwaspadai oleh pihak sekolah sebagai sebuah peringatan bhawa
sekolahnya tidaklah bebas bullying, perilaku membully baik yang bersifat verbal,
fisik, sosial dan relational masih terjadi dengan pelakunya dalah guru dan siswa.
Sekolah-sekolah ini perlu menanamkan pengertian bullying sebagai tindakan yang
dilarang, dan mengembangkan sistem melalui tata tertib sekolah untuk mencegah
terjadinya bullying.
Tabel berikut adalah pengalaman guru yang melihat bullying. Guru melihat
bullying yang dialami oleh murid-muridnya dengan pelaku guru, siswa satu kelas dan
kakak kelas. Jender pelaku juga terdiri laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan
bersama-sama. Jenis bullying yang dilihat oleh para guru yang menjadi responden
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dalam penelitian ini juga bermacam-macam, meliputi: bullying verbal, fisik dan
sosial/relational. Tempat terjadinya bullying yang pernah dilihat oleh guru hanya
terbatas di kelas, halaman sekolah, kantin dan tempat parkir. Enam bulan terakhir juga
menjadi waktu terjadinya bullying yang paling sering dibandingkan dengan satu atau
dua tahun sebelum penelitian ini dilakukan.
Tabel 17. Pengalaman Guru Melihat Bullying
N
o













































































































































































































Sumber: Data terolah, 2015
Keterangan: G-Guru, S-siswa satu kelas, Kk-kakak kelas,
L-Laki-laki, P-Perempuan, L/P-Laki-laki dan Perempuan,
V-Verbal, F-Fisik, S/R-Sosial/Relasional, Kl-Kelas,
H-Halaman sekolah, Kn-Kantin, T-Toilet, Pr-Parkir
4.1.10. Tindakan yang Dilakukan Siswa Melihat Bullying
Berbagai macam tindakan yang ditempuh oleh siswa dalam penelitian ini
setelah melihat siswa-siswi yang dibully adalah: lapor kepala sekolah, lapor guru BK,
cerita ke teman, cerita ke orangtua, diam saja, dan menegur pelaku.
Langkah yang ditempuh siswa responden yang melihat siswa-siswi dibully
kebanyakan lapor ke guru BK daripada ke kepala sekolah. Hal tersebut terjadi karena
fungsi guru BK sebagai pemberi konseling kepada siswa, maka kedekatan kepada
siswa menyebabkan banyak siswa yang memilih untuk menyampaikan hal-hal yang
dilihatnya kepada guru BK. Alasan mereka melaporkan kepada guru karena mereka
memiliki keyakinan bahwa guru BK akan menegur pelaku dan memberi sanksi. Selain
itu dengan melaporkan kepada guru BK maka diharapkan akan ada solusi yang
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diperoleh untuk mengatasi bullying yang terjadi (lihat tabel 19 tentang alasan siswa
melakukan tindakan).
Tabel 18. Tindakan yang dilakukan Siswa Melihat Siswa/Siswi Dibully






























































































Sumber: Data terolah, 2015
Akan tetapi, tidak semua siswa bersedia menyampaikan pengalamannya
kepada guru dan kepala sekolah- banyak diantara mereka justru bercerita kepada
temannya atau kepada orangtua mereka masing-masing. Akan tetapi dengan bercrita
kepada teman atau orangtua sering tidak menyelesaikan masalah atau tidak mendapat
solusi karena tujuan mereka bercerita hanya untuk ‘curhat’, dengan bercerita mereka
merasa tidak terbebani dan tidak dianggap mencari muka (berbeda jika melapor ke
guru).
Bagi beberapa siswa, menempuh cara dengan diam saja dianggap langkah
yang tepat karena berbagai alasan, misalnya takut terkena bully, takut dikucilkan,
tidak mau terlibat, tidak peduli, dan menghindari masalah dengan orang lain. Melihat
pada angka pada tabel 18 di atas, siswa yang menempuh sikap diam cukup banyak
contohnya adalah siswa di SMA Sedes Sapiantiae. Tindakan diam ini dianggap
sebagai langkah yang aman bagi siswa-siswa yang tidak ingin menghadapi resiko.
Akan tetapi sikap yang sama sekali tidak pantas dipertahankan karena berarti
membiarkan terjadinya bullying dan keberlangsungan bullying. Sikap diam
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menunjukkan bahwa siswa-siswa ini adalah siswa-siswa yang egois yang hanya
mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya, dan tidak mempunyai
kepedulian sosial terhadap keselamatan teman atau siswa lainnya.
Tabel 19. Alasan Siswa Melakukan Tindakan
No Nama Sekolah Alasan-alasan
1 SMA Negeri 3 Tidak senang melihat pembullian, Merasa kasihan
Tidak Peduli, tidak mau ikut campur, takut terkena bully
Agar pelaku jera
Lapor guru agar tidak terkena sanksi, Merupakan tugas guru
Menegur agar pelaku menyadari kesalahannya
Orangtua tahu solusinya
2 SMA Negeri 9 Harus ditegur, mencegah bullying, kasihan
Tidak mau ikut campur/diam karena tidak berani
Bullying bersifat mengganggu, tidak pantas dan menyebabkan
trauma, jika berani melawan pembully akan jera
Lapor guru BK supaya menasehati dan memberi solusi
Karena ortu bisa mengerti dan memberi solusi
3 SMA Sedes Sapiantiae Diam : takut dikucilkan, takut terkena bully, tidak mau terlibat Tidak
peduli, Menghindari masalah dengan orang lain
Lapor guru agar terkena sanksi,ada solusi dan menghentikan
bullying
Menegur pelaku agar menyadari kesalahannya dan menolong
korban.
4 SMA Kristen YSKI Diam: Takut terkena bully dan cari aman
Lapor: agar dapat solusi, guru dapat membantu dan supaya diberi
hukuman, agar pelaku jera
Membela yang lemah
5 SMA Teuku Umar Tidak ingin sesama manusia saling membully, kasihan dengan
korban, agar pelaku sopan dan menghormati
Guru bisa menghentikan tindakan itu dan memberi sanksi
Untuk menghindari bentrok antara pelaku dan korban
Bercerita dengan teman membuat kita tidak terbebani
Takut dengan pelaku
6 SMA Sint Luis Melapor ke guru: karena sudah berpengalaman dan bisa mengambil
keputusan, agar terkena sanksi, agar ada solusi
Menegur: sebagai langkah awal, agar tidak diulangi, agar pembulian
tidak mengarah ke fisik, agar pelaku jera
Cerita ke teman/ortu, karena jika cerita ke guru dianggap cari muka
oleh teman.
7 SMA PL Don Bosko Lapor ke guru agar langsung sadar dan tidak kena kemarahan
pelaku, supaya pelaku tidak mengulangi lagi dan menghentikan
tindakannya
Diam karena tidak ingin dibully, tidak mau memperpanjang
masalah, tidak ingin ikut campur urusan orang lain
Menegur:jika sudah kelewatan, pelaku agar menghentikan
tindakannya, agar memiliki tata karma, kasihan dengan orang yang
dibully
Orangtua tempat yang aman untuk curhat
8 SMA Karang Turi Tidak mau ikut campur, takut terkena bully/cari aman saja
Lapor guru supaya ada solusi, supaya diberi hukuman, dan guru
dapat membantu, agar pelaku jera
9 SMA Institut Indonesia Diam: tidak ingin mencampuri urusan orang lain, tidak ingin kena
masalah
Menegur : perilaku bullying merugikan bagi yang terkena dampak,
agar masalah terselesaikan, merasa kasihan dengan yang dibully
Lapor guru BK/non BK
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10 SMA Nasima Lapor guru agar pelaku terkena sanksi, agar ada solusi
Menegur agar pelaku menyadari kesalahannya
Diam: takut terkena bully, tidak mau terlibat
Sumber: Data terolah, 2015.
Akan tetapi siswa yang bersikap diam juga tidak dapat disalahkan apabila
sistem di sekolah ternyata tidak mendukungnya untuk membantu korban tanpa
mengabaikan keselamatan dirinya sebagai pelapor atau saksi. Oleh karena itu, sekolah
perlu membangun sebuah sistem atau tata tertib yang dapat membantu pelapor atau
saksi melakukan pelaporan tanpa harus takut mengalami akibat lebih lanjut. Selain itu,
sistem yang dibuat harus mampu memulihkan korban dan memperbaiki perilaku
pelaku tanpa harus memberikan stereotype negative kepada pelaku.
Selanjutnya, siswa yang menegur pelakunya merupakan contoh siswa yang
memiliki kepedulian terhadap sesamanya dan keberanian untuk bertindak
menghentikan tindakan yang dianggapnya tidak manusiawi. Ada beberapa alasan
yang digunakan oleh siswa yang berani menegur langsung pelaku bully, diantaranya
adalah: tidak senang melihat pembullian, merasa kasihan dengan korban, bullying
bersifat mengganggu, tidak pantas dan menyebabkan trauma, keinginan membela
yang lemah, menegur dilakukan jika sudah kelewatan, agar pelaku menghentikan
tindakannya, agar pelaku memiliki tata karma, menyadarkan pelaku bahwa
tindakannya merugikan bagi yang terkena dampak, agar masalah terselesaikan dan
agar pelaku menyadari kesalahannya.
Berbeda dengan langkah yang ditempuh siswa, guru yang melihat bullying
lebih banyak menempuh sikap untuk melaporkan ke guru BK atau kepala sekolah.
Langkah tersebut ditempuh karena sudah menjadi tugas guru untuk melindungi siswa,
dan untuk menghentikan tindakan kekerasan sehingga siswa nyaman dan tidak takut.
Selain itu, langkah yang paling sering dilakukan adalah menegur pelaku. Langkah ini
ditempuh agar terjadi perubahan perilaku pelaku bullying, untuk mengingatkan pelaku
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bahwa bullying adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh siswa dan berakibat
negative bagi korban, dan  bullying adalah perbuatan tidak baik dan dapat mengarah
ke ranah hukum jika korban tidak menerima perbuatan itu (lihat tabel 21 tentang alsan
guru melakukan tindakan)
Tabel 20. Tindakan yang dilakukan Guru jika melihat Siswa/Siswi dibully
N
o




























































































Sumber: Data terolah, 2015
Tabel 21. Alasan Guru Melakukan Tindakan
No Nama sekolah Guru
1 SMA Negeri 3 Karena tugas guru
Agar siswa tidak mengulang bully
2 SMA Negeri 9 -
3 SMASedes Sapiantiae Supaya siswa tidak mengulangi tindakan bully
Agar tidak terjadi hal buruk
Kewenangan atasan
4 SMA Kristen YSKI Supaya anak-anak bisa diperingatkan lebih dini agar tidak mengulang
kesalahan yang sama, memberikan pengertian
Agar pelaku menghentikan tindakan dan menyerahkan ke BK untuk
diberi pengarahan, sanksi dan siswadipertemukan agar menjadi damai
Menegur karena berperan sebagai guru BK
5 SMA Teuku Umar Agar kondisi kelas tetap teratur karena bullying merusak pertemanan
Kita mempunyai tanggungjawab untuk menghentikan tindakan
kekerasan
Untuk mencegah kekerasan di kelas maupun di luar sekolah sehingga
siswa nyaman dan tidak takut
6 SMA Sint Luis Sebagai guru BK, sebagai guru harus melindungi siswa
Agar tidak terjadi lagi bullying
7 SMA PL Don Bosko Koordinasi pengamanan karena ada aturan yang berlaku
Menegur karena tidak setuju dengan tindakan bullying
Bullying adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh siswa dan
berakibat negative bagi korban
Mengingatkan bahwa bullying adalah perbuatan tidak baik dan dapat
mengarah ke ranah hukum jika yang bersangkutan tidak menerima
perbuatan itu
8 SMA Karang Turi Agar terjadi perubahan perilaku pelaku bullying




Supaya tidak diulang lagi
Untuk menanggulangi tindakan kekerasan
Karena kewajiban sebagai guru
10 SMA Nasima Supaya tidak diulang lagi
Karena kewajiban sebagai guru BK
Sumber: Data Terolah, 2015.
4.1.11. Siswa Responden Pernah Dibully di Sekolah
Selain melihat siswa-siswi lain pernah dibully, para siswa yang menjadi
responden dalam penelitian ini ternyata juga pernah dibully. Dari sepuluh sekolah, ada
empat sekolah yang prosentasenya menunjukkan 30%-50% lebih siswa-siswi yang
menjadi responden dalam penelitian ini pernah menjadi korban bully; sekolah tersebut
adalah: SMA Negeri 3, SMA Negeri 9, SMA Institut Indonesia, SMA Nasima (lihat
tabel 20 tentang Siswa Responden Pernah Dibully di Sekolah).
Tabel 20. Siswa Responden Pernah Dibully di Sekolah










































Sumber: Data terolah, 2015.
Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa siswa-siswi yang menjadi responden
dalam penelitian ini pernah dibully oleh guru, teman sekelas dan kakak kelas. Pelaku
bully dilakukan baik oleh laki-laki, perempuan maupun laki-laki dan perempuan
bersama-sama.Pelaku bully masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan
perempuan. Tetapi bully juga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama
dan jumlahnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh anak laki-laki secara
perorangan.
Jenis bullying yang dilakukan oleh pelaku masih didominasi oleh bullying
yang bersifat verbal dan sosial/relational. Bullying fisik yang terjadi tidaklah terlalu
banyak seperti halnya kedua bullying tersebut, akan tetapi jenis bullying ini patut
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untuk diwaspadai karena jika terjadi dapat mengancam keselamatan jiaw dari
korbannya.
Peristiwa terjadinya bullying sangat sering terjadi di ruang kelas. Tingginya
angka bullying di ruang kelas cukup memprihatinkan karena hal ini menunjukkan
bahwa ruang kelas yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk
belajar justru telah menjadi ajang pembullyan. Ruang kelas yang memberi toleransi
terhadap terjadinya bullying jelas memberi pengaruh buruk kepada komunitas yang
ada di dalamnya. Siswa mendapat pengaruh buruk dari situasi dan suasana kelas yang
penuh dengan kekersan/bullying. Pihak sekolah seharusnya mewaspadai
kecenderungan ini, berubahnya ruang kelas yang seharusnya adalah sebagai tempat
belajar menjadi ruang untuk melanggengkan praktek bullying tentunya tidak dapat
dibenarkan. Pihak sekolah harus menanamkan pendidikan dan pengertian anti
bullying di sekolahnya, menanamkan budaya saling menghargai dan membangun
sistem untuk menekan terjadinya bullying, misalnya dengan membuat tata tertib anti
bullying di sekolah masing-masing.
Tabel21. Bully terhadap Siswa Responden
N
o













































































































































































































Sumber: Data terolah, 2015
Keterangan: G-Guru, S-siswa satu kelas, Kk-kakak kelas,
L-Laki-laki, P-Perempuan, L/P-Laki-laki dan Perempuan,
V-Verbal, F-Fisik, S/R-Sosial/Relasional, Kl-Kelas,
H-Halaman sekolah, Kn-Kantin, T-Toilet, Pr-Parkir
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Selain ruang kelas, tempat-tempat lain seperti halaman, kantin, toilet dan
tempat parkir telah digunakan oleh pelaku untuk membully para korbannya. Pihak
sekolah perlu mewaspadai bahwa terjadinya bullying dalam kurun waktu enam bulan
terakhir di semua sekolah yang diteliti cukup banyak, misalnya di SMA Negeri 9,
SMA Kristen YSKI, SMA Teuku Umar, SMA Don Bosko, SMA Karang Turi, SMA
Institut Indonesia dan SMA Nasima. Dalam kurun waktu satu tahun dan dua tahun
terdapat sekolah-sekolah yang jumlah kasus bullyingnya dapat dikatakan cukup
tinggi, misalnya SMA Negeri 3, SMA Negeri 9, SMA Don Bosko dan SMA Sint Luis.
Meskipun sekolah yang lain tidak terdapat angka bullying yang tinggi seperti halnya
sekolah-sekolah yang telah disebutkan tadi, hal ini tidak berarti sekolah tersebut bebas
dari bullying. Pihak sekolah tetap perlu memperhatikan dan mempertimbangkan untuk
perbaikan di kemudian hari.
4.1.12. Tindakan yang Ditempuh Siswa/Siswi Responden yang Dibully
Terdapat beberapa tindakan yang ditempuh oleh para siswa-siswi yang
mengalami bullying, yaitu dengan cara melaporkan peristiwanya kepada guru BK dan
kepala sekolah. Selain itu, korban juga bercerita kepada teman, bercerita ke orangtua,
menegur pelaku atau hanya bersikap diam.
Tabel 22. Tindakan yang Ditempuh Siswa/Siswi Responden yang Dibully




























































































Sumber: Data terolah, 2015
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Tindakan melaporkan ke kepala sekolah menjadi tindakan yang paling sedikit
ditempuh oleh para korban. Tindakan melaporkan kepada guru BK lebih sering
dilakukan karena sesuai dengan fungsi guru bimbingan konseling di sekolah untuk
memberikan konsultasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi siswa. Tindakan-tindakan yang ditempuh siswa tersebut dilandasi alasan-
alasan yang akan dibahas dalam uraian berikut ini.
4.1.13. Alasan Siswa Melakukan Tindakan
Alasan-alasan siswa melakukan tindakan seperti yang tercantum dalam Tabel
22 di atas ada berbagai macam. Siswa yang melaporkan kasusnya kepada guru BK
dan kepala sekolah beralasan karena mereka berharap bahwa kasusnya dapat
diselesaikan, pelakunya dinasehati, jika perlu pelakunya diberi sanksi supaya tidak
mengulangi lagi, agar siswa nyaman di sekolah, agar bullying tidak berlanjut, agar
siswa tidak terus-terusan dibully, agar pelaku tidak semena-mena. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa menaruh harapan besar bahwa sekolah, dalam hal ini
melalui guru dan kepala sekolah, mampu mengatasi bulllying di sekolah.
Siswa yang bercerita kepada teman beralasan karena merasa tidak mampu
memendam sendiri dan untuk mengurangi rasa sedih. Selain itu juga untuk berbagi
pengalaman agar temannya mengetahui sehingga tidak ada korban lagi. Bercerita
kepada orangtua juga langkah yang ditempuh oleh siswa yang menjadi korban bully
dengan alasan bahwa orangtua mengetahui jalan keluarnya, supaya mendapat nasehat
dan solusi. Siswa merasa lebih nyaman ketika bercerita kepada orangtuanya.
Beberapa siswa mengambil tindakan dengan cara menegur pelaku bully.
Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya: karena tidak tahan
mengalami bully, untuk mengubah sifat pelaku, agar pelaku sadar dan berhenti
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membully, karena sudah mencoreng HAM, agar pelaku menyudahi dan menyadarkan
pelaku, dan tidak nyaman jika diam saja.
Tabel 21. Alasan Siswa Melakukan Tindakan
No Siswa Guru
1 SMA Negeri 3 Diam karena takut dibully lagi
Lapor: agar dapat diselesaikan, dan mendapat sanksi
Menegur untuk mengubah sifat pelaku Tidak tahan mengalami
bully
2 SMA Negeri 9 Tidak bisa memendam sendiri
Lapor ke BK: supaya pelaku dinasehati dan ditegur, merasa
dirugikan, agar tidak seenaknya
Cerita ke ortu supaya mendapat nasehat dan solusi
3 SMASedes Sapiantiae Bercerita ke teman supaya teman mengetahui
Orangtua tahu solusinya
Diam : tidak mau memperpanjang masalah, karena jika dilaporkan
korban terus dibully
Lapor ke guru agar guru bertindak dan bullying dihentikan
4 SMA Kristen YSKI Lapor guru: supaya dihukum, supaya pelaku jera
Diam: tidak berani/takut, tidak mau mencari masalah
Lapor ortu : dapat memberikan solusi, merasa lega
5 SMA Teuku Umar Lapor ortu dan BK: agar tidak dibully dan agar tidak berlanjut, agar
pelaku jera, menghindari bentrok antara pelaku dan korban
Menegur: agar pelaku sadar dan berhenti membully, karena sudah
mencoreng HAM
6 SMA Sint Luis Lapor guru: agar pelaku menghentikan bullying, agar ada sanksi,
agar korban mendapat perlindungan
Orangtua cukup berperan dan nyaman bercerita
Sungkan jika melapor karena merusak pertemanan
Diam karena takut dibully
7 SMA PL Don Bosko Lapor ke Bk: agar nyaman di sekolah, agar bullying tidak berlanjut,
agar tidak terus-terusan dibully, agar pelaku tidak semena-mena,
agar pelaku jera, tidak nyaman jika diam saja.
Menegur agar pelaku menyudahi dan menyadarkan pelaku
Diam: agar tidak merepotkan, takut jika masalah menjadi besar
Cerita ke teman: agar tidak ada korban lagi, mengurangi rasa sedih,
bercerita sama dengan berbagi,Cerita ke ortu karena pasti bertindak
8 SMA Karang Turi Lapor: supaya dihukum, supaya pelaku jera, supaya ada solusi
Diam: tidak berani, takut, tidak peduli, tidak mau mencari masalah
9 SMAInstitut Indonesia Menegur agar tidak mengulangi lagi
Cerita ke ortu karena ortu dapat memberi saran dan lebih mengerti
Lapor ke guru: agar pelaku jera, agar pelaku dihukum
Diam, karena tidak suka membalas, tidak ingin bertengkar
10 SMA Nasima Lapor ke guru: tidak tahan melihat pembullyan, agar pelaku
mendapat sanksi.
Orangtua tahu solusinya
Menegur pelaku untuk menyadarkan
Diam : tidak peduli, takut dibully, biar Tuhan yang membalas
Sumber: Data terolah, 2015
Sebagian siswa yang mengalami bully justru memilih diam karena mereka
memiliki alasan-alasan seperti: takut dibully lagi, tidak mau memperpanjang masalah,
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karena jika dilaporkan korban terus dibully, menangani sendir karena sungkan jika
melapor dapat merusak pertemanan, agar tidak merepotkan, takut jika masalah
menjadi besar, dan agar Tuhan yang membalas.
4.1.14. Tindakan yang Ditempuh Guru Jika Melihat Rekan Guru Membully
Siswa/siswi di Sekolah
Guru yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa apabila
melihat rekan guru membully siswa maka tindakan yang ditempuh adalah melaporkan
kepada kepala sekolah dan guru BK (lihat table 22 berikut ini)
Tabel 22. Tindakan Guru Jika Melihat Rekan Guru Membully Siswa/siswi di sekolah




























































































Sumber: Data Terolah, 2015
Sebagian besar jawaban para guru adalah melaporkan ke guru BK, dan kepala
sekolah, sedangkan sisanya adalah menegur langsung pelaku. Adapun alasan-alasan
yang dikemukakan para guru melaporkan rekan guru ke guru BK adalah: tugas guru
untuk menangani hal demikian, supaya ada tindak lanjut,  supaya permasalahan cepat
selesai, agar permasalahan tidak berlanjut dan siswa merasa nyaman.
Melapor ke kepala sekolah ditempuh para guru dengan alasan bahwa kepala
sekolah adalah penanggungjawab sekolah sehingga menyelesaikan persoalan yang
ditimbulkan oleh guru merupakan kewenangan kepala sekolah. Selain itu, dengan
melaporkan kepada kepala sekolah maka  diharapkan dapat diselesaikan di lingkungan
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sekolah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan guru, dan memastikan yang
bersangkutan tidak melakukan lagi.
Guru yang menegur langsung memiliki alasan bahwa sudah menjadi
kewajibannya sebagai rekan untuk saling mengingatkan. Selain itu juga
menginggatkan bahwa guru adalah panutan, oleh karena itu guru harus menjaga tutur
kata dan perilakunya agar siswa juga merasa nyaman karena sekolah adalah rumah
kedua bagi siswa.
Tabel 22. Alasan Guru Melakukan Tindakan
No Nama Sekolah Alasan
1 SMA Negeri 3 Karena merupakan tugas guru
Karena kepala sekolah merupakan penanggungjawab sekolah
2 SMA Negeri 9 -
3 SMA Sedes Sapiantiae Agar tidak terjadi hal yang buruk
Kewenangan atasan
4 SMA Kristen YSKI Sebagai teman saya akan menegur pelaku, jika tidak ada perubahan
maka akan bercerita kepada teman. Jika benar tidak berubah maka
saya akan melapor ke guru BK
Karena tetap menjaga kehormatan guru, dan memastikan untuk
melakukan lagi
Permasalahan cepat selesai ke pokok permasalahan
Supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan kelak
5 SMA Teuku Umar Agar sekolah tertib
Karena tidak pas seorang guru membully siswa, karena guru
merupakan contoh bagi siswa
Agar permasalahan tidak berlanjut
Agar siswa merasa nyaman
6 SMA Sint Luis Wewenang tertinggi ada di Kepala Sekolah
Tidak bisa dibenarkan jika guru membully siswa
Guru menjadi panutan
Sekolah rumah kedua bagi siswa jadi harus membuat suasana yang
aman
7 SMA PL Don Bosko Agar tidak terjadi lagi tindakan bullying
8 SMA Karang Turi Supaya ada tindak lanjut
Agar tahu langsung apa penyebab bullying
9 SMA Institut Indonesia Sebagai guru harus saling mengingatkan
10 SMA Nasima Karena merupakan tugas guru
4.1.15. Siswa dan Guru Responden Pernah Membully
Dalam penelitian ini juga digali tentang pengalaman siswa dan guru membully
siswa-siswi. Pertanyaan ini diajukan kepada siswa dan guru karena fakta di lapangan
sebelum penelitian dilakukan telah menunjukkan bahwa pelaku bullying tidak terbatas
38
pada siswa saja melainkan juga guru. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui
alasan-alasan yang melatarbelakangi tindakan mereka membully siswa-siswi.
Tabel 23. Siswa dan Guru Responden Pernah Membully
No Nama Sekolah Responden Pernah Membully
Siswa Guru





























































Sumber: Data terolah, 2015
Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa hampir separuh siswa responden
pernah membully, sementara hanya ada 4 guru yang pernah membully dari seluruh
sekolah yang diteliti. Data yang menunjukkan bahwa hampir separuh siswa di semua
sekolah yang diteliti pernah membully merupakan hal yang memprihatinkan dan harus
mendapat perhatian yang serius dari pihak sekolah untuk menangani masalah bullying
di masing-masing sekolah.
Tabel 24. Bully Dilakukan Oleh Siswa Responden














































































































































































































Sumber: Data terolah, 2015
Keterangan: G-Guru, S-siswa satu kelas, A/Kk-Adik/kakak kelas,
L-Laki-laki, P-Perempuan, L/P-Laki-laki dan Perempuan,
V-Verbal, F-Fisik, S/R-Sosial/Relasional, Kl-Kelas,
H-Halaman sekolah, Kn-Kantin, T-Toilet, Pr-Parkir
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Berdasarkan tabel 24 terlihat bahwa korban bully yang dilakukan oleh siswa
dalam penelitian ini adalah siswa-siswi dalam satu kelas, hanya beberapa korban yang
berstatus sebagai kakak atau adik kelas. Korban tidak terbatas pada mereka yang
berjenis kelamin laki-laki, melainkan juga perempuan.
Dari berbagai jenis bullying, ternyata bullying verbal dan sosial/relational
cukup sering dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah menengah atas. Sekolah yang
angka kejadian bullying verbalnya  rendah adalah SMA Teuku Umar, sedangkan
angka bullying sosial/relational yang tertinggi ada di SMA Sedes Sapiantiae.
Kekerasan fisik meskipun angkanya tidak sebanyak bullying verbal dan bullying
sosial/relational tetap harus diwaspadai karena bullying ini mempunyai akibat yang
secara fisik dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang.
Ruang kelas merupakan tempat yang sering digunakan untuk membully
teman-teman satu kelas. Selanjutnya, tempat yang lain seperti halaman, kantin toilet
dan tempat parkir juga menjadi pilihan bagi pelaku bulying untuk melakukan aksinya.
Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak sekolah mengawasi tempat-tempat ini yang
diketahui sering digunakan untuk membully.
Kemudian, berdasarkan data dalam tabel terlihat bahwa cukup banyak terjadi
bullying dalam waktu enam bulan di semua sekolah yang diteliti. Peristiwa terendah
dalam kurun waktu enam bulan terjadi di SMA Negri 3 dengan jumlah kasus sebanyak
5. Hal ini berarti hampir setiap bulan terjadi satu kasus bullying. Sedangkan sekolah
lain terdapat 8 hingga 24 kasus dalam waktu enam bulan. Hal ini berarti terjadi
bulying antara 2 hingga 4 kali setiap satu bulan. Selanjutnya, bullying yang terjadi
dalam waktu satu tahun dan dua tahun juga sering terjadi meskipun frekuensi lebih
sedikit daripada yang di enam bulan terakhir (lihat tabel 24 di atas).
40
Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa alasan-alasan siswa
responden dari semua sekolah yang diteliti ketika membully siswa-siswi lain ternyata
memiliki kemiripan satu sama lain. Alasan-alasan tersebut seperti: bercanda,
asik.lucu, kesal dengan sikap korban/korban menjengkelkan/korban dianggap
aneh/tidak suka dengan korban, ikut-ikutan, kepuasan sendiri, membalas (karena
dibully duluan) dan ikut-ikutan (lihat tabel berikut ini).
Tabel 25. Alasan Siswa Responden Membully
No Nama Sekolah Alasan
1 SMA Negeri 3 Bercanda,Membalas, Kesal dengan sikap korban, Ikut-ikutan
2 SMA Negeri 9 Karena tidak ada kerjaan, Karena untuk kepuasan, Bercanda
Karena pantas dibully, Karena sikap buruknya yang menyebalkan
Karena orang tersebut membully duluan
3 SMA Sedes Sapiantiae Bercanda,Ikut-ikutan, Korban menjengkelkan, Tidak suka dengan
sikap korban, Membalas, Emosi terhadap korban
4 SMA Kristen YSKI Bercanda, Korbannya menjengkelkan/nyolot, Asik, Ikut teman.
Tidak sengaja
5 SMA Teuku Umar Bercanda, Kepuasan sendiri, Siswa lemah tidak bisa bergaul dengan
teman
6 SMA Sint Luis Bercanda, Kesal, Membalas, Korban dianggap aneh, Korban juga
pelaku bullying, Agar diberi uang, Ikut-ikutan, Tidak suka kepada
korban
7 SMA PL Don Bosko Bercanda, Kesal, Agar disegani, Ikut-ikutan, Karena dibully duluan
Kepuasan pribadi, Pelaku merasa terganggu dengan adanya korban
Tidak suka dengan gaya dan sikap korban, Korban aneh
8 SMA Karang Turi Bercanda, Asik/Lucu, Seru, Karena korban menjengkelkan/Nyolot
Ikut teman
9 SMA Institut Indonesia Bercanda, Karena pernah membully saya, Ikut-ikutan teman
Iseng, Karena terpengaruh video, Tidak suka orang itu
10 SMA Nasima Bercanda, Kesal dengan sikap korban, Membalas, Ikut-ikutan
Untuk hiburan
Sumber: Data terolah, 2015
‘Bercanda’ dan ‘Asik/Lucu’, dan ‘untuk hiburan’ ternyata menjadi beberapa
alasan dari para siswa yang telah membully siswa lain. Siswa perlu diberi pemahaman
dan pengertian bahwa ‘bercanda’, ‘untuk hiburan’, ‘asik/lucu’ dengan cara melakukan
salah satu bentuk bullying merupakan tindakan yang tidak pantas karena tidak
menghargai orang lain sebagaimana adanya. Sungguh tidak masuk akal siswa bisa
menjadikan bullying sebagai sebuah lelucon di atas ketidaknyamanan atau penderitaan
orang lain, dalam hal ini si korban. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswi kurang
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memiliki nilai toleransi dan nilai untuk menghargai orang lain. Pihak sekolah harus
menanamkan pendidikan anti bullying dan nilai-nilai hak asasi manusia kepada
siswanya agar mereka memiliki pemahaman sehingga memiliki pedoman yang kuat
dan mampu menerapkan nilai-nilai tentang menghargai dan menghormati orang lain
melalui tutur kata, sikap dan perilaku selama di kelas, di sekolah maupun di luar
sekolah di kemudian hari.
Alasan siswa membully temannya karena ‘tidak ada kerjaan’ menunjukkan
bahwa siswa tidak mampu mengelola waktu luang yang ada untuk mengerjakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat positip daripada melakukan bullying yang justru
merugikan orang lain dan bahkan dapat membaawa risiko kepada dirinya sendiri.
Alasan tidak ada kerjaan juga menunjukkan bahwa pihak sekolah atau guru belum
memberikan pendampingan dan pengarahan yang cukup kepada siswanya agar tidak
melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif.
‘Siswa tersebut pantas dibully’, ‘tidak suka kepada korban’, ‘sikap buruknya
yang menyebalkan’ merupakan beberapa alasan yang dikemukakan siswa untuk
membully siswa yang lain. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang alasan
mengapa seseorang pantas dibully, tidak suka kepada korban dan sikap buruk seperti
apa yang dimaksud, munculnya alasan tersebut dapat diduga disebabkan karena ada
perbedaan-perbedaan yang muncul di antara siswa tidak apat diselesaikan dengan baik
sehingga menimbulkan kejengkelan di mana permintaan dan penawaran tidak bertemu
menunjukkan sikap yang tidak bisa menghargai orang lain karena adanya perbedaan-
perbedaan. Oleh karena itu, pihak sekolah harus mampu memberikan pemahaman
tentang perbedaan dapat terjadi karena berbagai alasan dan faktor dan memberikan
pendidikan tentang cara menyikapi perbedaan yang muncul di antara siswa. Dengan
demikian maka siswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi dan
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menyikapi perbedaan sehingga tutur kata, sikap dan perilaku yang keluar adalah sikap
yang menghargai dan menghormati orang lain (karena adanya perbedaan), bukan
sikap yang justru membully.
Alasan yang dikemukakan siswa bahwa ‘orang tersebut membully duluan’ dan
‘membalas’ menunjukkan bahwa ada unsur balas dendam dari siswa yang pernah
dibully. Tindakan membalas dendam sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada
mekanisme yang jelas di dalam sekolah tentang penanganan bullying. Balas dendam
terjadi karena siswa tidak mengetahui bagaimana menghadapi dan menyelesaikan
persoalan jika mengalami bully. Karena tidak ada mekanisme yang jelas tentang
penanganan bullying di sekolah maka siswa yang pernah mengalami bully tidak
mendapat penanganan atau pemulihan yang layak sehingga ia merasa tidak puas dan
tidak mendapatkan keadilan. Sebagai akibatnya, siswa ini kemudian mencari kepuasan
dan keadilan dengan cara membalas pelaku bully. Hal ini tentu saja tidak mendidik
karena perilaku balas-membalas tidak akan pernah selesai dan menyelesaikan
permasalahan. Tindakan balas-membalas menyebabkan tidak akan pernah terjadi
rekonsiliasi dan resolusi di antara kedua siswa. Situasi dan kondisi demikian sewaktu-
waktu, cepat atau lambat, bisa meledak dan bullying akan terjadi dalam tingkat yang
lebih parah dan akan mengambil korban. Korbannya tidak hanya terbatas pada kedua
siswa yang memiliki dendam satu sama lain tersebut tetapi juga bisa melibatkan siswa
yang lain dan juga pihak sekolah.. Oleh karena itu, perlu ditekankan lagi tentang
pentingnya pihak sekolah harus memiliki mekanisme yang jelas mengenai
penanganan bullying. Salah satu cara membangun mekanisme tersebut adalah dengan
membentuk tata tertib sekolah anti kekerasan/bullying di sekolah masing-masing. Tata
tertib sekolah ini setidak-tidaknya mengatur tentang larangan untuk melakukan
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tindakan bullying, jenis bullying dan sanksi, alur pemulihan terhadap korban, alur
pelaporan dan penyelesaiannya (Lihat point 4.3. tentang Model Tata Tertib Sekolah).
4.2. Tata-Tertib Sekolah
4.2.1. Tata tertib sekolah sebagai salah satu cara mencegah terjadinya bullying
Pada sub bab ini siswa dan guru ditanya mengenai pendapat mereka tentang
tata tertib sekolah sebagai salah cara untuk mencegah bullying. Sebagian besar siswa
dan guru menjawab ya dan sebagian kecil menjawab tidak dengan menyampaikan
alasan-alasannya. Adapun jawaban ya dan tidak beserta alasan-alasannya dapat dilihat
pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel 26. Pendapat Siswa tentang Tata Tertib Sekolah sebagai salah satu Cara
mencegah terjadinya Bullying
No Nama Sekolah Pendapat siswa tentang Tata Tertib Sekolah sebagai salah satu cara mencegah
Bullying
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 41 Agar siswa bisa melakukan
kegiatan dgn tertib, aman dan
nyaman;
Tidak terjadi pembullyan lagi;
Siswa dapat dikendalikan dengan
sanksi;
Agar bisa tahu tentang tindakan
bullying;
Krn sudah jadi tata tertib maka
harus dipatuhi;
Tercipta murid yang harmonis;
Agar pelaku jera.
22 Karena tindakan bullying
tidak bisa diatasi  dengan
peraturan sekolah;
Guru tidak sepenuhnya bisa
mengawasi murid dan tata
tertib sering dilanggar;
Di luar lingkungan sekolah
pun sering terjadi;
Walaupun sudah tahu tetap
dilanggar;
Tidak ada jaminan bullying
akan hilang;
Tidak ada yang peduli
tentang tata tertib.
2 SMA Negeri 9 51 Karena bila di berlakukan aturan
maka akan di taati ;
Supaya tertib dan dapat diatur ;
Mencegah bullying dan mengurangi
tindak bullying;




Karena perbutan bullying tidak baik
dan tidak boleh dilakukan;
Karena ada tata tertib maka
menciptakan suasana rukun damai
dan saling melindungi;
Karena kasihan yang di bully;
Karena bullying merugikan siapa
saja;
Karena dapat mendidik siswa.
16 Karena masih bisa di
langgar;
Karena tata tertib tidak
menjamin bullying;
Membully menyenangkan;
Sudah terlalu banyak aturan;
Karena bullying timbul dari
keinginan pelaku;
Karena tata tertib tidak
bermutu;
Tatib tidak terlalu ketat, ada
masa tarik ulur kekuatan;






55 Peraturan tegas mengurangi adanya
bullying;
Bullying penyebab tekanan





Tercipta ketertiban dan keamanan
sekolah, kenyamanan;
Peraturan memberi sanksi dan efek
jera;
Tidak ada penindasan;
Peraturan adalah upaya preventif;








51 Karena sekolah berhak untuk
menghukum muridnya yang
melakukan bullying;
Agar tercipta ketenangan dan
ketertiban sekolah;
Sekolah dapat mengubungi orang
tuanya.
13 Krn tidak ada tata tertiba
yang mengatur;








53 Jika ada tata tertib tentang bullying
siswa akan takut melakukan
bullying; Mencegah bullying
Sekolah merupakan rumah kedua
bagi siswa;
Yang melanggar dapat sanksi;
Agar sekolah nyaman dan aman;
Jika ada tata tertib maka siswa bisa
memikirkan sebelum bertindak;
Bisa merasa jera;
Tidak ada yang tersakiti;
Supaya kegiatan sekolah dapat
lancar;
Lebih tertib;




Akan menjalankan tata tertib
tersebut karena dibuat oleh sekolah.
3 Karena perlu pengajaran
khusus kepada pelaku bila
tata tertib saja akan
melakukan diluar sekolah ;
Tidak terlalu logis jika
dimasukkan ke dalam tata
tertib karena tatib biasanya
dilanggar.
6 SMA Sint Luis 46 Agar tidak ada pembullyan di arena
sekolah yang mnyebabkan korban
stress;
Menghindari sikap siswa-siswi
yang mau menang sendiri;
Agar siswa bisa melakukan
kegiatan dengan tertib dan aman;
Melalui tata tertib dapat dicegah ;
Tidak terjadi pembullyan lagi ;
Memajukan sekolah ;
Siswa dpt dikendalikan dengan
sanksi;
Kenyamanan;
Dapat memperbaiki sikap dan
perilaku  siswa;
16 Karena tindakan bullying
tidak bisa diatasi dengan
peraturan sekolah;
Guru tidak sepenuhnya bisa
mengawasi murid, dan tata
tertib sering dilanggar;
Pencegahan hanya bisa dari
perilaku;
Di luar lingkungan sekolah
pun sering terjadi;
Walaupun sdh tahu tetap
dilanggar ;
Tidak ada jaminan bullying
akan hilang;
Tata tertib tidak akan
dipatuhi oleh anak nakal;




7 SMA Don Bosko 63 Agar pelaku bisa dikenakan sanksi;
Jika bullying masuk tata tertib
sekolah maka akan menjadi aturan
yang harus ditaati;
Agar tidak ada yang dirugikan;
Agar siswa tertib;
Demi kepentingan bersama;
Dengan aturan dpt membuat pelaku
takut;
Mencegah terjadinya bullying;
7 Siswa SMA tidak
seharusnya mudah mengadu
dan diikat berbagai aturan
hadapi semua secara dewasa;
Karena belum menjamin
bullying pasti hilang;
Jika sudah kebiasaan maka
percuma;
Dirumah juga harus dididik;
Percuma jika ada yang
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Demi kenyamanan siswa dan tdk
menimbulkan trauma;
Membuat jera pelaku;
Sebagai pengingat bagi siswa dlm
bertindak;
Agar siswa tidak merasa terancam;
Sekolah mempunyai peran atas
siswa-siswi;
Guna membentuk karakter siswa yg
baik;
Agar tidak terjadi penyimpangan;
Agar saat mencari ilmu dapat
merasa aman dan nyaman;
Mencegah kekerasan;
Agar tidak ada penindasan;
Karena semua dimulai dari aturan.
melanggar;
Lebih baik mengajari tradisi
daripada melarang dengan
peraturan.
8 SMA Karang Turi 50 Karena sekolah berhak untuk
menghukum muridnya yang
melakukan bullying;
Agar tercipta ketenangan dan
ketertban sekolah;
Jika tidak ada tatib bully akan terus
terjadi;
Tatib terkuat.








62 Supaya tidak dibully lagi;
Dengan adanya peraturan siswa
akan merasa aman dan nyaman;
Karena sekolah menjadi faktor
utama;




Karena dengan adanya tatib siswa
lebih patuh terhadap peraturan
sekolah;
Agar siswa tertib;
Karena tatib sekolah mengajari
siswa bersikap baik;
Agar tidak terjadi pertengkaran
antar siswa;
Bagi yang melanggar ada
hukumannya;
Supaya tidak ada bullying sebagai
upaya untuk mewujudkan hak2
anak di sekolah.
8 Karena kurang memadahi
peraturan;
Belum tentu dipatuhi siswa;
Karena pengaruh bullying
bukan hanya dari sekolah;
Karena hanya dengan
membuat tatib tidak akan
menyelesaikan masalah;
Salah satu cara mencegah
bullying menegur pelaku
langsung.
10 SMA Nasima 49 Agar siswa bisa melakukan
kegiatan dgn tertib dan aman;
Siswa dapat dikendalikan dengan
sanksi.
Kenyamanan
Agar bisa tahu tentang tindakan
bullying
Karena sudah jadi tata tertib maka
harus dipatuhi;
Mengurangi pembullyan;
Dengan tata tertib siswa bisa tahu ;
Agar pelaku jera;
Karena disekolah pasti ada
bullying.
19 Karena tindakan bullying tdk
bisa diatasi  dengan
peraturan sekolah;
Guru tidak sepenuhnya bisa
mengawasi murid dan tata
tertib sering dilanggar;




Tidak ada jaminan bullying
akan hilang;
Tidak ada yang peduli ttg
tata tertib.
Sumber: Data terolah, 2015.
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar siswa yang setuju
dengan adanya tata tertib sekolah menyatakan bahwa Jika ada tata tertib tentang
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bullying siswa akan takut melakukan bullying. Siswa akan bepikir ulang sebelum
bertindak sehingga tidak semaunya sendiri. Dengan adanya tata tertib sekolah anti
bullying ,aka siswa bisa melakukan kegiatan sekolah dengan rasa aman dan nyaman.
Kegiatan sekolah berjalan dengan lancar, siswa saling menghargai dan
menghormatisatu sama lain. Melalui tata tertib tersebut maka siswa-siswa yang
melanggar akan diberi pembinaan, apabila bullying yang dilakukan tergolong berat
dalam arti membahayakan jiwa korban maka pelaku dapat dikenai sanksi; sanksi
dimunculkan untuk menimbulkan efek jera, sedangkan kepada korban diberi
konsultasi untuk pemulihan. Siswa responden menyatakan setuju adanya tata tertib
sekolah karena mereka yakin bahwa bullying terjadi di sekolah. Oleh karena itu, tata
tertib anti bullying yang akan dibuat diharapkan dapat memperbaiki sikap dan
perilaku siswa secara keseluruhan.
Pendapat siswa yang setuju menunjukkan bahwa mereka sebenarnya
mengharapkan adanya tata tertib anti bullying di sekolah mereka. Tata tertib yang
dapat melindungi mereka sehingga dapat melakukan kegiatan di sekolah dengan aman
dan nyaman.
Di sisi lain, siswa yang tidak setuju menyatakan bahwa percuma dibuat tata
tertib karena bullying tetap akan terjadi dan peraturan tersebut belum tentu
dilaksanakan. Alasan-alasan lain yang mereka kemukakan sebagai pernyataan tidak
setuju adalah karena tindakan bullying tidak bisa diatasi hanya dengan peraturan
sekolah mengingat peraturan sekolah sering dilanggar. Selain itu, ada pandangan
bahwa Guru tidak sepenuhnya bisa mengawasi murid, sehingga bullying tetap terjadi
tidak hanya di sekolah tetapi juga luar lingkungan sekolah. Meskipun terlihat tidak
setuju dengan pembuatan tata tertib bullying yang baru, siswa-siswa dalam kelompok
ini sebetulnya tetap mengharapkan persoalan bullying dapat diselesaikan. Pendapat
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negatip mereka muncul karena di sekolah-sekolah mereka tidak ada tata tertib yang
jelas dan tegas mengatur bullying sehingga bullying terus saja terjadi, pihak sekolah
membiarkan pelaku ‘melenggang’ dan ‘mengabaikan’ korban. Ada keinginan dari
siswa-siswa dalam kelompok ini agar ada pengajaran khusus atau pendidikan tentang
bullying kepada siswa sehingga siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
bullying untuk mencegah terjadinya bullying dan sekaligus dapat membantu korban.
Selanjutnya, sebagian besar guru juga menyatakan pendapatnya mengenai
perlunya tata tertib sekolah untuk mencegah terjadinya bullying. Guru berpendapat
bahwa tata tertib sekolah tentang bullying dapat mencegah terjadinya bullying karena
tata tertib sangat efektif untuk meminimalisasi penyimpangan. Melalui tata tertib
sekolah tentang bullying siswa belajar untuk menghormati dan menghargai hak dan
kewajiban siswa lain. Dengan adanya aturan maka siswa akan terlindungi dan merasa
aman serta nyaman karaena ada tata cara hukum yg jelas, terbuka dan diketahui oleh
seluruh komunitas sekolah bahwa bullying dilarang. Selain itu, mengingat bahwa
sebagian besar waktu anak-anak di sekolah dan terjadi sosialisasi sekunder di mana
waktu yang dihabiskan di sekolah lebih lama dan efektif maka membuat siswa merasa
aman dan nyaman menjadi sangat penting. Guru juga menekankan bahwa selain tata
tertib anti kekersan/bullying yang dibuat, perlu juga dibangun budaya yang
menghargai dan mengormati perbedaan sehingga bisa menerima orang lain dengan
segala kelebihan dan kelemahan tanpa harus menciptakan konflik yang akan
menganggu pertemanan.
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Tabel 27. Pendapat Guru tentang TataTertib Sekolah Sebagai salah satu cara
Mencegah Bullying
No Nama Sekolah Pendapat Guru tentang Tata Tertib Sekolah Sebagai salah satu Cara Mencegah
Bullying
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 4 Agar sekolah lebih beradab
Tata tertib dpt mengarahkan  siswa
Mencegah terjadinya bulying
0 -
2 SMA Negeri 9 - - - -
3 SMASedes
Sapiantiae
5 Agar lebih tertib; Membentuk
kepribadian yang lebih baik;
Mencegah terjadinya bullying.
0 -
4 SMA Kristen YSKI 5 Karena sebagian besar waktu anak-
anak ada di sekolah;
Setuju namun tidak hanya peraturan
saja melainkan membangun budaya
yang menerima orang lain jauh




mengganggu belajar siswa yang
dibully.
0 -
5 SMA Teuku Umar 5 Karena tatib sangat efektif untuk
meminimalisir penyimpangan ;
Tatib wajib ditaati oleh semua
warga sekolah; Dengan tatib
menghormati hak dan kewajiban
siswa; Dengan adanya tatib tentang
bullying siswa merasa aman.
1 Bully dan tatib tidak ada
hubungannya.
6 SMA Sint Luis 4 Tata tertib bisa membuat anak
berpikir dulu sebelum bertindak;
Agar ada aturan yang jelas dan
mengikat untuk siswa;
Tata tertib dapat mengatur siswa.
1 Kalau dengan aturan saja,
siswa masih bisa melakukan
di luar sekolah
7 SMA Don Bosko 5 Aturan dipakai untuk mengatur dan
mencoba mendisiplinkan siswa;
Karena di sekolah terjadi yg
namanya sosialisasi sekunder,waktu
yg dihabiskan di sekolah lebih lama
dan efektif; Siswa akan mematuhi
tata tertib tersebut dan siswa akan
tahu konsekuensi  bullying yg
dilakukan; Untuk mendorong siswa
agar tdk melakukan karena kena
sanksi.
0 -
8 SMA Karang Turi 5 Sebagai kontrol tindakan siswa;
Membentuk kepribadian yang lebih




4 Dgn memberi tatib siswa akan
bertingkah laku baik; Dengan
adanya aturan maka akan ada tata
cara hukum yg jls di sekolah; Biar
terbuka; karena tatib membuat




10 SMA Nasima 5 Tata tertib untuk menegakkan
aturan; Agar ada aturan yang jelas
dan mengikat untuk siswa.
0 -
Sumber: Data Terolah, 2015
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Sementara itu, hanya tiga dari seluruh guru yang diteliti yang menyatakan
tidak setuju dibuat tata tertib khusus anti bullying di sekolah. Para guru yang tidak
setuju dengan dibuatnya tata tertib sekolah menyatakan bahwa aturan tidak cukup
untuk mengurangi atau mencegah terjadinya bullying. Mereka juga berpendapat
bahwa tata tertib tidak cukup mengatur bullying di sekolah karena siswa masih bisa
melakukannya di luar sekolah. Adapun hasil selengkapnya tentang pendapat guru
disajikan dalam tabel berikut ini.
4.2.2. Tata tertib di Sekolah Sudah Mengatur Anti-Kekerasan/Bullying
Pertanyaan tentang apakah tata tertib sekolah sudah jelas mengatur tentang
bullying diajukan untuk mengetahui pemahaman para siswa mengenai isi tata tertib
sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Berdasarkan tabel berikut ini dapat
diketahui bahwa siswa di delapan sekolah menyatakan bahwa tata tertib di sekolah
mereka sudah mengatur tentang bullying. Akan tetapi jika ditinjau dari rumusan dan
point-point yang ada dalam tata tertib yang sebenarnya, maka kata ‘bullying’ itu
sendiri tidak pernah disebutkan. Tata tertib yang ada lebih mengatur pada sanksi jika
berkelahi, atau menyakiti siswa. Berdasarkan jawaban siswa tersebut, terlihat bahwa
siswa belum memahami benar isi tata tertib sekolah masing-masing dan bullying itu
sendiri.
Siswa yang menjawab belum memberikan alasan-alasannya. Ada siswa yang
menyatakan bahwa mereka kurang tahu atau tidak tahu tentang tata tertib yang
mengatur bullying. Jawaban ini setidaknya menyiratkan situasi bahwa tata tertib
tentang hal ini memang tidak ada sehingga siswa pun tidak tahu karena belum pernah
mendengar sama sekali.
50
Tabel 28. Pendapat Siswa tentang Tata Tertib Sekolah yang Sudah Ada
No Nama Sekolah Pendapat siswa tentang Tata tertib di sekolah sudah mengatur dengan jelas tentang
anti-kekerasan/bullying
Sudah Alasan Belum Alasan






2 SMA Negeri 9 24 Banyak tatibnya ;
Sudah tertulis di buku tatib.
24 Tdk pernah baca & dengar
Tdk tahu;Tdk jelas;Belum





43 Adanya prinsip persaudaraan
dalam tata tertib;
Ada buku tata tertibnya
Supaya tidak ada tindakan
sewenang-wenang.





4 SMA Kristen YSKI 35 - 32 Tidak ada tindakan yang





5 SMA Teuku Umar 34 Terdapat di tatib sekolah (4)
Sudah ada tatib tentang anti
kekerasan.
13 Mungkin tdk secara jelas
Belum lihat; Tidak tahu ;
Tidak ada.
6 SMA Sint Luis 35 Sekolah mengutamakan
kenyamanan, sudah dicegah;












7 SMA Don Bosko 46 Sudah tertera di papan tata
tertib sekolah;
krn ada tata tertib yg hrs ditaati
dan ada hukuman dr pelanggran
tersebut;
22 Kurang tegas dlm
penerapannya;
Tdk pernah mengecek;




8 SMA Karang Turi 29 Peraturan tertulis dan tidak
tertulis jelas mengungkap;
Dari sekolah diatur sudah jelas
Guru dilarang memukul siswa







36 Dengan adanya tatib sekolah
menjadi aman & nyaman (4)
Agar siswa lebih paham jk ada
peraturan anti bullying (3)






10 SMA Nasima 36 Krn menjaga nama baik sekolah
Sekolah melarang tindakan
pembullyan.






Sumber: Data Terolah, 2015
Siswa yang menjawab bahwa peraturan yang ada kurang tegas dan tidak jelas
menunjukkan sikap kritis dalam membaca dan memahami tata tertib sekolah mereka
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masing-masing. Siswa dalam kelompok ini memahami bahwa tata tertib sekolahnya
belum mengatur dengan jelas dan tegas masalah bullying. Bahkan sebagian dari
mereka dengan tegas menjawab bahwa sekolah belum mengatur bullying ke dalam
tata tertib sekolah, baik dari pengertiannya, jenis-jenis, sanksi-sanksi yang diberikan
kepada pelaku, upaya pemulihan kepada korban, dan juga penanganan yang dapat
dilakukan oleh sekolah dan pihak-pihak yang terkait apabila terjadi bullying di
sekolah. Berikut adalah tabel yang menyajikan jawaban siswa tentang tata tertib yang
ada di sekolah masing-masing.
Selanjutnya adalah pendapat para guru mengenai tata tertib di sekolah yang
sudah ada. Sebagian besar guru berpendapat bahwa sudah ada aturan tentang bullying,
namun sebenarnya belum ada. Para guru salah dalam memahami pertanyaan. Hanya
sebagian kecil yang menjawab bahwa tata tertib sekolah yang khusus mengatur
tentang bullying belum ada. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 29 di bawah
ini.
Tabel 29. Pendapat Guru tentang Tata Tertib Sekolah sudah Jelas Mengatur tentang
Bullying
No Nama Sekolah Pendapat guru tentang Tata tertib di sekolah sudah jelas mengatur tentang anti-
kekerasan/bullying
Sudah Alasan Belum Alasan
1 SMA Negeri 3 4 Agar anak tidak seenaknya dlm
berbuat
Karena tata tertib merupakan
pedoman siswa
0
2 SMA Negeri 9 - - - -
3 SMASedes
Sapiantiae
2 Agar menghindari adanya
perilaku menyimpang; Agar siswa
dapat bertingkah laku baik.
2 Karena bullying tidak
diatur secara rinci.
4 SMA Kristen YSKI 4 Supaya tidak terjadi bullying
Ada sanksi yang jelas







5 SMA Teuku Umar 4 Terdapat di tatib sekolah (4)
Tatib anti kekerasan hrs ada krn
menyangkut sosial antar teman
Sudah ada tatib tentang anti
kekerasan.





6 SMA Sint Luis 4 Ada aturan yg mengatur anak
tidak boleh berkelahi; Secara




7 SMA Don Bosko 5 Karena sekolah berlandas kasih
Bullying tdk pantas dilakukan di
sekolah ataupun dimanapun;
Tdk ada sekolah yg melegalkan
kekerasan;
Dunia pendidikan (sekolah)
adalah tempat yg membuat siswa
aman dan nyaman dr kekerasan;
Supaya tdk terjadi bullying
0 0
8 SMA Karang Turi 5 Memudahkan warga sekolah
mengetahui mana saja sikap yg
termasukmembully.





5 Anti kekerasan akan menjadikan
sekolah kondusif;
Lebih nyaman dan menyenangkan
jika tidak ada yg melanggar.
0 0
10 SMA Nasima 4 Agar anak tidak seenaknya dlm
berbuat;
Karena tata tertib merupakan
pedoman siswa.
1 0
Sumber: Data terolah, 2015.
4.2.3. Perlunya tata tertib di sekolah tentang anti-kekerasan/bullying
Sebagian besar siswa menyatakan setuju apabila ada sebuah tata tertib sekolah
yang mengatur bullying dengan jelas. Alasan-alasan yang mereka sampaikan pada
dasarnya adalah agar siswa memahami bahwa bullying adalah pelanggaran hak asasi
manusia yang dapat dikenai sanksi. Selain itu dengan memahami bullying, siswa
diharapkan juga memahami dampak bullying. Dengan memahami bullying dan
dampaknya maka diharapkan siswa tidak akan melakukan bullying sehingga sekolah
menjadi tempat yang tertib, aman dan nyaman. Tata tertib sekolah yang demikian
diperlukan untuk melindungi mereka yang lemah sehingga tidak ada yang
terdiskriminasi lagi dan semuanya memiliki kedudukan yang sama/sederajat di
sekolah sehingga dapat lebih mempererat persaudraan. Siswa juga berharap bahwa
tata tertib anti bullying dapat membentuk karakter siswa, agar lebih menghormati dan
menghargai siswa lain.
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Tabel 30. Pendapat Siswa tentang Perlunya Tata Tertib Sekolah anti
Kekerasan/Bullying
No Nama Sekolah Pendapat siswa tentang Perlunya Tata Tertib Sekolah anti Kekerasan/Bullying
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 53 Dgn peratuan pelaku dapat berpikir
dua kali;
Supaya tidak terjadi kesewenang-
wenangan;
Agar bullying tidak menyebar;
Siswa-siswa bisa patuh dgn
dibuatnya aturan itu;
Bullying masih marak;
Agar siswa tidak belajar membully;








Karena tetap akan dilanggar;
Karena diperlukan kesadaran
sendiri dari para siswa untuk
tidak melakukan bullying.
2 SMA Negeri 9 53 Agar tidak ada bullying;
Agar tdk ada korban pembullyan
Tidak sesuai HAM; Agar tertib.
Merasa terlindungi;
Untuk membentuk karakter siswa,
menjaga keharmonisan;
Supaya aman dan damai;
Untuk menghidari hal-hal buruk;
Jika tidak ada peraturan maka
semakin banyak pembully;
Agar tidak ada lagi siswa yg
terdiskriminasi;
Supaya sekolah menjadi tempat
menyenangkan.
8 Karena mudah dilanggar;
Karena rata-rata murid sudah
tahu apa itu bullying;
Karena bullying itu





Supaya tidak terjadi kesewenang-
wenangan; Ada efek jera
Supaya tidak ada membully lagi
Supaya tertib dan nyaman;
Bullying berkurang;
Tidak ada penindasan;
Ada sanksi yang tegas;
Ada perlindungan korban.






Supaya tidak terjadi bullying lagi;
Supaya jelas sanksinya;
Supaya sekolah tertib.





55 Karena dengan peraturan itu tidak
ada yg menjadi pelaku atau korban;
Sekolah bisa terkondisi dengan
baik, damai, aman & tentram ;
Kalau tidak ada tata tertib siswa
akan saling membuly;
Karena untuk menegakkan HAM;
Agar tdk melakukan bullying;
Mengerti tentang arti bullying;
Terhindar dr perdebatan antar
teman;
Adanya penegasan tentang tindak
bullying;
Untuk melindungi dan untuk
mempererat persaudraan.
2 Tdk telalu penting
6 SMA Sint Luis 57 Dgn peratuan pelaku dapat berpikir
dua kali;




Supaya tidak terjadi kesewenang-
wenangan;
Agar bullying tidak menyebar;
Merugikan orang lain;
Siswa-siswa bs patuh dgn dibuatnya
aturan itu;
Bullying masih marak;













61 Agar tidak terjadi bullying; Supaya
nyaman; Agar tdk ada yg dirugikan;
Memberi sanksi jk ada yg
melanggar;
Agar siswa mengerti bahaya nya
bullying;
Mencegah kekerasaan pd siswa;
Agar siswa mendapat hak nya
disekolah;
Siswa dpt menjalin relasi yg baik
dgn semua orang;
Keamanan sekolah semakin terjaga
terjaga rasa kekeluargaannya;
Tata tertib membuat pelaku berpikir
dulu sebelum bertindak;
Agar tidak ada pelecehan antar
siswa;
Agar siswa tidak merasa terancam;
Agar tdk ada rasa senioritas ;
Kesetaraan derajat;
Sekolah mempunyai peran atas
siswa-siswi;
Menimbulkan efek jera bg pelaku
agar tidak melakukan lagi;
Guna membentuk karakter siswa yg
baik;
Sekolah sebgai tempat berproses;
Agar tdk ada korban;
Agar ada kontrol dr sekolah;
Ada batasan untuk siswa;
Peraturan ini sangat berguna;
Agar pelaku tidak semakin banyak
Agar bullying hilang dan itu bisa
dimulai dari sekolah;.
6 Terlalu banyak aturan ;
Jarang terjadi ;
Siswa tidak peduli dgn tata
tertib lebih baik dengan
tindakan langsung;





Supaya tidak terjadi bullying lagi;
Supaya jelas sanksinya;
Supaya sekolah tertib;
Supaya pelaku bully jera;
Membatasi tingkah laku murid-
murid.
14 Tata tertib yg tdk jelas akan
tetap membuat tindakan
bullying terjad;
Karena siswa sudah tahu




59 Untuk mengurangi kekerasan antar
siswa;
Bullying merugikan semua pihak;
Dengan adanya tata tertib sekolah




Agar siswa lebih paham jika ada
peraturan anti bullying.




10 SMA Nasima 61 Dengan peraturan pelaku dapat
berpikir dua kali;
Supaya tidak terjadi kesewenang-
wenangan;
Agar bullying tidak menyebar;
Merugikan orang lain;
Siswa-siswa bisa patuh dengan
dibuatnya aturan itu;
Bullying masih marak;
Agar siswa tidak belajar membully;




8 Tata tertib yg tidak jelas
akan tetap membuat
tindakan bullying terjadi;
Karena di sekolah tidak ada
tradisi senioritas ;
Karena tidak diperhatikan.
Sumber: Data Terolah, 2015
Sebagian besar guru juga menyatakan setuju tentang perlunya tata tertib
sekolah antibullying. Alasan yang dikemukakan juga sama dengan yang disampaikan
oleh para siswa, misalnya: Agar membentuk karakter siswa, Menjaga kenyamanan
siswa, agar anak-anak tidak seenaknya, Supaya tdk terjadi tindak kekerasan apapun
bentuknya, Supaya jelas bhwa tidak manusiawi /tidak ada kasih, agar semua pihak
tahu batasan yang jelas. Selain itu, para guru juga berpendapat bahwa tata tertib
tersebut perlu agar guru dan siswa bisa saling menghormati, untuk mengtasi masalah
sehingga tidak membuat anak minder daan rendah diri, dan Supaya tdk ada yg di
kucilkan, krn hal itu membuat mental anak terganggu. Hanya ada dua guru yang
menyatakan tidak setuju danya tata tertib anti bullying dengan alasan bahwa tata tertib
sekolah dengan bullying dianggap dua hal yang berbeda, dan aturan demikian sudah
tersurat dalam tata terib yang sudah ada (lihat Tabel 31 di bawah ini).
Tabel 31. Pendapat Guru tentang Perlunya Tata Tertib Sekolah anti
Kekerasan/Bullying
No Nama Sekolah Pendapat Guru tentang Perlunya Tata Tertib Sekolah anti Kekerasan/Bullying
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 4 Agar membentuk karakter siswa;
Menjaga kenyamanan siswa;
Agar anak-anak tidak seenaknya;
Bulying perlu diatur khusus.
0 0
2 SMA Negeri 9 - - - -
3 SMASedes
Sapiantiae
3 Supaya siswa bertingkah laku
terarah.
1 0




untuk mengtasi masalah sehingga




4 Supaya tdk terjadi kekerasan di
sekolah;
Krn kl suatu sudah dituangkan dlm
tatib semua hrs mentaati kl tdk akan
mendapat hukuman.
2 Tidak perlu karena
permasalahan beda ;
Secara tersurat sudah ada.
6 SMA Sint Luis 5 Agar semua pihak tahu batasan
yang jelas;
Menjaga kenyamanan siswa;
Agar ana-anak tidak seenaknya;





5 Supaya tdk terjadi tindak kekerasan
apapun bentuknya
Agar tdk terjadi bullying;
Krn sosialisasi di sekolah lbh
efektif dlm penanaman norma dan
nilai;











5 Supaya tdk ada yg di kucilkan, krn
hal itu membuat mental anak
terganggu;
menjunjung tinggi ham;
Anti kekerasan akan  menjadikan
sekolah kondusif;
Agar tdk terjadi bullying.
0 0
10 SMA Nasima 5 Agar semua pihak tahu batasan
yang jelas;
Menjaga kenyamanan siswa;
Agar anak-anak tidak seenaknya.
0 0
Sumber: Data terolah, 2015
4.2.4. Siswa dan siswi perlu dilibatkan dalam pembuatan tata-tertib sekolah anti-
kekerasan/bullying
Dalam penelitian ini guru dan siswa diberi pertanyaan mengenai penting dan
tidaknya siswa dilibatkan di dalam pembuatan tata tertib sekolah anti
bullying/kekerasan. Pertanyaan ini diajukan mengingat bahwa anak memiliki hak
berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014. Hak berpendapat ini perlu dilaksanakan mengingat bahwa bullying
adalah suatu tindakan yang sering menimpa mereka dan pelakunya juga sering
melibatkan anak-anak (sekolah). Oleh karena itu sudah selayaknya jika pertanyaan ini
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dilontarkan karena yang menjadi subyek hukum dalam tata tertib tersebut adalah
siswa-siswa sekolah yang masih tergolong anak-anak menurut UU Perlindungan
Anak.
Berdasarkan Tabel 34, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa setuju
apabila mereka dilibatkan dalam pembuatan tata tertib sekolah anti bullying. Alasan-
alasan yang dikemukakan adalah agar siswa berpartisipasi sebagai perwujudan nilai-
nilai demokrasi. Dengan melibatkan siswa maka siswa dapat berperan aktif dalam
menentukan peraturan yang menyangkut kepentingan mereka, lagipula siswa yang
lebih tahu situasinya sehingga peraturan dapat dibuat dengan sebaik-baiknya dengan
memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan siswa. Dengan pelibatan siswa maka
siswa memiliki pemahaman latar belakang dan tujuan dibuatnya tata tertib sehingga
siswa memiliki tanggungjawab untuk melaksanakannya dan mematuhi sehingga dapat
mencegah terjadinya bullying.
Sedangkan siswa yang tidak setuju memberikan alasannya bahwa tata tertib
adalah kewenangan guru. Oleh karena itu seharusnya guru yang membuat tata tertib
dan siswa tidak perlu turut campur. Apabila siswa tururt campur maka tata tertib
hanya akan dibuat berdasarkan keinginan siswa, termasuk hukumannya akan dibuat
sesuka hati siswa. Siswa juga memandang bahwa siswa belum mampu membuat tata
tertib dan menganggap guru yang lebih berpengalaman dalam pembuatan suatu tata
tertib sekolah. Bahkan siswa dalam kelompok yang tidak setuju menyatakan bahwa
siswa hanya diwajibkan patuh – hanya guru dan kepala sekolah yang mempunyai
peran penting dalam pembuatan tata tertib sekolah. Bila siswa dilibatkan, aturan yg
tadinya untk medisiplinkan mlah membuat siswa semena-mena karena lebih
mementingkan pendapatnya sendiri.
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Tabel 34. Pendapat Siswa/Siswi tentang Perlunya Keterlibatan Siswa/Siswi dalam
pembuatan tata-tertib sekolah anti-kekerasan/bullying
No Nama Sekolah Pendapat Siswa/Siswi tentang Perlunya Keterlibatan Siswa/Siswi Dalam
Pembuatan Tata-Tertib Sekolah Anti-Kekerasan/Bullying
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 60 Agar mengerti tujuan dibentuknya
tata tertib anti bullying ;
Siswa sbg peran utama/subjek;
Agar ada kesepakatan dlm
pembuatan sanksi ;




Siswa salah satu yg menjalankan
peraturan ;
Disesuaikan dgn kebutuhan siswa
Agar guru dpt memahami siswa ;
Karena pembullyan dilakukan siswa
4 Biar guru yang yang
mengatur;
Siswa tdk perlu ikut campur.
2 SMA Negeri 9 49 Biar adil;
Karena biasanya siswa-siswi
terlibat dlm kekerasan ;
Agar tertib ;
Agar siswa berpartisipasi ;
Supaya lebih paham ;
Supaya bisa menerapkan tatib itu
Supaya bisa mematuhi tatib ;
Agar tdk terjadi bullying;
Mengetahui seberapa berat bullying
yg ada di sekolah ;
Agar semuanya merasa bahagia
7 Siswa banyak mau nya pasti
banyak tatib yg tidak masuk
akal;




53 Murid sebagai anggota sekolah(;
Yang menjadi korban bulying
adalah siwa;
Peraturan tidak hanya sebagai
pajangan;
Ada rasa keadilan;Agar mengerti;
Tata tertib berlaku untuk satu
sekolah;




Agar sekolah tahu apa yg harus
diterpkan ;
Dapat memberi usul ; Siswa dapat
berperan aktif.
Siswa salah satu yg menjalankan
peraturan ;
Agar peraturan beragam;
Disesuaikan dgn kebutuhan siswa
Siswa yang lebih tau situasi.
14 Urusan sekolah ;
Merepotkan siswa ;
Siswa akan mengatur
seenaknya, biar guru yang
yang mengatur  karean lebih
berpengalaman ;






54 Agar ada persetujuan dari siswa;
Agar siswa tahu peraturannya;
Agar sesuai dengan keinginan dan
aspirasi siswa;
Agar siswa bisa berargumen karena
siswa yang menjalaninya sendiri .
16 Biar sekolah yang mengatur
saja;
Karena akan memihak kaum
pembully;
Siswa cukup dengan




47 Mencangkup warga sekolah;
Dgn melibatkan siswa mk akan tau
tentang tatib;
Tatib merupakan peraturan yg harus
ditaati;
8 Siswa blm bisa memahami,
jd lebih baik guru ;
Krn tatib di buat oleh kepala
sekolah;
Krn sekolah lebih tahu;
59
Agar semua merasa aman &
tenteram;
Agar para siswa ikut serta dlm
pencegahan kekerasan;
Krn siswa&siswi dlm perbuatannya
selalu baik;
Agar pembuatan tatib lebih sah;
Agar tdk ada kekersan di sekolah




Karena siswa-siswi dapat menjadi
pelakunya.
Bisa mengatur diri nya sendiri.
Pasti banyak siswa yg
complain;
Agar siswa tdk memilih
hukuman sesuka hati.
6 SMA Sint Luis 51 Agar mengerti; Siswa sebagai peran
utama/subjek;
Agar ada kesepakatan dlm
pembuatan sanksi;
Melatih siswa agar tidak berbuat;
Agar sekolah tahu apa yg harus
diterpkan;
Dapat memberi usul; Demokratis
Konsisten dengan yang disepakati;
Siswa salah satu yang menjalankan
peraturan;
Disesuaikan dgn kebutuhan siswa;
Agar guru dapat memahami siswa;
Karena pembullyan dilakukan siswa
10 Hak guru;
Siswa akan mengatur
seenaknya Biar guru yang
yang mengatur;




Jika guru dan kepala
sekolah yg membuat maka
akan dipatuhui;
Guru dan kepala sekolah




46 Agar peraturan memihak siswa;
Mayoritas yang terkena bully
adalah siswa;
Agar lebih tahu dan
menerapkannya;
Pelaku mendapat hukuman tanpa
melihat status;
Menyalurkan pendapat;
Siswa ingin sekolah yang nyaman
Yang melakukan biasanya siswa ;
Agar satu suara saat pembuatan tata
tertib;
Guru tidak tahu kondisi lapangan;
Siswa juga bagian sekolah agar
tidak ada pro kontra;
Agar peraturan itu bisa dipatuhi
karena ada kesepakatan;
Agar korban punya hak.






Jk siswa dilibatkan siswa lbh
mementingkan pendapatnya
sendiri;
Siswa belum paham arti
bullying;
Cukup sekolah yg membuat ;
Sekolah ygmempunyai hak
Siswa sebagai sasaran





47 Agar ada persetujuan dari siswa ;
Agar siswa tahu peraturannya;
Agar sesuai dengan keinginan dan
aspirasi siswa;
Bermusyawarah;
Untuk menyamakan pikiran murid
dan guru;
Agar lebih demokratif.
13 Biar sekolah yang mengatur
saja;
Karena akan memihak kaum
pembully;
Siswa cukup dengan





48 Biar siswa tidak melakukan
bullying;
Lebih tahu masalah bullying;
Tau dampak adanya bullying;
Paham arti tata tertib bullying;
Lebih mematuhi;
Dapat menentukan hukuman bagi
pelaku; Siswa tahu bahwa bullying
tdk pantas dilakukan
Saling melindungi sesama warga
sekolah; Untuk kebaikan sekolah.
11 Itu urusan guru ;
Bila siswa membuat sanksi
tidak akan sesuai .
10 SMA Nasima 48 Agar mengerti; 12 Biar guru yang yang
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Siswa sbg peran utama/subjek;
Agar ada kesepakatan dlm
pembuatan sanksi;
Melatih siswa agar tdk berbuat;
Agar sekolah tahu apa yg harus
diterapkan;
Dapat memberi usul, Demokratis;
Konsisten dengan yang disepakati;
Siswa salah satu yang menjalankan
peraturan ;
Agar peraturan beragam;
Disesuaikan dgn kebutuhan siswa;
Agar guru dpt memahami siswa ;
Karena pembullyan dilakukan siswa
mengatur;




Sudah ada tata tertib yang
dikeluarkan lebih dulu;
Guru dan kepsek yang paling
penting dlm pembuatan
peraturan.
Sumber: Data terolah, 2015.
Pertanyaan yang sama tentang perlunya keterlibatan siswa dalam pembuatan
tata tertib anti bullying juga dijaukan kepada para guru. Sebagian besar para guru
menyatakan setuju apabila siswa dilibatkan dengan alasan sebagai berikut: siswa
dimintai pendapatnya karena siswa tahu sendiri apa yangg pernah dialami sehingga
pengalamannya dapat digunakan untuk menentukan kriteria pelanggaran karena
anak/siswa lebih tahu jenis-jenis bullying. Jadi dengan melibatkan siswa maka guru
dapat menyerap aspirasi siswa, siswa juga mengetahui latar belakang dan maksud
dibuatnya tata tertib agar mereka juga merasa saling memiliki dan memiliki toleransi,
dan menjiwai peraturan supaya tahu tentang bullying dan akibatnya. Dengan demikian
siswa diharapkan akan memiliki andil dalam tindakan anti bullying.
Jumlah guru yang menyatakan tidak setuju hanya sedikit sekali. Alasan mereka
karena siswa dianggap belum atau tidak memiliki tingkat pemikiran yang sama
dengan guru, pembuatan tata tertib sekolah  merupakan kewenangan sekolah dan guru
BP, dan pandangan jika siswa dilibatkan akan muncul banyak aturan yang tidak
spesifik.
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Tabel 35. Pendapat Guru tentang Perlunya Keterlibatan Siswa/Siswi dalam pembuatan
tata-tertib sekolah anti-kekerasan/bullying?
No Nama Sekolah Pendapat Siswa/Siswi tentang Perlunya Keterlibatan Siswa/Siswi Dalam
Pembuatan Tata-Tertib Sekolah Anti-Kekerasan/Bullying
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 4 Karena siswa yang melaksanakan tata
tertib nantinya;
Karena dapat menyerap aspirasi
siswa;
Untuk mengetahui latar belakang dan
maksud dibuatnya tata tertib.
0 -
2 SMA Negeri 9 - - - -
3 SMASedes
Sapiantiae
3 Karena dapat menyerap aspirasi
siswa;
Untuk mengetahui latar belakang dan




4 Supaya mereka juga merasa saling
memiliki & toleransi;
Mengatur perilaku siswa;
Karena siswa yang melaksanakan tata
tertib nantinya;
Supaya anak-anak bisa ikut andil
dalam tindakan anti bullying









6 SMA Sint Luis 4 Karena siswa yang melaksanakan tata
tertib nantinya;
Karena siswa tahu kondisi lapangan
Siswa dapat ambil bagian dlm
pencegahan;
Banyak info yg didapat dari siswa
1 -
7 SMA Don Bosko 4 Minimal dimintakan pendapatnya Krn
siswa tau sendiri apa yg pernah
dialami ;
Agar mereka jg menjiwai peraturan
Supaya siswa tahu ttg bullying dan
akibatnya;
Untuk menentukan kriteria
pelanggaran karena anak/siswa lbh
tahu jenis-jenis bullying.
0 -
8 SMA Karang Turi 3 Karena siswa dapat lebih memahami
pentingnya aturan;
Karena dapat menyerap aspirasi
siswa;
Untuk mengetahui latar belakang dan




3 Supaya siswa tahu bahwa membully
merupakan kekerasan psikis;
Krn siswa berperan langsung dan
mengalami.
2 Proses lama&tuntutan ;
Semua di buat BP .
10 SMA Nasima 5 Karena siswa yang melaksanakan tata
tertib nantinya;
Karena dapat menyerap aspirasi
siswa, Banyak info yg didapat dr
siswa
0 -
Sumber; Data terolah, 2015.
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4.2.5. Apakah Guru dan siswa pernah dilibatkan dalam pembuatan tata-tertib
sekolah
Sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan
dalam pembuatan tata tertib sekolah. Tidak ada pelibatan siswa dalam pembuatan
sebuah tata tertib sekolah karena tidak tersedia forum untuk hal tersebut. Jika ada
pelibatan siswa maka hanya terbatas pada siswa yang menjadi pengurus organisasi
siswa intra sekolah. Selain itu juga karena pembuatan tata tertib sekolah adalah
kewenangan sekolah, dan siswa hanya mengetahui peraturan yang sudah jadi dan
hanya tinggal dilaksanakan atau dipatuhi.
Di sisi lain hanya sedikit siswa yang menjawab pernah terlibat dalam
pembuatan tata tertib, tetapi tidak mengenai tata tertib anti bullying. Menurut mereka,
siswa sudah dilibatkan dengan terciptanya keamanan sekolah. Siswa terlibat dalam
pembuatan tata tertib karena aktif dalam kegiatan sekolah.




Pendapat Siswa/Siswi tentang Keterlibatan Siswa/Siswi Dalam Pembuatan
Tata-Tertib Sekolah
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri
3
12 Krn biasanya siswa adalah
pelaku;
Karena aktif dalam kegiatan
sekolah.
51 Tdk ada Penjelasan mengenai
dilibatkannya siswa ;
Tugas guru ; Urusan sekolah;
Tidak tahu; Siswa pasif;
Siswa hanya tahu aturan dan
mengikuti saja;
Yang dilibatkan hanya OSIS.
2 SMA Negeri 9 8 Agar siswa mengerti apa yg
di buat nya;
Supaya tertib;
Krn sangat penting untuk
kita sendiri.
47 Tidak tahu, tidak pernah, tidak ada,
Guru nya cuek; Sekolah tidak
melibatkan siswa, sudah dibuat
sekolah; pihak sekolah mempunyai
kuasa penuh;
Krn tidak berpartisipasi dalam hal
tersebut / organisasi osis.
3 SMASedes
Sapiantiae
1 Agar tidak tertindas 68 Bukan kewenagan murid; tugas guru
Tdk ada Penjelasan mengenai
dilibatkannya siswa;
Memang belum ada ;
Tidak tahu alasanya;
Siswa hanya tahu aturan dan
mengikuti saja ;Urusan sekolah;
Tata tertib dibentuk sebelum siswa
masuk kesekolah;





0 - 70 Karena  sekolah lebih
berpengalaman;
Karena tidak ada forum seperti itu di
sekolah;
Karena saya siswa yang tidak
popular;
Yang dilibatkan hanya OSIS.
5 SMA Teuku
Umar
7 supaya guru bisa juga
memperhatikan siswa;
dalam rapat osis.
51 Akan ada perbedaan saat pembuatan
tatib;
Sudah dibuat oleh pihak sekolah;
Siswa tdk dilibatkan;
Blm ada program itu.
6 SMA Sint
Luis






50 Tidak terlibat organisasi sekolah;
Tidak ada kejelasan;
Yang membuat guru;
Tidak aktif di sekolah.
Memang belum ada ;
Siswa hanya tahu aturan dan
mengikuti saja; Sudah sejak awal
ada; Urusan sekolah.
Yang pasti dilibatkan OSIS tidak
keseluruhan;




5 Sekolah butuh usulan 60 Karena memang tidak dilibatkan;
Yang membuat sekolah;
Tidak terlibat organisasi;
Peraturan sekolah sudah ada sejak
dulu;
Organisasi penting di sekolah yg
membuat; Siswa baru;
Mungkin tata tertib sudah lengkap
dan tidak perlu diperbaharui ;
Tidak ada pembuatan tata tertib baru
akhir-akhir ini ;
Yang dilibatkan ketua kelas.
8 SMA Karang
Turi
47 Agar ada persetujuan dari









59 Tidak tahu; Tidak ada peraturan;
Karena  sekolah lebih
berpengalaman;




17 Siswa siswi menjadi teladan
dan disiplin terhadap tatib
Wajib dilakukan;
Bisa paham arti bullying;
Agar tidak terjadi
perselisihan.
41 Itu urusan guru; tanya guru ;
Tidak tahu; Itu bukan urusan siswa ;
Tdk dilibatkan;
Bukan osis;)
Waktu msk sekolah sudah ada.





61 Tdk ada Penjelasan mengenai
dilibatkannya siswa;
Tugas guru; Urusan sekolah
Tidak tahu; Siswa hanya tahu aturan
dan mengikuti saja ;
Yg dilibatkan hanya OSIS
Sumber: data terolah, 2015
Sebagian besar guru berpendapat bahwa hanya guru-guru tertentu yang
dilibatkan dalam pembuatan tata tertib sekolah, misalnya guru BP/BK, guru yang
memegang jabatan sebagaiw akil sekolah bagian kesiswaan dan kepala sekolah.
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Tabel 37. Pendapat Guru Pernah Membuat Tata Tertib Sekolah
No Nama Sekolah Pendapat Guru Pernah Membuat Tata Tertib Sekolah
Ya Alasan Tidak Alasan




2 SMA Negeri  9 - - - -
3 SMASedes
Sapiantiae
5 Supaya guru juga terlibat didalam
perkembangan tingkah laku siswa
Tata tertib menjadi tanggungjawab guru




4 Tata tertib dibuat oleh
kepsek,kesiswaan dan guru ;
Setiap tahun selalu ada perubahan tata
tertib sekolah sesuai dengan situasi








4 Krn selaku guru bk hrs mengetahui
tentang tatib yg akan di berlakukan ;
Krn sangat menjunjung tinggi
kedisiplinan.
2 Tatib dibuat sejak
sekolah di dirikan.






7 SMA Don Bosko 4 Untuk dapat lebih menguatkan dan
memberikan sumbang saran sehingga
tata tertib mnjd lebih baik ; Karena
semua tata tertib melibatkan guru.
0 Karena guru baru






Krn disekolah-sekolah kita kalau ada
apa2 sekiranya yg penting memberi
masukan Bpk /Ibu guru








Sumber: Data terolah, 2015
4.2.6. Guru Bersedia Membuat Tata Tertib Sekolah tentang Bullying Bersama
Siswa
Mengingat bahwa pelibatan siswa di dalam membuat suatu tata tertib sekolah
masih dipandang sebagai hal yang tidak biasa di Indonesia, terlebih lagi dengan
adanya pola pikir yang menganggap bahwa guru sebagai orang dewasa lebih tahu,
lebih pandai sementara anak-anak sekolah tidaklah demikian, maka pertanyaan
tentang apakah guru bersedia membuat tata tertib sekolah tentang bullying bersama
siswa diajukan untuk mengetahui sejauh mana pola pikir guru dalam memandang
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pelibatan siswa dalam pembuatan tata tertib sebagai bentuk perwujudan hak anak
untuk berpendapat di sekolah.
Hasil peneliian menunjukkan bahwa sebgaian besar guru yang menjadi
responden dalam penelitian ini menyatakan tidak keberatan dengan pelibatan siswa
dalam pembuatan tata tertib sekolah anti bullying. Mereka berpendapat bahwa
pelibatan siswa perlu agar semua pihak, tidak hanya guru, mengambil bagian dalam
pembuatan tata tertib sekolah. Dengan pelibatan siswa maka guru mendapatkan
informasi yang dibutuhkan sehingga tata tertib yang dibuat pun menjadi sesuai dengan
situasi dan kondisi yang diharapkan. Jadi ada kerjasama yang baik antara guru dan
siswa di dalam proses pembuatan tata tertib sehingga ada pemahaman mengenai latar
belakang dan tujuan dibentuknya tata tertib, khususnya dalam upaya menciptakan
lingkungan sekkolah yang kondusif, aman dan nyaman untuk kegiatan belajar-
mengajar guru dan siswa.
Meskipun banyak guru yang setuju dengan pelibatan siswa, terdapat sebagian
kecil guru yang masih menyangsikan kemampuan dan pemahaman siswa untuk
dilibatkan di dalam pembuatan tata tertib anti bullying. Guru yang menolak
keterlibatan siswa beralasan bahwa jika siswa dilibatkan maka tata tertib yang dibuat
hanya akan menguntungkan siswa. Selain itu ada pendapat bahwa pembuatan tata
tertib adalah kewenangan sekolah (baca guru, penekanan dari peneliti) dan siswa
hanyalah pihak yang dikenai peraturan sehingga tidak perlu dilibatkan. Terdpat
kekuatiran apabila siswa dilibatkan maka masukkan atau saran yang diberikan siswa
tidak jelas sehingga menganggu proses pembuatan dan hasil tata tertib sekolah. Hasil
selengkapnya jawaban guru tentang pelibatan siswa dapat dilihat pada tabel 38 berikut
ini.
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Tabel 38. Pendapat Guru Bersedia Membuat Tata Tertib Sekolah tentang Bullying
Bersama Siswa
No Nama Sekolah Pendapat Guru bersedia membuat tata tertib ttg bullying bersama siswa
Ya Alasan Tidak Alasan
1 SMA Negeri 3 4 Agar semua guru dan siswa ambil
bagian;
Bisa mengerti apa yg harus dilakukan;




- - - -
3 SMASedes
Sapiantiae






4 Untuk mengatur siswa agar menjadi
lebih baik;
Supaya ada interaksi dengan siswa;
sehingga tata tertib yang dibuat menjadi
sinkron;
Supaya ada kerjasama yang baik; untuk
mencegah terjadinya bullying
1 Bersedia tapi tidak
dengan siswa supaya








4 Agar semua guru dan siswa ambil
bagian;
Bs mengerti apa yg harus dilakukan




4 Demi masa depan yang lebih baik
Agar tercipta suasana sekolah yang
kondusif ;
Karena suka berkegiatan, siswa dapat
turut serta dlm menegakan aturan;
Supaya semakin bisa tahu yg terjadi di








5 Karena guru dan siswa itu warga
sekolah maka harus kompak
agar saling mengerti,memahami,
Apa yg menjadi keputusan bersama
Demi pendidikan yg lebih bermanfaat
0 -
10 SMA Nasima 5 Karena siswa yang melaksanakan
tata tertib;
Karena dapat menyerap aspirasi
siswa; Banyak info yg didapat dari
siswa.
0 -
Sumber: Data terolah, 2015
4.3. Model Tata Tertib Sekolah
Sebuah model tata tertib sekolah anti kekerasan/bullying telah dibuat melalui
kegiatan workshop dan focus group diskusi antara guru dan siswa. Tata tertib ini
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mengatur mengenai beberapa hal, yaitu: larangan untuk melakukan tindakan bullying,
jenis bullying dan sanksi, alur pemulihan terhadap korban, alur pelaporan dan
penyelesaiannya.
Tabel 4.3.1. Tata Tertib Sekolah
Aturan 1. DILARANG MELAKUKAN BULLYING DI SEKOLAH
dalam bentuk apapun baik bullying verbal, phisik,
sosial/relational dan cyber bullying (lihat penjelasan)
2. Semua pihak yang melakukan bullying akan dikenai sanksi.
Sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat (lihat
penjelasan).
3. Bagi siapa saja yang menjadi korban bullying dapat melaporkan
kepada pihak-pihak di sekolah yang telah diberi kewenangan
untuk mendapat pendampingan.
Pengertian Adalah suatu tindakan dan pengulangan tindakan dari
seseorang atau kelompok yang memiliki keinginan  untuk
menyakiti seseorang yang terjadi karena adanya
ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak
yang lemah terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa




1.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati; Sanksi: RINGAN)
1.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau
menyakiti hati; (Sanksi: SEDANG)
1.3. Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas; (Sanksi:
SEDANG)
1.4. Mengancam; (Sanksi: SEDANG);
2. Bullying Social/Relasional (Sanksi: SEDANG)




2.4. Mempermalukan seseorang di depan umum;
2.5. Membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang;
3. Bullying Fisik (Sanksi: BERAT)
3.1. Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong,
menelikung dan tindakan/serangan terhadap fisik seseorang;
3.2. Mengambil/merusak barang milik korban;
3.3. Membuat gerakan atau sikap badan yang kasar;
4. Cyber Bullying (Sanksi: BERAT)
4.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati melalui  pesan elektronik/media sosial;
4.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti
hati melalui pesan elektronik/media social;
4.3. Komentar yang bersifat seksual melalui pesan elektronik/media
sosial;
4.4.Menyerang atau mengancam seseorang melalui pesan
elektronik/media social;
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4.5. Mengirim/memposting  gambar yang tidak senonoh melalui
pesan elektronik/media social.
Jenis Sanksi 1. Pelanggaran ke-1 : diberi 1 tugas sosial (Ringan)
2. Pelanggaran ke-2 : diberi2 tugas sosial (Ringan)
3. Pelanggaran ke-3 : orang tua diundang ke sekolah, siswa
membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua,
skorsing di sekolah (diberi 3 tugas sosial) dan meminta tugas
dari guru mata pelajaran hari tersebut (Sedang)
4. Pelanggaran ke-4 : orang tua diundang ke sekolah, siswa
membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani
orang tua, dan diskorsing dirumah selama 1 hari (Berat)
5. Pelanggaran ke-5: Siswa dikembalikan ke orang tua (Berat)
Contoh tugas sosial :
 Menyapu, mengepel;
 Membersihkan kaca, pintu, meja dikelas, di laboratorium,
lorong kelas, perpustakaan,
 Menyiram tanaman
 Membersihkan kamar mandi.
Sumber: Data terolah, 2015
4.3.2. Alur Pemulihan
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: BK (Guru Bimbingan dan Konseling); GA (Guru Agama), K (Korban).
Pada alur ini, korban akan mendapat pendampingan dari guru BK atau guru
agama. Apabila korban mengalami pemulihan selama dibimbing oleh sekolah melalui
para guru ini maka alur pemulihan berhenti di sekolah. Akan tetapi, apabila ternyata
pihak sekolah tidak mampu menangani pemulihan maka korban akan dirujuk kepada
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pihak ketiga yang terdiri dari para ahli, misalnya dokter jika terjadi cidera fisik,
psikiater atau psikolog jika tekanan atau gangguan mental yang dialami korban cukup
parah.
4.3.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying
4.3.3.1. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Ringan (1)
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), K (Korban), P (Pelaku).
Pada alur penanganan pelanggaran yang dianggap ringan, korban atau saksi
dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Wali kelas dan guru BK ini dapat
menyelesaikan dengan cara memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk
dikonfirmasi. Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk
dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya.
4.3.3.2. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Ringan (2)
Alur berikut di bawah ini dilakukan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan
dalam hal wali kelas tidak dapat menyelesaikan bullying yang terjadi. Pada alur ini,
korban atau saksi dapat melaporkan bullying kepada wali kelas, selanjutnya wali kelas
akan menyampaikan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan kemudian menyelesaikan dengan cara memanggil korban
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dan pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi peristiwa dan penyebabnya.
Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk dilakukan rekonsiliasi
diantara keduanya.
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), K (Korban), P (Pelaku).
4.3.3.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), K (Korban), P (Pelaku), OK
(Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).
71
Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial
di masyarakat sekolah maka korban atau siswa dapat melaporkan kepada wali kelas
atau guru BK. Selanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan kepada
wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan
memanggil korban dan plekau secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai
peristiwa dan penyebabnya. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil
orangtua korban dan korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw
dan penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. KEtika dua pihak ini
dipertemukan maka wakil kepala sekolah bagian kesiswaan bertindak sebagai
mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua pihak
dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada dendam di
antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
4.3.3.4. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Belum Terlibat
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala Sekolah), Pol (Polisi),
K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).
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Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial
di masyarakat sekolah tetapi polisi belum terlibat maka korban atau siswa dapat
melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. eSelanjutnya wakil kelas atau guru BK
melanjutkan laporan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan kemudian melanjutkan laporan kepada kepala sekolah.
Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memanggil korban dan pelaku
secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya.
Kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan korban,
orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan penyebabnya untuk
mengetahui duduk perkaranya. Dalam kesempatan ini Kepala sekolah bertindak
sebagai mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua
kedua pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada
dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan. Apabila tidak ada
kesepakatan atau rekonsiliasi yang dicapai dalam tahap ini, maka kepala sekolah
melaporkan kepada polisi.
4.3.3.5. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah danPolisi Sudah Terlibat
Alur berikut ini merupakan kelanjutan proses atas laporan yang dibuat oleh
pihak kepala sekolah kepada pihak kepolisian dalam kasus bullying tidak bisa
diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah.
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Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala
Sekolah), Pol (Polisi), K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban),
OP (Orangtua Pelaku), M (Masyarakat).
Di dalam proses penyelesaian ini, polisi tetap akan menggunakan upaya
mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan prinsip restorative justice
terhadap masalah-masalah hukum yang melibatkan anak. Untuk menjaga obyektivitas,
maka keterlibatan unsur masyarakat pada tahap merupakan kewajiban. Unsur
masayarakat ini dapat berupa tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
pemerhati masalah anak, komite orangtua murid, tokoh-tokoh agama dan sebagainya.
Jadi melalui alur pemulihan dan alur penanganan pelanggaran diharapkan
korban akan mendapatlan pemulihan hak-haknya, misalnya hak untuk pengobatan
(jika mengalami bullying fisik), hak untuk mendapatkan konseling (jika mengalami
bullying verbal, sosial/relasional, cyber bullying) termasuk hak-haknya untuk dapat
mengikuti kegiatan di sekolah dengan aman dan nyaman. Untuk pelaku maka dia akan
mendapatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan agar tidak melakukan




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Bullying terjadi di sekolah-sekolah yang diteliti dan dialami oleh sebagian
besar siswa yang diteliti. Bullying yang terjadi bermacam-macam, meliputi
bullying verbal, fisik, dan sosial/relasional. Berdasarkan pengalam siswa,
mereka pernah melihat bullying yang dilakukan oleh guru terhadap siswa,
akan tetapi sebagian besar melihat bullying yang dilakukan oleh siswa
terhadap siswa lain. Bullying telah terjadi dalam kurun waktu enam bulan
dan setahun sebelum penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa bullying
sering terjadi di sekolah dan tempat terjadinya sebagian besar berlangsung
di kelas, meskipun juga terjadi di tempat-tempat lain seperti halaman
sekolah, kantin, tempat parkir dan toilet.
2. Tata tertib sekolah yang diteliti menunjukkan bahwa tata tertib tersebut
masih bersifat umum, belum ada ketentuan yang mengatur dan menyebut
secara khusus bullying. Baik siswa dan guru berpendapat bahwa tata tertib
yang secara khusus mengatur tentang bullying diperlukan. Para siswa dan
guru juga tidak berkeberatan untuk duduk bersama membahas tata tertib
sekolah anti bullying.
3. Model tata tertib sekolah telah dibuat dengan memasukkan unsur-unsur
seperti: rumusan aturan yang melarang melakukan tindakan bullying,
pengertian bullying, jenis-jenis bullying dan penggolongan sanksi, jenis
sanksi, alur pemulihan korban, dan alur penanganan pelanggaran bullying.
5.2. Saran
1. Mengingat bahwa bullying telah terjadi di semua sekolah yang diteliti,
maka sebaiknya sekolah-sekolah ini memulai untuk menerapkan sebuah
tata tertib sekolah khusus yang mengatur tentang bullying. Tata tertib ini
bisa terpisah atau diintegrasikan ke dalam tata tertib sekolah yang sudah
dimiliki oleh masing-masing sekolah dengan cara menyisipkan ke dalam
salah satu pasalnya.
2. Tata tertib sekolah yang sudah dibuat oleh tim perumus beserta tim peneliti
merupakan contoh tata tertib sekolah anti bullying yang sudah siap untuk
diterapkan ke semua sekolah. Agar bisa diterapkan ke semua sekolah,
diperlukan dukungan dari pemerintah khususnya instansi terkait, dalam hal
ini Dinas Pendidikan untuk mendukung penerapannya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Konsep Tata Tertib Sekolah
1. Aturan
1.1. DILARANG MELAKUKAN BULLYING DI SEKOLAH dalam bentuk apapun baik
bullying verbal, phisik, sosial/relational dan cyber bullying.
1.2. Semua pihak yang melakukan bullying akan dikenai sanksi. Sanksi dapat berupa sanksi
ringan, sedang dan berat..
1.3. Bagi siapa saja yang menjadi korban bullying dapat melaporkan kepada pihak-pihak di
sekolah yang telah diberi kewenangan untuk mendapat pendampingan.
2. Pengertian Bullying
Bullying adalah suatu tindakan dan pengulangan tindakan dari seseorang atau
kelompok yang memiliki keinginan  untuk menyakiti seseorang yang terjadi
karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak
yang lemah terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya
kesempatan untuk mengembangkan diri
3. Jenis-Jenis Bullying dan Penggolongan Sanksi
3.1.Bullying verbal:
3.1.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau menyakiti hati (Sanksi:
RINGAN);
3.1.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti hati; (Sanksi: SEDANG);
3.1.3. Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas; (Sanksi: SEDANG)
3.1.4.Mengancam; (Sanksi: SEDANG);
3.2. Bullying Social/Relasional (Sanksi: SEDANG)




3.2.4. Mempermalukan seseorang di depan umum;
3.2.5. Membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang;
3.3. Bullying Fisik (Sanksi: BERAT)
3. 3.1. Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong, menelikung dan
tindakan/serangan terhadap fisik seseorang;
3.3.2. Mengambil/merusak barang milik korban;
3. 3.3. Membuat gerakan atau sikap badan yang kasar;
3.4. Cyber Bullying (Sanksi: BERAT)
3. 4.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau  menyakiti hati melalui  pesan
elektronik/media sosial;
3.4.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti hati melalui pesan
elektronik/media social;
3.4.3. Komentar yang bersifat seksual melalui pesan elektronik/media sosial;
3.4.4. Menyerang atau mengancam seseorang melalui pesan elektronik/media social;
3. 4.5. Mengirim/memposting  gambar yang tidak senonoh melalui pesan elektronik/media social.
3.5. Jenis sanksi
1. Pelanggaran ke-1 : diberi 1 tugas sosial (Ringan)
2. Pelanggaran ke-2 : diberi2 tugas sosial (Ringan)
3. Pelanggaran ke-3 : orang tua diundang ke sekolah, siswa membuat Surat Pernyataan yang
ditandatangani orang tua, skorsing di sekolah (diberi 3 tugas sosial) dan meminta tugas dari
guru mata pelajaran hari tersebut (Sedang)
4. Pelanggaran ke-4 : orang tua diundang ke sekolah, siswa membuat Surat Pernyataan
bermaterai yang ditandatangani orang tua, dan diskorsing dirumah selama 1 hari (Berat)
5. Pelanggaran ke-5: Siswa dikembalikan ke orang tua (Berat)
Contoh tugas sosial :
 Menyapu, mengepel;
 Membersihkan kaca, pintu, meja dikelas, di laboratorium, lorong kelas, perpustakaan,
 Menyiram tanaman
 Membersihkan kamar mandi.
4. Alur Pemulihan Korban Bullying
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: BK (Guru Bimbingan dan Konseling); GA (Guru Agama), K (Korban).
Pada alur ini, korban akan mendapat pendampingan dari guru BK atau guru
agama. Apabila korban mengalami pemulihan selama dibimbing oleh sekolah melalui
para guru ini maka alur pemulihan berhenti di sekolah. Akan tetapi, apabila ternyata
pihak sekolah tidak mampu menangani pemulihan maka korban akan dirujuk kepada
pihak ketiga yang terdiri dari para ahli, misalnya dokter jika terjadi cidera fisik,
psikiater atau psikolog jika tekanan atau gangguan mental yang dialami korban cukup
parah.
5. Alur Penanganan Pelanggaran
5.1. Alur PenangananPelanggaran Bullying Ringan (1)
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), K (Korban), P (Pelaku).
Pada alur penanganan pelanggaran yang dianggap ringan, korban atau saksi
dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Wali kelas dan guru BK ini dapat
menyelesaikan dengan cara memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk
dikonfirmasi. Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk
dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya.
5.2. Alur PenangananPelanggaran Bullying Ringan (2)
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah),
K (Korban), P (Pelaku).
Alur berikut di bawah ini dilakukan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan dalam
hal wali kelas tidak dapat menyelesaikan bullying yang terjadi. Korban atau saksi
dapat melaporkan bullying kepada wali kelas, selanjutnya wali kelas akan
menyampaikan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah
bagian kesiswaan kemudian menyelesaikan dengan cara memanggil korban dan
pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi peristiwa dan penyebabnya. Selanjutnya
keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk dilakukan rekonsiliasi diantara
keduanya.
5.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah Berdampak
Sosial di Masyarakat Sekolah
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah),
K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP
(Orangtua Pelaku).
Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial
di masyarakat sekolah maka korban atau siswa dapat melaporkan kepada wali kelas
atau guru BK. Selanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan kepada
wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan
memanggil korban dan plekau secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai
peristiwa dan penyebabnya. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil
orangtua korban dan korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw
dan penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. KEtika dua pihak ini
dipertemukan maka wakil kepala sekolah bagian kesiswaan bertindak sebagai
mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua pihak
dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada dendam di
antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
5.4. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah Berdampak
Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Belum Terlibat
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah),
KS (Kepala Sekolah), Pol (Polisi),K (Korban), P (Pelaku),
OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).
Berdasarkkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak
sosial di masyarakat sekolah tetapi polisi belum terlibat maka korban atau siswa dapat
melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Selanjutnya wakil kelas atau guru BK
melanjutkan laporan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan kemudian melanjutkan laporan kepada kepala sekolah.
Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memanggil korban dan pelaku
secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya.
Kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan korban,
orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan penyebabnya untuk
mengetahui duduk perkaranya. Dalam kesempatan ini Kepala sekolah bertindak
sebagai mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua
kedua pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada
dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan. Apabila tidak ada
kesepakatan atau rekonsiliasi yang dicapai dalam tahap ini, maka kepala sekolah
melaporkan kepada polisi.
5.5. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah Berdampak
Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Sudah Terlibat .
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), Waka (Wakil kepala sekolah), KS
(Kepala Sekolah), Pol (Polisi), K (Korban), P (Pelaku), OK
(Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku), M (Masyarakat).
Di dalam proses penyelesaian ini, polisi tetap akan menggunakan upaya
mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan prinsip restorative justice
terhadap masalah-masalah hukum yang melibatkan anak. Untuk menjaga
obyektivitas, maka keterlibatan unsur masyarakat pada tahap ini merupakan
kewajiban. Unsur masayarakat ini dapat berupa tokoh masyarakat, lembaga swadaya
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Kata Pengantar
Puji Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
Atas berkat dan karunianya maka buku saku tentang Tata tertib sekolah anti
bullying dapat dicetak. Gagasan membuat tata tertib sekolah anti bullying
dilatarbelakangi keprihatinan tim peneliti dari Fafultas Hukum dan
Komunikasi Unika Soegijapranata atas maraknya sikap dan perilaku
bullying yang terjadi di sekolah, khususnya yang dilakukan oleh siswa
terhadap siswa. Untuk menjawab keprihatinan tersebut dan keinginan
mencegah dan mengurangi bullying di sekolah, selanjutnya tim peneliti
melakukan penelitian di Kota Semarang dan mengajak guru dan siswa di
sekolah-sekolah yang diteliti untuk bersama-sama merumuskan tata tertib
sekolah anti bullying.
Setelah melalui proses diskusi dan workshop, akhirnya tim perumus
bersama-sama dengan tim peneliti telah menyelesaikan dan membuat
sebuah model tata tertib sekolah anti bullying di sekolah sebagai upaya
pemenuhan hak-hak anak sekolah di Kota Semarang. Semoga buku saku ini
bermanfaat untuk komunitas sekolah sebagai salah satu sarana mencegah
dan mengurangi bullying di sekolah.
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BAB 1. Hak-Hak Anak di Sekolah
1. Hak-hak anak di bidang pendidikan diatur di dalam:
1.1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, dan;
1.2.Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2.Hak-Hak anak:.
2.1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No.35
Tahun 2014 );
2.2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
3
dan diskriminasi.(Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2014);
2.3.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
(Pasal 1 angka 15a UU No.35 Tahun 2014).
2.4. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014);
2.5. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan
dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9
ayat 1a UU No.35 Tahun 2014);.
2.6. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak
mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 2 UU No.35 Tahun 2014).
2.7. Anak memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari dan memberikan informasi demi pengembangan
diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.(Pasal 10 UU Nomor 23
Tahun 2002).
2.8. Anak mempunyai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul, bermain, berekreasi (Pasal 11 UU No.35 Tahun 2014).
2.9. Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan dan pendidikan tersebut diarahkan pada
pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang
optimal (Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002);
2.10. Pendidikan anak harus dilakukan tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik
dan atau mental (Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2002).
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Bab 2. Pengertian dan Jenis Bullying
2.1. Pengertian Bullying
Bullying adalah suatu tindakan dan pengulangan tindakan dari seseorang atau
kelompok yang memiliki keinginan  untuk menyakiti seseorang yang terjadi
karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak
yang lemah terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya
kesempatan untuk mengembangkan diri
2.2. Jenis-Jenis Bullying dan Penggolongan Sanksi
2.2.1.Bullying verbal:
2.2.1.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati (Sanksi: RINGAN);
2.2.1.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau
menyakiti hati; (Sanksi: SEDANG);
2.2.1.3. Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas; (Sanksi:
SEDANG)
2.2.1.4. Mengancam; (Sanksi: SEDANG);
2.2.2. Bullying Social/Relasional (Sanksi: SEDANG)




2.2.2.4. Mempermalukan seseorang di depan umum;
2.2.2.5. Membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang;
2.2.3. Bullying Fisik (Sanksi: BERAT)
2.2. 3.1. Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong,
menelikung dan tindakan/serangan terhadap fisik seseorang;
2.2.3.2. Mengambil/merusak barang milik korban;
2.2. 3.3. Membuat gerakan atau sikap badan yang kasar;
2.2.4. Cyber Bullying (Sanksi: BERAT)
2.2. 4.1.Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati melalui  pesan elektronik/media sosial;
2.2.4.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti
hati melalui pesan elektronik/media social;
2.2.4.3. Komentar yang bersifat seksual melalui pesan elektronik/media
sosial;
2.2.4.4. Menyerang atau mengancam seseorang melalui pesan
elektronik/media social;
2.2. 4.5. Mengirim/memposting  gambar yang tidak senonoh melalui
pesan elektronik/media social.
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Bab 3. Tata Tertib Sekolah
3.1. Aturan
3.1.1. DILARANG MELAKUKAN BULLYING DI SEKOLAH dalam
bentuk apapun baik bullying verbal, phisik, sosial/relational dan cyber
bullying.
3.1.2. Semua pihak yang melakukan bullying akan dikenai sanksi. Sanksi
dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat..
3.1.3. Bagi siapa saja yang menjadi korban bullying dapat melaporkan
kepada pihak-pihak di sekolah yang telah diberi kewenangan untuk
mendapat pendampingan.
3.2.Jenis Bullying dan Penggolongan Sanksi
3.2.1.. Bullying verbal:
3.2.1.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati; Sanksi: RINGAN)
3.2.1.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau
menyakiti hati; (Sanksi: SEDANG)
3.2.1.3. Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas; (Sanksi:
SEDANG)
3.2.1.4. Mengancam (Sanksi: SEDANG);
3.2.2. Bullying Social/Relasional (Sanksi: SEDANG)




3.2.2.4. Mempermalukan seseorang di depan umum;
3.2.2.5. Membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang;
3.2.3. Bullying Fisik (Sanksi: BERAT)
3.2.3.1. Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong,
menelikung dan tindakan/serangan terhadap fisik seseorang;
3.2.3.2. Mengambil/merusak barang milik korban;
3.2.3.3. Membuat gerakan atau sikap badan yang kasar.
3.2.4. Cyber Bullying (Sanksi: BERAT)
3.2.4.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati melalui  pesan elektronik/media sosial;
3.2.4.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti
hati melalui pesan elektronik/media social;
3.2. 4.3. Komentar yang bersifat seksual melalui pesan elektronik/media
sosial;
3.2.4.4. Menyerang atau mengancam seseorang melalui pesan
elektronik/media social;
3.2. 4.5. Mengirim/memposting  gambar yang tidak senonoh melalui
pesan elektronik/media social.
3.3. Jenis sanksi
1. Pelanggaran ke-1 : diberi 1 tugas sosial (Ringan)
2. Pelanggaran ke-2 : diberi2 tugas sosial (Ringan)
3. Pelanggaran ke-3 : orang tua diundang ke sekolah, siswa membuat Surat
Pernyataan yang ditandatangani orang tua, skorsing di sekolah (diberi 3
tugas sosial) dan meminta tugas dari guru mata pelajaran hari tersebut
(Sedang)
4. Pelanggaran ke-4 : orang tua diundang ke sekolah, siswa membuat Surat
Pernyataan bermaterai yang ditandatangani orang tua, dan diskorsing
dirumah selama 1 hari (Berat)
5. Pelanggaran ke-5: Siswa dikembalikan ke orang tua (Berat)
Contoh tugas sosial :
 Menyapu, mengepel;




 Membersihkan kamar mandi.
Bab 4. Alur Pemulihan Korban
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: BK (Guru Bimbingan dan Konseling); GA (Guru Agama), K
(Korban).
Pada alur ini, korban akan mendapat pendampingan dari
guru BK atau guru agama. Apabila korban mengalami pemulihan
selama dibimbing oleh sekolah melalui para guru ini maka alur
pemulihan berhenti di sekolah. Akan tetapi, apabila ternyata pihak
sekolah tidak mampu menangani pemulihan maka korban akan
dirujuk kepada pihak ketiga yang terdiri dari para ahli, misalnya
dokter jika terjadi cidera fisik, psikiater atau psikolog jika tekanan
atau gangguan mental yang dialami korban cukup parah.
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Bab 5. Alur Penanganan Pelanggaran
5.1. Alur PenangananPelanggaran Bullying Ringan (1)
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), K (Korban), P (Pelaku).
Pada alur penanganan pelanggaran yang dianggap ringan,
korban atau saksi dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK.
Wali kelas dan guru BK ini dapat menyelesaikan dengan cara
memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi.
Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk
dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya.
5.2. Alur PenangananPelanggaran Bullying Ringan (2)
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah),
K (Korban), P (Pelaku).
Alur berikut di bawah ini dilakukan terhadap pelanggaran yang
bersifat ringan dalam hal wali kelas tidak dapat menyelesaikan
bullying yang terjadi. Korban atau saksi dapat melaporkan bullying
kepada wali kelas, selanjutnya wali kelas akan menyampaikan
kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala
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sekolah bagian kesiswaan kemudian menyelesaikan dengan cara
memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi
peristiwa dan penyebabnya. Selanjutnya keduanya (korban dan
pelaku) dipertemukan untuk dilakukan rekonsiliasi diantara
keduanya.
5.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap
Sudah Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah),
K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP
(Orangtua Pelaku).
Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah
berdampak sosial di masyarakat sekolah maka korban atau siswa
dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Selanjutnya
wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan kepada wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan
memanggil korban dan plekau secara terpisah untuk melakukan
konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya. Wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan
korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan
penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. KEtika dua
pihak ini dipertemukan maka wakil kepala sekolah bagian
kesiswaan bertindak sebagai mediator untuk melakukan perdamaian
dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua pihak dan siswa (korban dan
pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak ada dendam di antara
mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
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5.4. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap
Sudah Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi
Polisi Belum Terlibat
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru
Bimbingan dan Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah),
KS (Kepala Sekolah), Pol (Polisi),K (Korban), P (Pelaku),
OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).
Berdasarkkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah
berdampak sosial di masyarakat sekolah tetapi polisi belum terlibat
maka korban atau siswa dapat melaporkan kepada wali kelas atau
guru BK. Selanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan
kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan kemudian melanjutkan laporan kepada
kepala sekolah. Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di
sekolah memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk
melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya. Kepala
sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan
korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan
penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. Dalam
kesempatan ini Kepala sekolah bertindak sebagai mediator untuk
melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua
pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi,
tidak ada dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
Apabila tidak ada kesepakatan atau rekonsiliasi yang dicapai dalam
tahap ini, maka kepala sekolah melaporkan kepada polisi.
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5.5. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap
Sudah Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi
Sudah Terlibat .
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), Waka (Wakil kepala sekolah), KS
(Kepala Sekolah), Pol (Polisi), K (Korban), P (Pelaku), OK
(Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku), M (Masyarakat).
Di dalam proses penyelesaian ini, polisi tetap akan
menggunakan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yang mengutamakan prinsip restorative justice
terhadap masalah-masalah hukum yang melibatkan anak. Untuk
menjaga obyektivitas, maka keterlibatan unsur masyarakat pada
tahap ini merupakan kewajiban. Unsur masayarakat ini dapat berupa
tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah
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Menggugah Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Bullying di Sekolah Melalui Tata
Tertib Sekolah Responsive Bullying
Rika Saraswati dan V.Hadiyono
rikasaraswati@unika.ac.id
Abstrak
Kekerasan terhadap anak di sekolah atau yang lebih dikenal dengan bullying sudah lama terjadi di
Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Bahkan media menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam
kondisi “darurat” bullying di sekolah. Akan tetapi, kepedulian negara Indonesia melalui
pemerintahannya dan komunitas sekolah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di
sekolah masih sangat rendah. Tanggungjawab negara Indonesia dalam mencegah bullying –
sebagai sebuah bentuk kepedulian – sangat berbeda dengan Norwegia yang memiliki program
pencegahan bullying. Salah satu program untuk mencegah bullying adalah membuat tata tertib
sekolah.
Kata kunci: tanggungjawab negara, bullying, tata tertib sekolah
1.Pendahuluan
Perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala macam kekerasan di sekolah atau bullying
adalah persoalan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dengan jelas di
dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak. Indonesia sudah
meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dan undang-undang ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang nomor
35 Tahun 2014. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak maka negara secara resmi mengakui
prinsip bahwa anak bukan lagi menjadi properti orangtua melainkan seseorang yang bernilai dengan
memiliki hak-haknya secara mandiri; dan untuk mewujudkan hak-hak ini maka menjadi kewajiban
dan tanggungjawab negara, orang dewasa dan orangtua untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-
hak tersebut.1 Ketentuan ini telah ditegaskan kembali di dalam perundang-undangan nasional yang
dimiliki Indonesia.2 Bahkan di Indonesia, penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak ini diperluas
kepada masyarakat, khususnya masyarakat akademis. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 (1) UU
1 R. Brian Howe and Katherine Covell, Miseducating Children About their Rights, Education, Citizenship and Social
Justice, 2010, 5(2), 91-102.
2 Selain memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur tentang hak asasi anak.
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Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan juga bahwa akademisi sebagai anggota masyarakat memiliki
kewajiban dan tanggungjawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Sebagai komunitas akademik, maka yang dapat dilakukan akademisi dalam menghadapi persoalan
perlindungan hak anak adalah melalui tri dharma perguruan tinggi.3
Kekerasan terhadap anak di sekolah atau yang lebih dikenal dengan bullying sudah lama
terjadi di Indonesia,4 termasuk di Kota Semarang.5 Bahkan media menyatakan bahwa Indonesia
sudah dalam kondisi “Darurat bullying di sekolah”.6 Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat
fisik tetapi juga psikologis, dan sering kali dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya (baik secara
individu atau kelompok) lebih berkuasa atas pihak yang dianggap lemah. Kekerasan demikian
disebut bullying. Bullying/kekerasan adalah penghambat besar bagi seorang anak untuk
mengaktualisasikan diri. Bullying/kekerasan tidak memberi rasa aman  dan nyaman, membuat para
korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi
dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, enggan bersekolah,
pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi
akademisnya dapat terancam merosot. Para korban bullying juga dapat kehilangan rasa percaya diri
sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya.7 Kekerasan atau bullying juga diyakini
sebagai salah satu alasan pemicu untuk melakukan bunuh diri atau percobaan bunuh diri di
Indonesia. Tingginya angka bunuh diri menjadi trend yang menguatirkan karena sebanyak 30 anak
3 Kewajiban dan tanggungjawab  sebagai masyarakat akademik turut serta mendorong  penulis untuk mengadakan
penelitian mengenai tata tertib sekolah yang responsive anti kekerasan/bullying.
4 Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta:
Grasindo.
5 Di Kota Semarang, hasil penelitian tentang safe school dan hak anak menunjukkan bahwa siswa sering dipanggil atau
diejek dengan nama julukan oleh gurunya. Hal ini diakui oleh siswa sebagai perilaku yang menimbulkan rasa tidak
nyaman. Selanjutnya, di tahun 2012, kasus kekerasan yang terjadi antara senior dengan yunior di SMA 3 Semarang di
tahun 2012 menimbulkan reaksi dari anggota Komisi D DPRD Kota Semarang untuk mengevaluasi seluruh kegiatan
siswa. Hal ini pula yang memicu beberapa pihak untuk menciptakan sekolah ramah anak di Kota Semarang pun muncul
karena kekerasan atau bullying di Kota Semarang dianggap mulai marak (Suara Merdeka,Kelompok Keamanan Sekolah
Dibubarkan, 13 September 2012).
6Republika Online, Gawat, Indonesia Masuk Kategori Darurat 'Bullying' di Sekolah, 23 Oktober 2014.
7 Ibid.
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umur 6 hingga 15 tahun telah bunuh diri dan mencoba bunuh diri pada tahun 2001 hingga 2005.8
Akan tetapi belum ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk
mencegah terulangnya kekerasan dengan menciptakan kebijakan atau sistem yang diperlukan.
Kepedulian pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di sekolah
masih sangat rendah.9 Hal ini berbeda dengan kepedulian pemerintah Norwegia dalam menyikapi
bullying yang terjadi di negaranya10 – dengan cara segera melakukan program pencegahan bullying
yang bersifat nasional. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dalam tulisan ini akan
dibahas mengenai pengertian, jenis dan penyebab bullying. Selanjutnya, pembahasan mengenai
tanggungjawab negara dalam mencegah bullying yang dilakukan oleh Norwegia dan Indonesia akan
disampaikan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan tindakan yang ditempuh memiliki
pengaruh pada perilaku bullying di sekolah. Bagian terakhir adalah pembahasan tata tertib sekolah
yang responsive anti kekerasan/bullying sebagai salah satu mode untuk mencegah bullying – tata
tertib ini adalah salah satu mode yang diterapkan oleh Norwegia dalam program pencegahan
bullying di negaranya.
2. Pengertian, Jenis dan Penyebab Bullying
Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk
menggambarkan fenomena bullying di antaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan,
pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Bullying berasal dari kata ‘bully’ yang artinya penggertak,
orang yang mengganggu orang yang lemah.11 Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan
belum ada ketentuan yang mengatur tindak ‘bullying’ karena selama ini bullying dianggap tidak
membahayakan jiwa korban. Akan tetapi dengan perubahan undang-undang nomor 35 tahun 2014,
8 Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta:
Grasindo.
9 Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, Liputan6.com, 15 Maret 2015,
http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah; see also Dyah
Ratna Meta Novia, Buat Kebijakan Anti-bullying, Republika, Kamis, 02 Oktober 2014
http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-antibullying
10 Susan P. Limber, ‘Development, Evaluation, and Future Directions of the Olweus Bullying Prevention Program’
Journal of School Violence (2011) 10(1), 71-87.
11 Echols, J.M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (PT. Gramedia, 1987).
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terdapat penambahan definisi kekerasan sebagai landasan operasional bagi aparat penegak hukum
untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang terjadi di ranah privat atau publik,
seperti di sekolah.
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara khusus tentang bullying
melainkan hanya memberi penjelasan tentang definisi kekerasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah: “Setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum”.
Para peneliti telah membuat identifikasi suatu tindakan atau perilaku yang dapat
digolongkan sebagai bullying.12 Kemudian, jika menilik unsur-unsur yang terkandung dalam
pengertian bullying, maka bullying dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan kekerasan dan
melanggar hak asasi manusia (termasuk juga hak asasi anak karena:
1) adanya keinginan dari pelaku untuk menyakiti;
2) adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak yang lemah
terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya kesempatan untuk
mengembangkan diri;
3) pengulangan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
Contoh-contoh tindakan negatif yang termasuk dalam bullying antara lain:
1.Mengatakan hal yang tidak menyenangkan atau memanggil seseorang dengan
julukan buruk
2. Mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari suatu kelompok karena suatu tujuan
3. Memukul, menendang, menjegal, atau menyakiti orang lain secara phisik
4. Mengatakan kebohongan atau rumor yang keliru mengenai seseorang atau
12 Rigby, ‘Consequences of Bullying in Schools’ The Canadian Journal of Psychiatry—In Review (2005) (48) (9) 584.
Lihat Coloroso, ‘A Bully’s Bystanders are Never Innocent’ The Education Digest.(2005) 70 (8), 49. De Wet, ‘Free
State Educators’ Perceptions of the Scope of Learner Crime. South African Journal of Education (2003) 23(3): 168-175;
Lihat  Rigby K, ‘What Schools Can Do about Bullying. Professional Reading Guide for Educational Administrators
(1995) 17(1), 1-5. Whitted KS and Dupper DR, ‘Best Practices for Preventing or Reducing Bullying in Schools’
Children & Schools (2005)27(3): 167-176.
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membuat siswa lain tidak menyukai seseorang dan hal-hal semacamnya.13
Dari berbagai tindakan tersebut maka bullying dapat dikategorikan menjadi: bullying yang
bersifat verbal, indirect (sosial/relational), dan fisik.14 Bullying verbal, misalnya: mengatakan atau
menulis sesuatu yang kasar atau menyakiti hati, menyebut dengan nama panggilan yang
merendahkan, komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas, dan mengancam.15 Bullying yang
bersifat sosial/relational meliputi tindakan yang merusak reputasi atau hubungan, misalnya:
menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok pertemanan atau meninggalkan dari berbagai
hal dengan sengaja seperti mengucilkan, menyebar gosip, mempermalukan seseorang di depan
umum, membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang. Bullying yang bersifat fisik
meliputi tindakan menyakiti badan seseorang atau merusak barang, misalnya memukul, menendang,
menelikung, meludah, mendorong, mengambil atau merusak barang milik korban, membuat
gerakan/sikap badan yang kasar.16 Saat ini berkembang jenis baru berupa cyber bullyin. Menurut
kamus Merriam-Webster, cyberbullying berarti bentuk ancaman” atau “serangan” yang dilakukan
seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan elektronik lewat media17
Menurut Astuti,18 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying, yaitu:
1) Perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender dan etnisitas; 2) Tradisi senioritas; 3) Senioritas; 4)
Keluarga yang tidak rukun; 5). Karakter individu; dan 6) Situasi sekolah yang tidak harmonis.
Perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender dan etnisitas di dalam suatu kelompok dapat
memicu terjadinya bullying jika perbedaan tersebut tidak bisa disikapi dengan baik oleh anggota
13 Dan Olweus, Bullying at School: What We Know and What We Can Do? 1993, Oxford, England: Blackwell dalam
Susan P. Limber, ‘Development, Evaluation, and Future Directions of the Olweus Bullying Prevention Program’
Journal of School Violence (2011) 10(1), 71-87.
14 M Solberg and Dan Olweus, Prevalence Estimation of School Bullying with the Olweus Bully/Victim Questionnaire,
Aggressive Behavior (2003) 29, 239, 239-68.
15 Berdasarkan hasil penelitian Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang, siswa di Indonesia lebih sering
mengalami bullying verbal, akan tetapi juga mengalami jenis bullying yang lain, misalnya dipaksa melakukan sesuatu
yang tidak dikehendaki, di lukai secara fisik, dikucilkan. Lihat Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang,
Bullying in Middle Schools: An Asian-Pacific Regional Study Asia Pacific Education Review, 2008, Vol. 9, No.4, 393-
405
16Stopbullying.gov, Bullying Definition, http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/definition/
17 Steven Sutantro, [Stop Cyberbully] Dunia Maya Bebas Cyberbullying, OPINI, 21 January 2013.
http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-526512.html
18 Astuti, P.R., Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak,  (Grasindo, 2008).
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kelompok tersebut atau jika tidak ada rasa toleransi diantara anggota kelompok.19 Perbedaan kelas,
misalnya kelas XII dengan kelas X, secara tidak langsung akan memunculkan perasaan senior dan
yunior. Perbedaan ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang merasa senior untuk mem-bully yunior.
Selanjutnya, faktor ekonomi antara mereka yang kaya atau ‘berkecukupan’ dengan yang miskin
atau ‘tidak berkecukupan’ dapat memicu terjadinya bullying. Sebagai contoh adalah kasus
meninggalnya siswi SMP Negeri di Jakarta karena bunuh diri. Siswi yang berusia 13 tahun tersebut
menanggung rasa malu karena diejek terus-menerus oleh teman-temannya sebagai anak tukang
bubur.20
Bullying juga dapat terjadi karena perbedaan agama.21 Dalam masyarakat yang sangat
pluralitas maka toleransi menghargai agama seseorang menjadi sangat penting. Kelompok
mayoritas agama tertentu jika tidak menghargai yang minoritas dapat berpotensi melakukan
bullying; dan ini dapat berimbas pada tindakan bullying yang dilakukan oleh individu dari
kelompok mayoritas terhadap individu dari kelompok minoritas.
Perbedaan jender juga sering menjadi pemicu terjadinya bullying.22 Ruang lingkup jender
tidak terbatas pada hubungan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi meliputi juga
kelompok lesbian, gay, transjender dan biseksual (LGTB). Struktur dan sistem masyarakat yang
bersifat patriarkhi, yaitu lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan membawa akibat pada
kebanyakan laki-laki memiliki pola pikir dan tindakan yang bersifat superior terhadap perempuan
yang berada dalam posisi tersubordinasi dan inferior. Situasi menjadi warga yang tersubordinasi
dan inferior juga dialami oleh kelompok LGTB yang sering mengalami bullying yang dilakukan
oleh hampir seluruh anggota masyarakat dari seluruh lapisan dan usia.
19 Craig dkk, ‘ A Cross-national Profile of Bullying and Victimization among Adolescents in 40 Countries’
International  Journal of  Public Health (2009) 54(2): 216–224.
20Sri Hartati Samhadi, Forum Pembaca Kompas: Kekerasan di Lembaga Pendidikan,  13 April 2007.
https://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg12159.html
21 Craig dkk, op.cit.
22 Ibid.
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Perbedaan etnisitas juga dapat dapat memunculkan perilaku bullying karena stigma-stigma
tertentu yang hidup dalam masyarakat-stigma yang dibuat berdasarkan generalisasi atas suatu nilai,
perilaku atau budaya yang belum tentu benar oleh kelompok etnis mayoritas terhadap kelompok
etnis minoritas. Stigma tersebut kemudian dibawa oleh individu dari kelompok mayoritas untuk
mem-bully individu dari kelompok minoritas.
Tradisi senioritas yang dimaksud adalah tradisi yang dibuat oleh kelompok tertentu yang
merasa lebih senior dari yang lain. Tradisi ini kadang-kadang tidak tertulis, tetapi hidup dan sengaja
dihidupkan dengan tujuan untuk menunjukkan senioritas kelompok tertentu. Tradisi ini biasanya
tidak berhenti untuk periode tertentu, tetapi berlangsung terus karena diwariskan secara turun
temurun kepada tingkatan berikutnya. Sebagai contoh adalah kasus bullying di SMA 82 Jaksel pada
Tahun2010, dikeroyok dan dianiaya hingga pingsan karena melewati ‘jalur gaza’.23
Senioritas dapat dijelaskan sebagai situasi di mana kelompok atau seseorang seseorang
menganggap dan merasa bahwa kelompok atau seseorang tersebut ‘lebih’ (lebih tua, lebih dahulu,
lebih mengetahui, lebih berpengalaman dan sebagainya) daripada kelompok atau individu yang lain.
Anggapan dan perasaan tersebut kemudian dikembangkan oleh para ‘senior’ ini untuk menunjukkan
status mereka yang ‘lebih’. Menurut Astuti, alasan melakukan senioritas terhadap yang ‘yunior’
berbagai macam, bisa karena untuk mencari hiburan, penyaluran dendam, iri hati, mencari
popularitas, melanjutkan tradisi, atau menunjukkan kekuasaan.24
Menurut Astuti, keluarga yang tidak rukun juga dapat menjadi penyebab terjadinya bullying
di sekolah.25 Selain itu, para ahli telah mengidentifikasi bahwa kompleksitas masalah keluarga
seperti ketidakhadiran ayah atau ibu, orangtua yang mengalami depresi, kurangnya komunikasi
antara orangtua dan anak, ketidakharmonisan orangtua, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga





(KDRT) dan ketidakmampuan ekonomi dapat mengganggu perkembangan jiwa anak dan memicu
perilaku agresi di kelompoknya.26
Karakter individu sebagai penyebab bullying apabila yang bersangkutan memiliki perasaan
dendam atau iri hati, keinginan untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik atau/dan daya tarik
seksual, dan untuk meningkatkan popularitas pelaku di kelompoknya. Selain itu, persepsi yang
salah dari individu terhadap bullying juga turut mempengaruhi berlangsungnya bullying dimana
individu, dalam hal ini korban, menganggap bahwa dirinya memang pantas diperlakukan
sedemikian rupa sehingga bullying berlangsung berulang kali.27
Situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif juga telah diidentifikasi sebagai
penyebab dan penyubur praktek bullying di sekolah. Menurut Astuti, hal ini terjadi karena
rendahnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru, rendahnya kedisiplinan, dan peraturan
sekolah yang tidak konsisten. Situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif dapat diatasi
dengan menciptakan iklim sekolah yang dapat membantu individu untuk merasa berharga,
bermartabat dan penting, serta membantu terciptanya suatu perasaan memiliki terhadap segala
sesuatu di sekitar lingkungan sekolah.28 Menurut Kassabri, ada tiga aspek iklim sekolah yang
penting untuk dikembangkan, yaitu:
1) School policy against violence that include clear, consist and fair rules
2) Teacher supports of students
3) Students participation in decision making and in the design of intervention to prevent school
violence.29
School policy against violence that include clear, consist and fair rules berarti ada kebijakan yang
tegas dari pihak sekolah untuk membuat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas, konsisten dalam
penerapannya dan diterapkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu baik terhadap guru, tenaga kependidikan
26 Lucy Bowes dkk, ‘School, Neighborhood, and Family Factors Are Associated With Children's Bullying Involvement:
A Nationally Representative Longitudinal Study’ Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
(2009) 48(5) 545, 545–553; lihat V. Steven, De Bourdeaudhuij, P. van Oost, ‘Relationship of the Family Environment
to Children’s Involvement in Bully/Victim problems at School’ Journal of Youth and Adolescent (2002) 31(6), 419-28.
27 Astuti, op.cit.
28 Ibid
29 Kassabri, M.K., Benbenishty, R. Astor, R.A, ‘The Effect of School Climate, Sosioeconomics and Cultural Factors on
Student Victimisation in Israel’ Oxford Journals (2005) 29(3), 165-180.
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dan administrasi, tenaga keamanan (satpam, penjaga sekolah), siswa maupun semua pihak yang menjalankan
kegiatannya di sekolah (termasuk petugas kantin).
Teacher supports of students, artinya guru harus memberikan dukungan kepada siswa dalam
menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Dengan demikian guru harus memahami dan memiliki
nilai-nilai yang menghargai hak-hak anak, dan memahami cara mencegah dan menyelesaikan konflik yang
muncul karena bullying. Oleh karena itu, peraturan atau tata tertib sekolah yang jelas tentang penanganan
bullying, termasuk kejelasan standar operasionalnya, menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi guru
dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung siswa.
Students participation in decision making and in the design of intervention to prevent school
violence. Keterlibatan siswa dalam pembuatan keputusan dan dalam mendesain program-progam
pencegahan kekerasan di sekolah menjadi sangat penting untuk keberhasilan penerapan aturan atau
tata tertib sekolah tersebut. Hal ini sangat beralasan karena peraturan atau tata tertib dibuat dengan
mendengarkan pengalaman siswa yang notabene adalah sasaran dari aturan tersebut. Sebagai pihak
yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan mendesain tata tertib, maka siswa akan mempunyai
rasa memiliki atas peraturan tersebut sehingga memiliki kemauan untuk menaatinya.
3. Tanggungjawab Negara: Pengalaman Norwegia menghadapi bullying di sekolah
Korban kekerasan atau bullying di sekolah di Indonesia sudah cukup banyak, akan tetapi
belum ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah
terulangnya kekerasan dengan menciptakan kebijakan atau sistem yang diperlukan. Kepedulian
pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di sekolah masih
sangat rendah. Hal ini sangat berbeda dengan respon negara Norwegia di tahun 1983 ketika tiga
remaja sekolah melakukan bunuh diri sebagai akibat mengalami bullying yang terus-menerus
dilakukan oleh kawan-kawannya di sekolah. Menteri Pendidikan Norwegia segera merespon
dengan melakukan kampanye berskala nasional untuk menghapuskan kekerasan/bullying di sekolah
melalui program pencegahan bullying di sekolah yang terkenal dengan nama Olweus Bullying
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Prevention Program (OBPP).30 Program ini dilaksanakan di 2500 sekolah di Norwegia dalam kurun
waktu 1983-1985, dan selanjutnya program ini diadopsi oleh negara Amerika Serikat di
pertengahan tahun 1990. Program ini juga telah memberi inspirasi bagi negara-negara lain seperti
Belgia, Canada, German dan Inggris untuk melakukan hal yang sama.31
Olweus Program telah dirancang untuk mencapai tujuan berupa: berkurangnya masalah
bullying yang sering dialami siswa di sekolah, pencegahan munculnya bullying yang baru, dan
peningkatan hubungan-hubungan kelompok siswa di sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah-
sekolah di Norwegia telah bekerja keras untuk memperbaiki lingkungan di sekolah mereka untuk
mengurangi peluang terjadinya bullying, meniadakan penghargaan atas perilaku bullying, dan
membangun rasa kebersamaan di antara siswa dan orang dewasa (guru, tenaga kependidikan,
orangtua murid, dan pegawai lain) di komunitas sekolah.
Untuk melaksanakan program ini, terdapat empat (4) prinsip dalam OBPP yang harus
dipegang teguh, yaitu:
Orang dewasa yang berada di sekolah harus:
(a) Menunjukkan kehangatan dan kepentingan terhadap murid-murid,
(b) Meletakkan batas ketegasan terhadap perilaku yang tidak bisa diterima,
(c) Secara konsisten menghindari penghukuman yang menimbulkan
konsekuensi-konsekuensi yang negatif dan yang merusak apabila terjadi
pelanggaran aturan, dan bertindak sebagai model yang dapat ditiru.32
Keempat prinsip tersebut harus diterapkan ke dalam setiap komponen OBPP yang meliputi
level sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas.  Setiap level memiliki program atau target yang
harus dijalankan, misalnya di level sekolah, sekolah harus mendirikan komite khusus untuk
pencegahan bullying, mengadakan training untuk anggota komite dan seluruh staf, mengadakan
focus group diskusi, memperkenalkan (dan membuat) aturan sekolah menentang bullying dan
melibatkan orangtua.




Tabel 1. Komponen dalam Program Pencegahan Bullying Olweous
School–level components
Establish a Bullying Prevention Coordinating Committee (BPCC)
Conduct training for the BPCC and all staff
Administer the Olweus Bullying Questionnaire (Grades 3-12)
Hold staff discussion group meeting
Introduce the school rules against bullying
Review and refine the school supervisory system
Hold a school-wide kick-off event to launch the program
Involve parents
Classroom-level components
Post and enforce school-wide rules against bullying
Hold regular (weekly) class meetings to discuss bullying and related topics
Hold class-level meetings with students’ parents
Individual-level components
Supervise students’ activities
Ensure that all staff intervene on the spot when bullying is observed
Meet with students involved in bullying (separately for those who are
bullied and who bully)
Develop individual intervention plans for involved students, as needed
Community-level components
Involve community members on the Bullying Prevention Coordinating
Committee
Develop school-community partnership to support the school’s program
Help to spread antibullying messages and principles of best practice in the
Community
Sumber: Dan Olweus dan Susan P. Limber, 201033
Pada tingkat di ruang kelas, program dan target yang harus dicapai adalah menyebarluaskan
dan menerapkan aturan atau tata tertib sekolah anti bullying, melakukan pertemuan teratur untuk
membicarakan bullying dan topik-topik yang terkait, serta mengadakan pertemuan dengan orangtua
siswa. Pada tingkat individu harus ada pengawasan terhadap aktivitas murid, harus ada kepastian
bahwa seluruh staf melakukan intervensi di tempat kejadian ketika terjadi bullying, bertemu secara
terpisah dengan murid yang terlibat bullying baik mereka yang berperan sebagai pelaku atau
korban, bertemu dengan orangtua murid yang terlibat dalam bullying, membangun pemulihan
korban. Selanjutnya, melibatkan anggota masyarakat di tingkat komunitas, membangun kerjasama
dengan masyarakat untuk mendukung program anti bullying, dan membantu penyebaran secara luas
pesan anti bullying kepada masyarakat.
33 Ibid.
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Program ini juga mewajibkan dibentuknya komite khusus yang bertugas sebagai pengawas
bahwa prinsip-prinsip OBPP di setiap level (sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas) benar-
benar diterapkan. Selain itu juga secara teratur berkoordinasi dengan semua pihak terkait dengan
semua upaya pencegahan bullying, menerima saran dan masukan dari semua pihak terkait dg
pelaksanaan program dan menyampaikan ke masyarakat luas.  Komite ini beranggotakan sejumlah
orang yang jumlahnya bervariasi tetapi harus mewakili berbagai elemen di sebuah sekolah seperti:
pelaksana harian sekolah (kepala sekolah atau pengurus yayasan), guru, staf nonpengajar, konselor,
orang tua, dan murid sekolah (khusus untuk siswa di sekolah menengah pertama dan atas).34
Melalui program ini juga dibuat aturan tentang bullying yang wajib untuk diikuti dan
diterapkan di sekolah masing-masing. Aturan ini diadakan agar terdapat persamaan persepsi tentang
perilaku yang diharapkan dari semua anggota elemen di setiap sekolah. Keempat aturan tersebut
berbunyi sebagai berikut:
(a) kami tidak akan melakukan kekerasan atau membully orang lain;
(b) kami akan membantu siswa lain yang mengalami kekerasan atau bully;
(c) kami akan membantu untuk melibatkan siswa yang dikucilkan dan
(d) Jika kami mengetahui bahwa seseorang sedang dibully, kami akan
memberitahu kepada orang dewasa yang ada di sekolah dan orang dewasa
yang berada di rumah35
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olweus di Norwegia pada tahun 1990 dan 2010,
menegaskan bahwa sekolah yang mengadopsi keempat aturan anti bullying dan menerapkannya ke
dalam seluruh komponen program ternyata mengalami penurunan terjadinya bullying36 termasuk






4. Tanggungjawab negara: Pengalaman Indonesia menyikapi bullying
Kepedulian pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di
sekolah masih sangat rendah.38 Hal ini terjadi karena pemerintah dan guru tidak mempunyai rasa
memiliki-tanggungjawab untuk mencegah atau menghapus perilaku bullying di sekolah. Bullying
dianggap hal yang wajar dan seolah-olah menjadi tanggungjawab komunitas sekolah untuk
diselesaikan. Akan tetapi, ketika terjadi bullying, banyak guru dan siswa yang cenderung tidak
mengadukan kekerasan karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.39 Tidak ada tindakan
suatu kebijakan atau program yang nyata untuk mencegah atau menghapus bullying, baik yang
diinisiasi oleh pemerintah atau Federasi Serikat Guru Indonesia. Dewan Federasi Serikat Guru
Indonesia pun tidak mampu membuat ketentuan untuk mengatur peran guru agar lebih berani
menindak pelaku bullying atau para guru membuat peraturan/tata tertib yang responsive bullying.40
Menurut Doni Koesema, Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia, ada beberapa
strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memutus mata rantai kekerasan di sekolah,
yaitu:
Pertama, sekolah harus  membuat kebijakan anti-bullying dan kekerasan. Kedua,
mendidik seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, staf, siswa, dan orang tua
agar dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Ketiga, menciptakan prosedur untuk
melaporkan perilaku bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah. Keempat, guru
dan siswa harus belajar bagaimana menyikapi perilaku kekerasan untuk
mengantisipasinya. "Kelima, para siswa harus menyalurkan kecenderungan perilaku
agresif dengan menyalurkannya membuat keterampilan yang disukai.41
Atas dasar kenyataan bahwa pemerintah lamban dalam menangani masalah bullying di
sekolah, komunitas sekolah juga cenderung tidak berani menginisiasi sebuah program atau
peraturan anti kekerasan/bullying untuk sekolah masing-masing, dan orangtua cenderung
38 Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, Liputan6.com, 15 Maret 2015,
http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah; see also Dyah
Ratna Meta Novia, Buat Kebijakan Anti-bullying, Republika, Kamis, 02 Oktober 2014
http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-antibullying
39 Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, Liputan6.com, 15 Maret 2015,
http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah;
40 Ibid.
41 Dyah Ratna Meta Novia, Buat Kebijakan Anti-bullying, Republika, Kamis, 02 Oktober 2014
http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-antibullying
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membiarkan saja bullying yang sering terjadi di sekolah, maka harapan terakhir berada pada
masyarakat. Saat ini sudah cukup banyak organisasi non pemerintah yang memiliki kepedulian
terhadap masalah bullying, tetapi belum ada yang menyentuh pada peraturan sekolah.
Peraturan sekolah merupakan salah satu faktor (dari beberapa faktor di tingkat sekolah) yang
digunakan oleh Olweuss dalam menjalankan programnya. Program yang dicanangkan Olweus tidak
hanya di ruang lingkup sekolah, teapi juga di ruang kelas, siswa secara individu dan komunitas di
sekitar lingkungan sekolah. Mengingat bahwa peraturan sekolah anti bullying merupakan sesuatu
hal yang baru bagi sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, maka penulis
tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang hal tersebut. Penelitian ini diselenggarakan pada
tahun 2015 untuk menginisiasi sebuah model tata tertib yang responsive anti kekerasan/bullying.42
Adapun model tata tertib sekolah anti kekerasan/bullying ini telah dibuat melalui kegiatan
workshop dan focus group diskusi antara guru dan siswa yang menjadi responden dalam
penelitian.43 Tata tertib ini mengatur mengenai beberapa hal, yaitu: larangan untuk melakukan
tindakan bullying, jenis bullying dan sanksi, alur pemulihan terhadap korban, alur pelaporan dan
penyelesaiannya.
Tabel 4. 1. Tata Tertib Sekolah
Aturan 1. DILARANG MELAKUKAN BULLYING DI SEKOLAH
dalam bentuk apapun baik bullying verbal, phisik,
sosial/relational dan cyber bullying (lihat penjelasan)
2. Semua pihak yang melakukan bullying akan dikenai sanksi.
Sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat (lihat
penjelasan).
3. Bagi siapa saja yang menjadi korban bullying dapat melaporkan
kepada pihak-pihak di sekolah yang telah diberi kewenangan
untuk mendapat pendampingan.
Pengertian Adalah suatu tindakan dan pengulangan tindakan dari
seseorang atau kelompok yang memiliki keinginan  untuk
menyakiti seseorang yang terjadi karena adanya
ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak
yang lemah terancam jiwanya,terhambat perkembangan jiwa
dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri.
42 Rika Saraswati dan V. Hadiyono,





1.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati; Sanksi: RINGAN)
1.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau
menyakiti hati; (Sanksi: SEDANG)
1.3. Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas; (Sanksi:
SEDANG)
1.4. Mengancam; (Sanksi: SEDANG);
2. Bullying Social/Relasional (Sanksi: SEDANG)




2.4. Mempermalukan seseorang di depan umum;
2.5. Membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang;
3. Bullying Fisik (Sanksi: BERAT)
3.1. Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong,
menelikung dan tindakan/serangan terhadap fisik seseorang;
3.2. Mengambil/merusak barang milik korban;
3.3. Membuat gerakan atau sikap badan yang kasar;
4. Cyber Bullying (Sanksi: BERAT)
4.1. Menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan atau
menyakiti hati melalui  pesan elektronik/media sosial;
4.2. Mengatakan atau menuliskan sesuatu yang kasar atau menyakiti
hati melalui pesan elektronik/media social;
4.3. Komentar yang bersifat seksual melalui pesan elektronik/media
sosial;
4.4.Menyerang atau mengancam seseorang melalui pesan
elektronik/media social;
4.5. Mengirim/memposting  gambar yang tidak senonoh melalui
pesan elektronik/media social.
Jenis Sanksi 1. Pelanggaran ke-1 : diberi 1 tugas sosial (Ringan)
2. Pelanggaran ke-2 : diberi2 tugas sosial (Ringan)
3. Pelanggaran ke-3 : orang tua diundang ke sekolah, siswa
membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua,
skorsing di sekolah (diberi 3 tugas sosial) dan meminta tugas
dari guru mata pelajaran hari tersebut (Sedang)
4. Pelanggaran ke-4 : orang tua diundang ke sekolah, siswa
membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani
orang tua, dan diskorsing dirumah selama 1 hari (Berat)
5. Pelanggaran ke-5: Siswa dikembalikan ke orang tua (Berat)
Contoh tugas sosial :
 Menyapu, mengepel;
 Membersihkan kaca, pintu, meja dikelas, di laboratorium,
lorong kelas, perpustakaan,
 Menyiram tanaman
 Membersihkan kamar mandi.
Sumber: Data terolah, 2015
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4.2. Alur Pemulihan
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: BK (Guru Bimbingan dan Konseling); GA (Guru Agama), K (Korban).
Pada alur ini, korban akan mendapat pendampingan dari guru BK atau guru agama.
Apabila korban mengalami pemulihan selama dibimbing oleh sekolah melalui para guru ini
maka alur pemulihan berhenti di sekolah. Akan tetapi, apabila ternyata pihak sekolah tidak
mampu menangani pemulihan maka korban akan dirujuk kepada pihak ketiga yang terdiri
dari para ahli, misalnya dokter jika terjadi cidera fisik, psikiater atau psikolog jika tekanan
atau gangguan mental yang dialami korban cukup parah.
4.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying
4.3.1. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Ringan (1)
Pada alur penanganan pelanggaran yang dianggap ringan, korban atau saksi dapat
melaporkan kepada wali kelas atau guru BK. Wali kelas dan guru BK ini dapat
menyelesaikan dengan cara memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk
dikonfirmasi. Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk dilakukan
rekonsiliasi diantara keduanya. Lihat diagram berikut ini.
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Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), K (Korban), P (Pelaku).
4.3.2. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Ringan (2)
Alur berikut di bawah ini dilakukan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan dalam
hal wali kelas tidak dapat menyelesaikan bullying yang terjadi.
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), K (Korban), P (Pelaku).
Pada alur ini, korban atau saksi dapat melaporkan bullying kepada wali kelas,
selanjutnya wali kelas akan menyampaikan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.
Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan kemudian menyelesaikan dengan cara memanggil
korban dan pelaku secara terpisah untuk dikonfirmasi peristiwa dan penyebabnya.
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Selanjutnya keduanya (korban dan pelaku) dipertemukan untuk dilakukan rekonsiliasi
diantara keduanya.
4.3.3. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua
Korban), OP (Orangtua Pelaku).
Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial di
masyarakat sekolah maka korban atau siswa dapat melaporkan kepada wali kelas atau guru
BK. Selanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan laporan kepada wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan memanggil korban dan
plekau secara terpisah untuk melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya.
Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan korban,
orangtua pelaku dan pelaku untuk menjelaskan peristiw dan penyebabnya untuk mengetahui
duduk perkaranya. Ketika dua pihak ini dipertemukan maka wakil kepala sekolah bagian
kesiswaan bertindak sebagai mediator untuk melakukan perdamaian dan rekonsiliasi kepada
orangtua kedua pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying tidak terjadi lagi, tidak
ada dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
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4.3.4. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Belum Terlibat
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), WK (Wali Kelas), BK (Guru Bimbingan dan
Konseling), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala Sekolah), Pol (Polisi),
K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP (Orangtua Pelaku).
Berdasarkan alur diatas, apabila terjadi bullying yang sudah berdampak sosial di
masyarakat sekolah tetapi polisi belum terlibat maka korban atau siswa dapat melaporkan
kepada wali kelas atau guru BK. eSelanjutnya wakil kelas atau guru BK melanjutkan
laporan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Wakil kepala sekolah bagian
kesiswaan kemudian melanjutkan laporan kepada kepala sekolah. Kepala Sekolah sebagai
pimpinan tertinggi di sekolah memanggil korban dan pelaku secara terpisah untuk
melakukan konfirmasi mengenai peristiwa dan penyebabnya. Kepala sekolah bagian
kesiswaan juga memanggil orangtua korban dan korban, orangtua pelaku dan pelaku untuk
menjelaskan peristiw dan penyebabnya untuk mengetahui duduk perkaranya. Dalam
kesempatan ini Kepala sekolah bertindak sebagai mediator untuk melakukan perdamaian
dan rekonsiliasi kepada orangtua kedua pihak dan siswa (korban dan pelaku) agar bullying
tidak terjadi lagi, tidak ada dendam di antara mereka dan hak-hak korban terpulihkan.
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Apabila tidak ada kesepakatan atau rekonsiliasi yang dicapai dalam tahap ini, maka kepala
sekolah melaporkan kepada polisi.
4.3.5. Alur PenangananPelanggaran Bullying Yang Dianggap Sudah
Berdampak Sosial di Masyarakat Sekolah tetapi Polisi Belum Terlibat
Alur berikut ini merupakan kelanjutan proses atas laporan yang dibuat oleh pihak
kepala sekolah kepada pihak kepolisian dalam kasus bullying tidak bisa diselesaikan secara
internal oleh pihak sekolah.
Sumber: Tim Perumus, 2015
Keterangan: K (Korban), S (Saksi), Waka (Wakil kepala sekolah), KS (Kepala
Sekolah), Pol (Polisi), K (Korban), P (Pelaku), OK  (Orangtua Korban), OP
(Orangtua Pelaku), M (Masyarakat).
Di dalam proses penyelesaian ini, polisi tetap akan menggunakan upaya mediasi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan prinsip restorative justice terhadap masalah-
masalah hukum yang melibatkan anak. Untuk menjaga obyektivitas, maka keterlibatan
unsur masyarakat pada tahap merupakan kewajiban. Unsur masayarakat ini dapat berupa
tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah anak, komite orangtua
murid, tokoh-tokoh agama dan sebagainya.
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Jadi melalui alur pemulihan dan alur penanganan pelanggaran diharapkan korban
akan mendapatlan pemulihan hak-haknya, misalnya hak untuk pengobatan (jika mengalami
bullying fisik), hak untuk mendapatkan konseling (jika mengalami bullying verbal,
sosial/relasional, cyber bullying) termasuk hak-haknya untuk dapat mengikuti kegiatan di
sekolah dengan aman dan nyaman. Untuk pelaku maka dia akan mendapatkan kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan agar tidak melakukan bullying lagi kepada korban atau
kepada siswa yang lain.
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Abstract
Bullying against children in Indonesian schools has occurred frequently for decades. It is caused by
Indonesian’s culture which never listens to children’s voice. Listening to children’s voice is not
common for Indonesian due to a misunderstanding on parenting mindset. The mindset has put adult
superior to children. Teachers and parents become powerful parties in dealing with the process of
educating children; children become under the control of adults in family and at school, and children
must obey what they say or the order of teachers and parents at school and home. As a consequence,
violence is often implemented in order to discipline children. Indonesia has issued the Child
Protection Act in 2002, but violence against children remains rampant. The reported data released by
the Indonesian Commission on Child Protection demonstrates that the number of violence against
children in school has risen in last four years. This phenomenon has demonstrated that schools are
dangerous zones for children. Therefore, a prevention bullying program in school, such as developing
school rules which are made by listening to children’s need and voice, is needed to be undertaken.
Keywords: School rules, bullying prevention, implementationon the rights of child
1. Introduction
The awareness of Indonesian people to children rights has actually increased in 1984 since the
tragic death of Arie Hanggara which had become a national spotlight.1 However, the response of
Indonesian government through its policy to protect children rights is going slowy. The legal response
to such violation of human rights (against children) was undertaken in 1999 through the passage of
the Human Right Act number 39. The content of the Act includes the rights of the child.2 In several
years later, the government issued the Child Protection Act in 2002 and it was amended in 2014
because of the reason that the previous Act was been considered ineffective.3 The Act determines the
1 He was abused by his father and his step-mother who had had financial difficulty during their life. The death of
Arie Hanggara became headline at the moment; His story had been filmed. However, the tragic death of Arie
Hanggara does not have a significant effect on Indonesian government policy on children protection. The effect
of the violence against Arie Hanggara was just temporary. Indonesian response to the violence against children
is going too slow.
2 However, the passage of the Act does not have any correlation with the death of Arie Hanggara; the Act has
been issued due to the violation of human rights after the falling of Suharto in 1998.
3 Given that the Act of 2002 was been considered ineffective in fulfilling and protecting children rights,
especially from physical and sexual violence, The Act of 2002 has been amended by Indonesian government
through the Act Number 35 of 2014. The amendment includes the addition of the definition of violence. The Act
of 2014 defines violence as “a conduct committed by a person against a child/children, that causes physical,
sexual, psychological suffering, and/or neglect, including threatening to do an act, forcing someone to do
something or illegally ‘seizing [another’s] independence in the household sphere’ (restricting liberty or freedom
2
responsibility of the state and communities to protect the rights of child in all aspects, and in
private and public space, including at school. However, the number of violence against
children in domestic and public domain in Indonesia remains high.
The United Nations has stated that the national data on violence against Indonesian
children is not available.4 However, the study on violence against Indonesian children which
was conducted by Global School-based Student Health Survey (GSHS) in 2007 identified
that forty percent out of eighty millions Indonesian children aged between 13 and 15 have
had the experiences of being bullied physically in school.5 The reported data from the
Indonesian Commission on Children Protection demonstrates that there were 369 cases of
bullying at school - the number becomes the first level of community reporting on education
sector.
Bullying at school is rampant in Indonesia. It has been identified by Seto Mulyadi, a
chairperson of the Indonesian Commission on Child Protection, due to a misunderstanding
paradigm in parenting. The paradigm takes a value that punishment (physically) must be
undertaken to discipline children. According to him, Indonesian parents mostly -
approximately 80 percent- hold such value.6 Parents and teachers always think that they are
of movement”.3 The set of the definition of violence has been undertaken in order to prevent physical and sexual
violence against children at private and public spaces, such as at school. Therefore, the Act of 2014 has also
emphasised the responsibility to protect the rights of child at school from all forms of violence and sexual
violence which are committed by educators, education staffs, students, and/or other parties. The amendment was
undertaken due to the rising number of sexual violence against Indonesian children in four years (2010-2014).
The Indonesian National Commission on Child Protection has also stated that in Jakarta area, violence against
children at school and home rises every year. For example, between 2010 and 2013 the number of violence were
2,046, 2,462, 2,626, and 3,339 consecutively; and there were 252 reported cases. Meanwhile, in national level,
the Indonesia National Comission on Child Protection has stated that the total number of violence against
children between 2010 and 2014 were 21.689.797 cases. The violence occurred in 34 provinces dan 179
regencies/cities.
4 Wike Dita Herlinda, PBB: 40% Anak Indonesia Jadi Korban Bully Di Sekolah [The United Nations: 40% of
Indonesian Children Become the Victims of Bullying in Schools], Bisnis.com, February 26, 2015
http://kabar24.bisnis.com/read/20150226/19/406778/pbb-40-anak-indonesia-jadi-korban-bully-di-sekolah
5 Ibid.
6 Ahmad Romadoni, Kak Seto: 80% Keluarga Didik Anak dengan Kekerasan [Kak Seto: 80% Families Educate
Children with Violence], liputan6.com, March 21, 2014 http://news.liputan6.com/read/2025836/kak-seto-80-
keluarga-didik-anak-dengan-kekerasan
3
the parties who are always right and never blamed. As a consequence, parents or teachers
prefer to conduct corporal punishment (such as hitting the hands with a liner, pulling the hair,
doing push up and slapping the head) in order to discipline their children to giving them an
understanding about or the way out of the problems. These punishments have been
undertaken without investigating on the reason behind children or students’ behaviour. As a
consequence, such behaviours become a patron for children to resolve problems or to treat
others.
Bullying at schools is one of the leading reasons for child suicides in Indonesia. The
suicides highlight a worrying trend in the country where as many as 30 children aged six to
15 either committed or attempted suicides in the first half of the last decade (2001 to 2005),
according to the figures available at Sejiwa, an anti-bullying non-governmental organization.7
In 2014, a survey conducted by the National Commission on Child Protection
reported that 87.6 percent of 1,026 respondents said that they suffered from mental, physical
or verbal abuse, ranging from name calling to beatings.8 For example, in Semarang city,
Central Java, the bullyings which were committed by teachers to students were very often.
The studies on safe school among primary and high schools demonstrate that students had
name callings by their teachers. This attitude affects on students’ feeling of being unsecured.9
7Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak
[Overcoming Violence in School and Children’s Environment](Jakarta: Grasindo, 2008]; See also Wahyudi
Soeriaatmadja, Bullying in Schools a Worry in Indonesia, Straits Times Indonesia, June 25, 2011.
http://thejakartaglobe.beritasatu.com/archive/bullying-in-schools-a-worry-in-indonesia/
8 The Jakarta Post, Bullying is Rampant in Local Schools: Survey, July 31, 2012
http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/31/bullying-rampant-local-schools-survey.html
9 Rika Saraswati dan [and] Resti Nurhayati, Pemahaman Guru dan Siswa Sekolah DasarTentang Hak-Hak
Anak dan Safe School di Kota Semarang [The Understanding of Students and Teachers in Primary Schools on
the Rights of Child and Safe School in Semarang City] (Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas
Katolik Soegijapranata, 2008, tidak dipublikasikan) ( A Research Report funded by Faculty of Law-
Soegijapranata Catholic University, 2008, unpublished]; See also Rika Saraswati, Angelika Riyandari, Rahayu,
and Sri Suryaningsih, Safe School dan Kekerasan Berbasis Jender: Studi Eksplorasi Siswa SMP dan SMA Kota
Semarang [Safe School and Gender-Based Violence: An Exploration Study on the Students in Junior High
Schools in Semarang City], Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika
Soegijapranata [A Research Report funded by Women Studies Centre, Soegijapranata Catholic University,
2007, unpublished].
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Unfortunately, there is no strong commitment or policy from the government to
eliminate bullying at schools.10 It is totally different from the action taken by Norway
government through Olweuss prevention program in national level11- the program has
inspired many countries to conduct the same program in order to diminish bullying at
schools.12
Given that bullying practices at schools have taken the children at risk in Indonesia,
the authors conducted a research on students’s participatory in developing school rules to
prevent bullying at school. In this article, the issue was discussed in three parts. The first part
describes the practice of bullying at ten schools in Semarang City; Second, the discussion
was on student’s opinion of being participated in making school rules, and the last part
discusses the rules made by the students.
2. Definition of Bullying
Bullying is an action with an intention from someone to other in order to hurt
repeatedly.13 According to Coloroso, “bullying is not about anger, or even about conflict. It is
about contempt – a powerful feeling of dislike towards someone considered to be worthless
or inferior, combined with a lack of empathy, compassion or shame”14. In other word,
bullying occurs because of power imbalance between two individuals; individual in groups or
10 Nafiysul Qodar, “Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah [Survey ICRW: 84%
Indonesian Children experience Violence in School],” Liputan6.com, 15 March 2015,
http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah; see also
Dyah Ratna Meta Novia, “Buat Kebijakan Anti-bullying [Create Anti-bullying Policy],” Republika, Thursday,
02 October 2014 http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-
antibullying
11 Susan P. Limber, “ Development, Evaluation, and Future Directions of the Olweus Bullying Prevention
Program.” Journal of School Violence 10, no.1 (2011): 71-87.
12 Ibid.
13 Keith Sullivan, Mark Clearly, and Ginny Sulivan cited in Raj Mestry, Martyn van der Merwe and Joan
Squelch, ,”Bystander Behaviour of School Children Observing Bullying.” SA-eDUC JournalL Volume 3,
Number 2, pp. 46-59 15 December 2006 (2004:7).
14 Coloroso, “A Bully’s Bystanders Are Never Innocent.” The Education Digest 70, no. 8 (2005): 49.
5
two groups.15 In most cases, bullying occurs when the victim is vulnerable, displaying
physical and psychological qualities; these are triggering factors. The victim usually has a
lack of support. As a consequence she/he feels isolated, exposed and scared. In these cases,
the victim experiences anxiety, fear, depression, a decrease in academic achievement,
lowered self-esteem, and, in severe cases, even suicides. The type of bullying is various,
such as physical, psychological, social/relational, sexual,16 and cyber.17
3. Bullying at Ten Schools in Semarang City
Semarang is the fifth biggest cities in Indonesia after Jakarta, Surabaya, Medan, and
Bandung.18 As a big city, Semarang has also encountered the problem of bullying at school.
The studies on safe school and bullying at schools in Semarang City have demonstrated that
bullying had been committed by teachers to students and inter-students. Teachers have had
name calling to students and physical violence; meanwhile, students bullied other students
verbally, physically, and socially. Recently, there are bullyings among students in public
schools; the accident has increased the awareness of Semarang City legislative to create safe
school for children.19 However, there is no policy that has been made by the Legislative or
the Department of Education of Semarang City dealing with such matters.
Such a situation became a triggering factor for the authors to conduct a small research
on school rules on bullying prevention. In Semarang city, there are more than hundreds of
15 Raj Mestry, Martyn van der Merwe and Joan Squelch,”Bystander Behaviour of School Children Observing
Bullying.” SA-eDUC Journal 3, no.2 (2006): 46-59.
16 De Wet, “Free State Educators’ Perceptions of the Scope of Learner Crime.” South African Journal of
Education 23, no. 3 (2003): 168-175; See also Smit Me, “The Bully/Victim Problem in South African Schools.”
Action Criminologica 16, no. 4 (2003): 27-33.
17 Colleen Kaman, “What Country has the Most Bullies?” http://www.latitudenews.com/story/what-country-has-
the-most-bullies-2/
18 Kompasiana, “Sepuluh Kota Terbesar di Indonesia [Ten Big Cities in Indonesia],” Valid, May 22, 2013
www.kompasiana.com
19 Yayasan Setara, “Semarang Kembangkan Sekolah Ramah Anak [Semarang Develops Child-friendly
Schools]”, Kedaulatan Rakyat, June 20, 2013. http://yayasansetara.org/semarang-kembangkan-sekolah-ramah-
anak-kedaulatan-rakyat-2013/?fb_source=pu; See also Tomi Sujatmiko, “Kekerasan Hambat Pendidikan Ramah
Anak [Violence Blocked Child-friendly Education],” Kedaulatan Rakyat, March 23 Maret, 2015
http://krjogja.com/read/253546/kekerasan-hambat-pendidikan-ramah-anak.kr
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high schools either private or public which are managed by various institutions, such as the
government for public schools and church (Christian and Protestant), Islamic organisation
and nationalism parties for private schools. Given that huge number of schools in Semarang,
the research on school rules was limited to ten high schools from public and private schools.
The respondents were seventy students at tenth and eleventh grades from each school.20
However, not all questionaires had been filled and given back by the teachers and students.
The aims of the research were to develop a school rule on bullying prevention by
investigating bullying at schools and students’ opinion on the rule and developing the
formulation of the rules. The data were collected through questionaries and focus group
discussion.
Most of the students were familiar with the word bullying, and they understood
bullying as an action from a student individually or students collectively to abuse other
students physically, verbally, socially and sexually; however, they were not familiar enough
with cyber bullying.21 The students got the information about bullying from various sources,
such as television, social media, friends. However, few of them got the information from their
teachers or schools.22
The research demonstrates that most of the students of the ten schools had the
experiences of observing bullying whether it was conducted by teachers to students or
students to students.
Table 1. Teachers and students’ experiences of observing bullying
No Name of Schools Teachers and students’ experiences of observing
bullying
20 Semarang High School 3, Semarang High School 9,  Sedes Sapiantiae High School, YSKI Christian High
School,Teuku Umar High School, Saint Louis High School, Don Bosco High School, Karang Turi High School,
Institut Indonesia High School, Nasima High School.
21 Cyber bullying has put Indonesia in the second place of the most bullied countries in the world.
22 Rika Saraswati and Venatius Hadiyono,Tata Tertib Sekolah Responsif Anti Kekerasan/Bullying Sebagai
Upaya Pemenuhan Hak Anak Sekolah di Kota Semarang [School Rules on Anti-Bullying to Respond the Rights
of Child in the Schools in Semarang City], (Laporan penelitian yang sedang berlangsung, didanai oleh DIKTI,
2015, tidak dipublikasikan) [A Research Report - on going research, funded by DIKTI, 2015,  unpublished).
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The experiences of the students observing bullying were explored by various
factors such as the doer, the gender of the doer and bullied one, the type of bullying,
the place and the time when bullying was undergone.
Based on the students’ experiences, it has been figured out that some of the
teachers still committed to bully their students; meanwhile, the students who
committed to bully other students were still frequent. The teachers who bullied their
students have implemented misunderstanding parenting mindset. It has breached
teachers’ code ethic and infringed the children’s rights at schools. Punishments for
teachers who bullied their student were rare to be implemented, instead for severe
bullying (such as physical punishment which had effect on students’ health). If a
teacher commited to bully a student, and it affects students’s health (and the student
must be hospitalised and needs special treatment), the parents usually complain to the
school management to mediate the case. It is the culture of Indonesian people to
mediate the problem first before reporting the case to police; however, not all parents
want to take this stage. If the mediation between parents and school management has
reached the deal, the case will be closed; however, if the mediation fails, the parents
usually report the case to police.23 The same procedure will be undertaken for the
23 For example, the case of teacher in Gorontalo who ordered his students to smoke some cigarette as a kind of
punishment because the students have been caught of smoking  cigarette in the class. The students have been
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students who bully other students and it has negative impact on students’ health, both
physically and psychologically. Mediation is a procedure that must be undertaken
before processing a case to court. This regulation is recommended by Act number 11
of 2012 on the System for Child Penal Court.24
The studies on bullying have demonstrated that more males become the
victims than females. The gender of the students who committed to physical bullying
mostly was male, but female sometimes has also committed to bully other students
physically.25 Sometimes female students have a corporation with male students
bullyig other students collectively. Therefore, both male and female students can
commit to such bullying regardless of their gender. There is a stereotype that only
male (students) who commits to physical bullying, while female (students) commits to
verbal and social/relationship bullying.26 In this study, both male and female have
bullied other students physically, verbally and socially. The table to support the
explanation is shown below.
Table 2. Doer, Gender, Type, Place and Time of bullying which was seen by students
No Name of
Schools
Doer Gender Type of
bullying
Place Times
























































































hospitalised due to vomitting and felling dizzy. The case reported to police – the case is still on going. See Tim
Liputan 6 SCTV, “Siswa Dihukum Habiskan Belasan Rokok di Gorontalo [Students were Punished to Finish
Cigarrettes in Gorontalo],” May 8, 2014 http://news.liputan6.com/read/2046994/siswa-dihukum-habiskan-
belasan-rokok-di-gorontalo; See also Detik.com, “Ini dia 5 kasus bullying SMA di Jakarta [Here it is, 5 Bullying
Cases in Jakarta],” July 31 2012. http://forum.detik.com/ini-dia-5-kasus-bullying-sma-di-jakarta-
t476916.html?query-string
24 Act number 11 of 2012 on the System for Child Penal Court is issued to change the previous Act no 3 of
1997on Children Court.
25 Based on a study which was conducted by Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang, Indonesian
students experienced verbal bullying more frequently than other types of bullying such as social/relational,
physical, and sexual bullyings. See Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang, “Bullying in Middle





















































































































Sources: Primary data, 2015
Explanation: T-Teacher, S-Student in the same class, SS-Senior Student, M-Male, F-Female, M/F-
Male and Female, V-Verbal, P-Phyisic, S/R-Social/Relational, C-Class, Sy-School yard,
Cn-Canteen, T-Toilet, Pr-Park, 6mt-six months, 1yr- one year, 2 yr-two years
The data in the table has demonstrated that bullyings were frequently
happened and conducted by the students in the classes. This phenomenon was
inevitable since the students spent their time mostly in the classes rather than out of
the classes. The next most notorious place for bullying was school yard, canteen and
toilet. These places had been used for bullying in break time. The last place was
motorcycle or car parks, and it would probably happen before and after school. Given
that these places were favourite places for the doers to target the victims, the school
managements should watch tightly dan strictly every student activities in these places
in order to prevent bullying during school time. Strict watching is needed since
students often take an advantage when teachers or school guards are inattentive, or
when the school is still quiet in the morning before the school starts or after the school
finishes.
In six month before the research was conducted, the number of bullying was
high at ten schools. Even, the number of bullying was still high in some schools in
one year. This fact shows that bullying is really a threat for schools and students.
However, the school managements had never thought it as a dangerous factor. The
number of bullying shown in the table has indicated iceberg phenomena. These
phenomena must get special attention and treatment by school managements in order
to prevent the blast. However, the school managements pretended that the bullying
did not exist.
10
3. Students’ Responses on Bullying
The students’ responses when bullying occurred were various, such as
reporting to teachers or principal, telling to other students, sharing to parents, keeping
silent and complaining to doers. The report to teachers was more often compared to
principal because only a special teacher who had an authority to give counselling
psychologically or to handle other students’ problem. Therefore, her/his authority
made a relationship between her/him and students are closer than students to
principal. Students who reported bullying to a counselling teacher had a belief that the
teacher would notice and gave a sanction/punishment to the student who committed
bullying; there was an expectation from the students that the teacher would have a
best solution to the problem.
Table 3. Student’s Responses When Bullying Occurred
































































































Source: Primary data, 2015
However, a good relation between a counselling teacher and students does not
guarantee for the student who saw bullying to share or to disclose it easily – a space
between a counselling teacher and students remain present. As a consequence, some
of students had told bullying to their friends or their parents. The atmosphere between
a counselling teacher and students compared to students and their friends (other
students) and parents is different. The correlation between a counselling teacher and
11
students is probably more formal than the relation between students and students, and
between students and their parents. By telling bullying to these persons, there is no
barrier between them because of trust. Some studies in this matter have demonstrated
the same phenomenon.27 However, the problem of bullying will probably not have a
solution properly. Although the students were not asked about the reason for telling or
sharing the story to their friends or parents, but their answers implied that their aim to
share or to tell the story of bullying was to ‘curhat’ (sharing from heart to heart) in
order to reduce their psychological burden, and they also did not like to get a
stereotype of ‘cari muka’ (telling or reporting something to a teacher or superior in
order to get reward; by telling or reporting something the reporter would recognise at
least her/his face for doing the right thing). This becomes a paradox, and a wrong
value in Indonesian culture sometimes – when someone is doing well or honest, most
of people do not like that attitude, and then they judge the person and his/her attitude
as ‘cari muka’; such a negative judgment for a good action has been a
contraproductive factor to children to do something good. As a consequence, most
children tend to neglect bullying by keeping silent.
Studies have demonstrated that bystander or witnesses kept silent because of
some reasons, such as affraid of being bullied, being isolated, having conflict with
others, and trying to ignore the problem.28 In this study, the students seemed to
believe that keeping silent is a right choice because they did not have to take any
risks; however, this behaviour has kept bullying existing and did not change the
doer’s behaviour and did not help the victims’ behaviour. There were three schools in
27 Ken Rigby, “What Can Schools Do about Cases of Bullying.” Pastoral Care in Education 29, no. 4 (2011):
273–285.
28 Raj Mestry, Martyn van der Merwe and Joan Squelch, “Bystander Behaviour of School Children Observing
Bullying.” SA-eDUC Journal 3, no. 2 (2006): 46-59.
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which the number of their students who kept silent was high, namely, Sedes
Sapiantiae, YSKI and Karang Turi. This situation has not been investigated about the
reason or the cause of such behaviours. To encourage the students to speak about
bullying, an education for not bullying others is needed. This program is important to
teach students about what the students must do when they see bullying or become
victims. Furthermore, this program should have a program to rehabilitate not only the
doers but also the victims. However, this program has never been designed by
government or schools. This situation is totally different from Norwegia which had a
quick response to conduct national bullying prevention program after the suicide of
some children in that country.29 The program even had been copied and implemented
by other countries, such as United States of America and United Kingdom. The
program had been acknowledged by these countries to be able to decrease the number
of bullying.30
4. Students engagement in designing school rules on bullying prevention
The questionaries about whether the student must be involved or not in
designing school rules on bullying prevention program had been raised in order to
investigate the implementation of the children’s rights to speech.  The right to speech
for children is guaranteed by Indonesian government through the Children Protection
Act Number 23 of 2002 and Act Number 35 of 2014 as amended.
The Act is passaged to support the right of the children to speak out their
rights, including giving their opinion. The right to speech is a universal principle for
all children in the world, including Indonesia. Therefore, this Act has accomodataed
29 Susan P. Limber, “Development, Evaluation, and Future Directions of the Olweus Bullying Prevention
Program.” Journal of school Violence 10, no. 1 (2011): 71-87.
30 Ibid.
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this right to be implemented; however, the main barrier to implement this right is the
difficulties to change Indonesian culture. As mentioned above, the misunderstanding
of Indonesian adults on parenting mindset has also affected the children to speak out.
Adult is superior to children- as a consequence, what adult said whether it is right or
wrong must be obeyed by children. Children have no power to object the words or
orders which are said by adults because they will get a stigma as disobedient ones;
sometimes they will get (physical) punishment because of the disobedience.
In the context of bullying, the right to speech must be given to the students at
the ten schools in the research because they the persons who were the victims of
bullying, who potentially become bullyiers and who might not aware of bullying.
Because of these reasons, the student must give their opinion on this matter.
Therefore, in this research, the students had been questioned whether they must be
involved or not in developing school rules on bullying prevention.
The table below shows that most of the students agreed to be involved in
developing school rules on bullying prevention program. Most students argued that
their participation in making the school rules on bullying prevention is a democratic
process in which the students can participate actively to determine the content of the
rules (including the sanction or punishment) for their interest and to fulfil their rights
as students – in the future, there is an expectation that the students will have a
responsibility to implement and to obey the rules because they understand the
consequences if they break the rules.
Meanwhile, the students who disagreed with being enganged in making school
rules have argued that school rule making is the authority of schools or teachers with
their power to determine the content of the rules. Students are not able to make such
14
rules because of lack of capability; students should be passive and obey the rules. The
only parties who have the power and an important role are teachers and principals.
Table 4. Students’ engagement in making school rules on bullying prevention
No Name of
School
Students’ arguments on the importance of students’ involvement in making
the school rules on anti-bullying
Yes Reasons No Reasons
1 Semarang
PHS 3
60 Student can give their opinion to
fulfil democration process;
There is an agreement on the
sanction making;
Sanction or punishment is made on
the basis of students’ need because
the doer and the victims are
students.
4 Let teachers make the rules




49 Sudents can understand and obey
the rules well;
The rules can prevent bullying and
discipline students.
7 The rules must be made by





53 Students are the victims of bullying;
Students as members of school
community must be involved in
order to give their opinion;
Students will have an agreement
and understanding on sanction or
punishment.
14 Making rules is school
business not students’
business;
Let the teachers make the
rules because they have such
experiences.
4 Christian YSKI 54 Students must be involed in the
making process in order to channel
their aspiration.
Students’ agreement is needed, so
students understand the rules.
16 Let the schools make the
rules; if students make the
rule they will protect the
doers. Being engaged in
making the rules is not
necessary for students, but
the rules must be informed.
5 Teuku Umar 47 Students are member of school
community; therefore, being
engaged is important to channel
their opinion.
Students will understands the rules
if they are engaged in making the
rules;
Students will have the same
responsibility to prevent bullying
the rules.
8 Teachers and principal are
the persons who know the
rules well; meanwhile
students do not know
anything.
If students are engaged,
other students will complain
because the content will be
made on the favour of the
students.
6 Saint Louis 51 To fulfil a democration process and
to channel students’ opinion;
To determine the same perception
on the rules, especially on the
sanction because the rules will be
implemented to students;
Teacher will have more
understanding on students’ need.
10 Making the rules is the rights
of teachers and principal;
what student must do is to
obey the rules.
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7 Don Bosco 46 Students are involved to make the
rules in which the content take
aside to students’ need because the
victims mostly are students;
To channel students’ opinion
because teachers do not know well
about students’ circumstance;
Students are members of school
community and they want a safe
school.
Punishment must be implemented
to students regardless of their
social-economic background.
18 Teachers have such authority
to make the rules;
Students do not have enough
understanding on bullying,
otherwise the rules made
will disadvantage students;
Students as the object of the
rules do not need to be
involved in the process of
making the rules.
8 Karang Turi 47 An agreement from students is a
must in order to fulfil students’
aspiration and students’ need;
To have the same perception
between teachers and students;
To fulfil democratic process.
13 Let school manejement
make the rules and give




48 To protect all members of school
community and for the best of the
school;
Students and teachers determine a
punishment for the doers;
Students will understand well the
rules so they know the consequence
if they break the rules.
11 Making the rules is the duty
of teachers and principal;
Students have no capacity to
make the rules.
10 Nasima 48 To reach an agreement on sanction;
To give opinions as a democration
process;
The rules can be made on the basis
of students’ need because students
will be the only target of the  rules.
12 The rules should be made by
teachers and principal
because making the rules is
their duties;
Students do not need to be
involved in making the rules.
Source: Primary data, 2015.
5. Discussion
5.1. Lack of Policies on Bullying Prevention Program
The description above has demonstrated that bullying against students at
school still exists; however, it lacks of policy or action to resolve such bullying. This
situation happened not only in Semarang city but also in national level. When
bullying occurred, the schools tended to close it to avoid the emergence of bad image.
This action is not only contrary with the effort to protect the right of children, but also
to build a characteristical education in schools. In the context of characteristical
education, all parties have a commitment to put the best interest of children on the
basis of resolution. The resolution must be undertaken not only by understanding the
root of the problem and reconciliation between the victim and the doer, but also
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developing a bullying prevention program. However, these policies have never been
implemented.
Therefore, a new system to reform schools in national level is a must,
especially, to prevent bullying practices. Indonesian government, especially Ministry
of Education, has to watch and warn the schools which do not have school rules on
bullying prevention program or do not have enough effort to eliminate bullying
practices. For example, the government must give an appreciation to the schools
which have disclosed bullying, identified the problem and had enough effort to
eliminate bullying in those schools. Meanwhile, punishment can be applied for the
schools which do not have effort to eliminate bullying, do not have any program to
prevent bullying, and cannot protect students physically and psychologically. The
punishment can be designed from moderate to heavy level, such as witdrawing the
school permits.
A bullying prevention program should be made by government in national
level. Because this program has never been made by government, every school should
have its policy to make the rules on bullying prevention program. It is also important
to involve students in making the rules on bullying program. It is undeniable that most
schools in Indonesia have school rules which had been made only by the school
management (such as principal, teacher, or school foundation). The ‘top-down’ policy
or rules has the impact on students and teachers’ understanding on that rules/policy.
As a consequence, there is no collective understanding among the members of school
community to obey the rules in order to create a safe school, especially for students.
Unfortunately, principal lacks of creativity to create a bullying prevention program,
and it becomes the main barrier. Most of school strategies to reduce bullying are
17
limited to setting up CCTV and to have more school guards. These strategies have
impressed the image that school is not a safe place for students.
In order to eliminate bullying against students and to create a safe school, the
role of teacher is important. The studies on teacher’s support aspect have
demonstrated that teacher’s support has given a significant effect on bullying
behaviour. Therefore, to support the role of teacher as an agent of change in
preventing bullying and supporting students to avoid bullying, teachers must
understand the rights of children to be free from all forms of violence, the various
type of bullying, and must have a capacity to resolve a conflict related to bullying.31
Furthermore, it is necessary to engage student on bullying prevention program
because the rights of children to speech has been guaranted by the Children Protection
Act of 2003 which was amended in 2014. However, most schools are reluctant to
engage students in making school rules because making rules is the school’s absolute
authority. On the basis of the table mentioned above, most students have argued that
students should be involved in making school rules because they are the members of
school community and the implementation of the rules is targeted to students. The
finding has demonstrated that students (in this case – in bullying matters) wanted to
be involved, and there is an awareness of them to speech more about bullying through
the school rules in order to create a circumstance within schools as a better place for
them – a safe school.
5.2. A Model of School Rules on Bullying Prevention Program
The research has demonstrated that most students in this study agreed to
engage in making a bullying prevention program. The next step is to conduct a focus
31 See Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah [Survey ICRW: 84%
Indonesian Children Experienced Violence in School], Liputan6.com, March 15, 2015.
http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah
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group discussion between students and teachers to formulate a model of school rules
on bullying prevention program. The formulation which was made by teachers and
students contained the definition of bullying, prohibition of conducting bullying, type
of bullying and sanctions, scheme of rehabilitation (for the victim), scheme of
reporting and resolution.
Table 5.2.1. A Formulation of Shool Rules on Bullying Prevention Program
The rules 1. Bullying, either verbal, physical , social / relational or cyber bullying is
prohibited in school;
2. All parties who do bullying will be sanctioned. The level of penalties will
vary from mild, moderate to severe;
3. Anyone who becomes a victim of bullying can report to principal and
teachers to obtain assistance.
Definition An act or repetition of acts which is committed by a person or persons in a
group in order to hurt other person which is caused by power imbalance
and  the power imbalance has the impact on the safety, mental





1.1. Name calling (sanction:mild)
1.2. Telling or writing rude words that hurt someone else (sanction: moderate)
1.3. Giving sexual comments (sanction: moderate)
1.4. threating (sanction: moderate);
2. Social/Relational (sanction: moderate)
2.1. Denying or expelling someone from a peer group;
2.2. Isolating someone;
2.3. Gossiping;
2.4. Embarassing someone in public;
2.4. Persuading someone for not making friends with others;
3. Physical (sanction: heavy)
3.1. hitting, slapping, pinching, kicking, pushing, and other physical attack to
someone;
3.2. Taking or destroying stuffs belonging to someone;
3.3. Making a rude gesture or body language;
4. Cyber Bullying (sanction: heavy)
4.1. Name calling through electronic message or social media;
4.2. Telling or writing rude words that hurt someone else through electronic
message or social media
4.3. Giving sexual comments through electronic message or social media
4.4. Attacking or threating through electronic message or social media;
4.5. Sending/posting improper or sexual pictures or figures through electronic




1. Breaking the rules for the first time: student/s does/do one of social tasks
(mild sanction)
2. Breaking the rules for the second times: student/s does/do two of social
tasks (mild sanction)
3. Breaking the rules for the third times: the school summons the parents, the
student make a statement which is signed by the parents, student/s does/do
three social tasks, the student/s does/do a class task (moderate sanction).
4. Breaking the rules for the fourth times : the school summons the parents,
the student make a legalised statement which is signed by the parents,
student/s does/do three social tasks, the student/s was/ were not allowed to
go school (the students stay at home) for one day (moderate sanction).
5. Breaking the rules for the fifth times: the student/s is/are sent back to the
parents (heavy sanction).
Examples of social tasks:
 Sweeping, mopping;
 Cleaning the glasses, the doors, tables in classes/laboratorium/library
 Watering
 Cleaning toilet
Sources: Primary data, 2015.
5.3. Scheme of Rehabilitation (for the victim)
Source: Primary data, 2015.
Victims of bullying will have rehabilitation service which is given by
counselling or religion teachers. These teachers are expected to support the victims to
cope with the trauma which is caused by bullying. If the victims can be healed
through this program which is provided by school, the scheme stops until this stage.









the next step is to contact with the experts, such as doctor (for physical injury),
psychologist and/or psychiatrist (for nonphysical injury).
5.4. Scheme of Reporting and Resolution
5.4.1. Scheme of Reporting and Resolution for Mild Breach (1)
Source: Primary data, 2015.
In this scheme, victims and witnesses have an access to report bullying to class
or counselling teachers. These teachers have an authority to summon the bully and
victim separately to clarify about the bullying. The next step is to reconcile these
parties.
5.4.2. Scheme of Reporting and Resolution for Mild Breach (2)
The next step can be undertaken when the problem cannot be coped with these
teachers, namely: reporting to the vice principal on students’ affairs. The vice
principal will summon the victim or witness and the bully separately to clarify about











Source: Primary data, 2015.
5.4.3. Scheme of Reporting and Resolution when Breaking the Rules Has Social
Impact on School Community.
Source: Primary data, 2015.
When bullying has an impact on school community (because it has an impact
on student’s insecurity, and bullying tends to be a legal case), victims or witnesses can


































vice principal on students’ affairs in order to summon the victim and the bully to get
the information – this process is undertaken separately in order to get accurate
information from the parties. The parents of the victim and the bully are also
summoned to attend the mediation which is held by the vice principal as a mediator.
5.4.4. Scheme of Reporting and Resolution when Breaking the Rules Has Social
Impact on School Community and Police Have Not Been Involved (2)
Source: Primary Data, 2015.
If the vice principal on students’ affair cannot mediate the parties because
there is no aggreement to be reached, he/she will report to the principal. The principal
will mediate the parties in order to get a settlement among them. When the mediation
fails, the principal can report the case to police.
5.4.5. Scheme of Reporting and Resolution when Breaking the Rules Has Social
Impact on School Community and Police Have Been Involved
This scheme is a continuation from the previous one because a mediation fails.





















the case to police to seek help. The police officer in this case acts as a mediator. To
keep the mediation process is conducted fairly; members of community (such as non
government organisation which has concern with children issues, student’s parent
committee, community, and religion leaders) are engaged to control and watch the
process. Given that bullying has involved students aged under eighteen, the police
officer who becomes a mediator conducts the process on the basis of the Act number
11 of 2012 on Children Penal Code System. The Act insists on restorative justice as
the main principle to be used when children are involved in a legal case.
Source: Primary data, 2015
These schemes are supposed to protect the students either as a victim or a
bully, because the Act on Children Penal Code Sytem has amended that children who













interest for children must be the main concern for all members of community and law
enforcers.
6. Conclusion
Bullying occurred in ten schools in Semarang city. The bullyings were
committed by teachers to students and students to students. The types of bullying
committed by the teachers and students were various, such as physical, psychology,
sexual and social/relation. Students’ responses on bullying mostly are …, but some of
the students in every school have choosen to keep silent. The students agreed to
engange in making school rules on bullying prevention program because of some
reasons, such as to fulfil a democration process and to channel students’ opinion, to
determine the same perception on the rules especially on the sanctions because the
rules will be implemented to students, to protect all members of school community
and for the best of the school, and to create a safe school.Through a focus group
discussion, students and teacher had worked together to formulate a concept of school
rules on bullying.
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